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RIBGRASAR

Newsss ini kegiatan pembiayvsan Ronsuamen berkembang
pesat di dalswm masyarakst. Kegistan pembiayvazn konsumen
vang berupa penyedizan dana kgl konsumen antak pemnbelisn
barang yang pembayarannya dilakuakan SecHTa berkala
dilsksanakan oleh suatu perusahasn yang dizebut perngahsan
pembisvesan konsumen.

Secars operazsionzl kegistsn tersebotl telah mendapat
legitimasi dengan kelunsrnysz Heputusan Presiden nomor 81
tahun 1988 tentasng Lembags Pembiavasn.

Daiam melskuksn kegiatan, perusahasn pewbiayaan
konsumen skan berhnbungan dengan masysraskat konsumen vang
mssnk dalam razang lingkup huokam perdsats, naman sejanh  ini
hmkum perdatza yang mengatur hubungan hukum sntara
perusahaan pembiaysan dengan konsumen =elska pewminjan
belum distur secars spesifik di dalam KUHPerdata.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam fesis il
disngkat tigsz permazsalshan pertams bagsimans mekanisme dan
konetruksi hukum pembisyasn konsumen, serts sejanh  mana
ada kesesuaisn dan ketidaksesusnian dengan khonstrukei
pinjam meminiam dalam KUHPerdata. Kednsa bagaimana hubungan
hokum di antaras pars pihsk vang terlibat dalam kegiatan
pembiayazn konsumen dan  perlindungsn hukomnys bagil
konsuwen. Ketigs fTaktor-fazktor sps yvang . mernjsdl kendslz
dalam perlindungzn hukum bagl konsumen.

Analisis terhadap hagil renelitian dapat
disimpuikan bahwa konstruksi hakam perjaniian pembiavaan
konsumen tidak identik dengsn konstruksi perjanjian piniam
meminjamn dalam KUHPerdata.

Sedangksn mengenal hobangsn hukum antzra perusahsan
pembiayaan konsumen dengan pihak konsumen terjalin atas
dasar perbustan huokum yang disebut perjanjlan pemnbiavasn
konsumen, dimana perusshasn pernbiayvaan kRonsumern
berkewajiban menyerahkan dans pembiayaan kepada konsumen
garntuk membeli barang, sedangkan konsumen berkewaiiban

membayar kembsli hutang pembiayaan tersebat ZECHETE
berkals.

Mengenzi perlindungsn hokum bagl konsamen dalam
kegiatan tersebnt beluom berjeslan sghagrimans VENE
diharaplan. Adapun faktor veng menjadi kendala acdalah

karena Faktor vang berssal dari diri hkonsumen itu sendiri
dan juga faktor vang berasal dari luar diri konsumen. Oleh
ksrena itu, maks perln adanya kebijakan lebih lanjuit vang
mengatur secars lebih spesifik mengensi perjanjisn
pembisyaan konsumen, di samping itu pemerintah sebaiknya
iebik berperan sktif dalam meninghkatkan kesadaran hokum
konsumen seperti melalni penynlnhan hukum, serta kepads
pemerintah jugs dihsrapkan untuk lsbih meningkathkan
kesadarannys sksn fungsi den perannys dalsm nelaskssnakan
ketentuan/perundang-undangan yang berlshn.




 ABSTRACT

Recently, the consumers expenses activity bas growing very fast in the society.
The consumer expenses activity which composed as funding provider for the consumer
to perform the buying of goods which the payment are execute periodically bave been
execute by the company which mention as the consumers financing company.

Operationally, the activity above has legitimate by the release of Keputusan
Presiden nomor.61 tahun 1988 regarding 1o the financing agency.

In Carrying out their activity, the consumer financing company will connect to
the consumer society, which include in the scope of civil law. However so far ig, the
civil law that regulate the law connection between the financing company with the
consumer, as the borrower have nof been regulated specifically in the civil code of
law, :

Related to those matiers, this thesis has brought three problems. First, how are
the mechanism and the construction of consumer financing law, and how far is the
conformity and unconformity existence to the borrowing construction in the civil code
of law. The second is bow the law relationship between the party involved in the
consumer financing activity and its law protection to the consumer. Finally, what
factor iy becomes the barrier in the law protection for consumers.

The analysis for the research results has concluded that the law construction of
consumer financing agreement has not identically to the borrowing agreement
constryciion in civil code of law,

Whereas regarding fo the law relationship between the consumers financing
company and the consumers itself, have been connected on behalf of law act, which
mention as the consumer financing agreement. That is, the consumer financing
company has obligated to lend the financing fund to the consumer for buying the
goods, while the consumers have a due to pay back their financing debi periodically.

The law protection for the consumers in those activities has not been working
properly. The factors which beeame the barrier are come from the consumers itself and
the external factors of consumers. Hereby, there are need the continuous policy, which
regulated more specific about the consumers financing agreement, beside the efforis
from the government in having the active role for increasing the law consideration for
the consumers. For instance, through such as the law espionage. The government also
expect to have more increased their consideration shout their fonetion and tole in

- carrying the certainty / regnlation which have been valid.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adsnys gleobalisasi dan perdagangzn  bebas  wman

tidak mau akan berpengaruh pads pola perilaku

masyarakat. Adanyva pengaruh itn paling’tidak ditandsi

oleh'terjadinya perubahan pola perilaku masyarakat vang
akhir~akhir ini cenderung semzkin meningkat kebgtuhan
hidupnya.

Peningkatan kebutuhan itu‘éampak' dari semskin
banyvaknya permiﬁtaan masyvarshkat skan barang-barang
kebutuhan hidupnya, seperti kebutuhan sksn péralatan
rumah tanggs, kebutuhan akan alat transportasi, dsb.

Sejalan dengan semskin meninghkatnva kebutuhan
masyarakat tersebut, dewass ini semskin meningkat pulsa

kebutuhan wmasyarakat zkan permintaan dsna pemnblisyveaan

‘yvang dibutuhkan.

Ads j berbagsi carsa vang dapat dilakuhkan
masyarakat .untuk mendapathkan suwmber dsns pembiavaan

untuk memeﬁuhi kebutuhan hidupnys, sslsh ssta di

!
i

antaranya sdalah melalui jsss pembiavaan, di samping

cara lain sgperti melalui jasa perbankan.

Muncﬁlnya lembaga pembiayaan sehegai alternatif
bggi masyarakat untuk mendspatkan .sumber pembizavaan
gecara formal bermala sejak dikeluafkamnya pahel

kebijaksanaan bulan Desember 1988 di bidang heusngan,

yvang salah $atu di antsraznva adslzh kelusrnys Kaputusan

Presiden Republik Indonesiz nowmor 61 tazhun 1988 tentang
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Lembaga Pembiaysan. Adspun maksud dari dikeluarkasnnya
Keputusan tersebut adalah dsalasnm rangks menunjang
pertumbuhan ekonomi dipandang perlu untuk memperluszs
sarana penyediaan dana vang dibutuohkasn masyarakst,
sehinggs persnannva sebsgal sumber dana pembangunan
‘semakin meninghat. 1)
Ménurut heputusan tersebut bidang usshs dari

Lembaga pembiayzan itu melipﬁti

a) Sewa Guna Usaha (Leasing)

b) Modal Venturz (Venturs Capitzl)

¢) Perdasgangzsn Surat Berhsrgs (Securitas Company )

d) Anjak Pintang (Fsctoring)

e) Usaha Kartu Kredit (Credit Card)

f) Pembiayaan Konsumen (Consumer Finance) 2)

Dari berbsgai bidang ussha lembaga penbiavaan
teréebut di s&atas yang tidak kalah pentingnya dengaﬁ
bidang-bidang usaha dsri lembagsa pembiayaan lainnya
adalah Pembiaysan Konsumen, yvaitu susty bidang usahs
vang melakukan kegistannys dalsm bentuk renyvedizan dana
bagi konsumen untuk pembeliazn barang yvang pembayarannya

dilakukan secars berkalz stau engsuran oleh konsumen.
3

1) Retnowulan Sutantio, Perjaniisn Pembisvasy Konsumen,
Dalam Pustaks Persdilan Proyek Pembinaan Tehnis
Yustisial Mahkamah Agunz RI 1884, Jaskarta, hal. 1

2) Periksa passl 2 Keputussn Presiden Republik Indonesis
No. B1 tahun 1998

; 3) Abdulkadir Muhsmmad, Hukany Perusshzsn Indonesia, Citra
? Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal. 358.




4)

‘secara tunszi.

Dari definisi di atags dapat disimpulksn bahwa
kégiatan dari bidang uszha perxbiavaan konsumen itu
dikhusueksn untuk menvediasksn dasns bagi kebutunhan
konsumen mewnbell barang, vang pembavarannya dilakukan
secarsz berkals oleh konsumen.

Sehubungan dergan hal tersebut, maks pemanfaatan
Jasa lembags pembiayvaan konsumen " itun, lebih banvzhk
dilatar belaksngi oleh suatu keasdsan basgaimanakah

ceranys memberikan j

o

lan kelusr aspabila pilhak penjual
menghadapi banyak permintaan stan hasrat untuk membeli
barang, tetspi célonhcalon pembeli itu tidak mampu
membayar harga barang tersebut secara sekaligns aztau
45

Bejak keluarnya keputussn Presiden tersebut wmaka

akhir-akhir ini semakin banyak orang vsng melakukan

transsksi/perjanjian pembiayaan konsumen.

Dari hasil pra survey penulis di Kotamadis
Semarang usaha pembiayaan konsumen itu pada UMURLYa

banyak terjadi untuk membisyazi kebutuhan konsumen

-membeli sepeda motor.

Namun demikian, dengan telsh dikeluarkannva
keputusan.Presiden nomor 61 tahun 19838 tentsng Lembags
Pembiayaan Iberikut perzturan pelakssnsannya vaitu
Keputusan H%nteri Keuvangan Republik Indonesiz nomor
1251/KMK Ol?!lSBB tanggal 20 Desember 1888 tentang
Ketentuan da% Tata Cara Pelaksanssn Lembagas Pembiavaan

1

i)

52

Subekti, i i » Alumni, Bandung, 1885, hal.




{vang telalh dirubah oleh keputusan Menteri Keunangan
Republik Tndoresia nomor 4d88/KMK 017,1885).

Tidak berarti bahwa munculnys feriomens

pembia&aan konsumen di dalam masvarakat tidak membawa
masalah.
Dari hssil pengsmatan penulis ternysts bzhwa fenomens
munculnya lembags pembiayaén konsumen ini dagaﬁ
menimbulksn wmssalah terutams bila dilihat dari aspek
hukum  perdsatanys, hal ini mengingat bahws dalam
memberikan fTasilitas pembiayaan konsumen perusshaan
o

pembiayaan =kan melakukan perbustan hukum  yang masuk

dalam ruang linghkup hukum perdatsa.

- Sedanghkan ketentuan ‘hukum yvang mengatur tentang

perjanjian pembiavazsn konsumen hinggs ssst ini  belum

ada peraturan vang mengaturnysa secars spesifik

‘sebagaimana halnya perjanjian jual beli dan perjasnjilan-

ﬁerjanjian bernama lainnva vang telsah mendapathan
pengaturan secara khusus di dalam Basb V a/d Bab XVIII
Buku III KUH Perdata.

Tindaksan / perbuatan perusszhaasn pembiayasn

konsumen untuk menverahkasn dans pembiavaan vang

-diperlukan konsumen, demikisn pula tindakan/perbusatan

vang dilakuakan oleﬁ konsumen untuk welakukan pewmbayaran
kembali hutang pembiayaan, tentunysz hzsl itz merupsksn
suatu perbuatan vyang askan membawa akibat hukum,
sehingga perbuatan tersebut peria mwendapathan
penanganan d@ri gapel hukum perdats.

Bagaimanakah konstruksi/meksnisme terisdinvs perjaniian

pembiayaan konsumen tersebut, ssmpsal sejanh manakah
|
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Ads kesesuaizn dan ketidaksesuaian konstruksi Hukum
Perjanjian pembiaysan konsumen dengan konstruksi hukun
perjanjian pinjam meminjam vang terdapat dalam
KUHPerdata.

Penapganan dalam aspek hukum perdata lainnya
adalsh vang menyangkut hubungan hukum di antara para
pihak vyang terlibat perjanjian pembiayaan konsumen
sampai sejauh mana hak dan kewajiban yang ditimbulkan
akibat dibuatnya perjanjian pembiayaan konsumen.

Di samping itu bagaimana pula dengan
perlindungan hukum bagi konsumeﬁ yang terlibat
perjanjian pembiayasn konsumen mengingat bahwa konsumen
yang mengajukan permohonan dans pembiayaan itu pada
umumnya berada psda posisi yang lemsh.

Memang disadari bahws terdapat adanyas keinginan
semua pihak untuk memperbaiki keadsan ekonoml, walaupun
sndah Jjugs dicapail sukses yang sangat besar dilihst
dari‘kacamata ekonomni, namun demikian kemajuan ekonomi
itn dapat menimbulkan terJadinya tarik menarik
kepentingan yang kuat di sntara pelakn ekonomi yang
satu dengan vang lain, dan antara pelaku ekonomi dengan
masyarakat. 5)

Dampak lazin dari kemajuan ekonomi itw iaslsh mun-
culnya ketidakseimbangan di antara keinginan pelaku
ekonomi di satu pihak dengan kebuntuhan masyarakat di
lain pihak, sehingga tidask jarang pelaku ekonomi vyang
memiliki posisi lebih kusat melakukan penerapan
perjanjian standar yang dapaf menimbulkan kerugian pada

pihak lain.

57
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Berdasarkan latar belzkang masalash di atas, maka
dipandang perlu untuk dilakukan penelitian tentang per-
jJanjian pembiaysan konsumen dan perlindungan hukumnya
bagi konsumen, sehingga dapat diteﬁukan solusi

pengaturan yang mampu mengakomodir kepentingan psara

pihak vang terlibat dalsm perjanjian pembiayaan .

konsumen, sehingga tidak menimbulkan konflik di

kemudian hari.

Perumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, maka permasalahan
vang diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimanakah mekanisme dan konstruksi hukum
pembiayaan konsumen pada perjanjian pembiayaan
konsumen, serta kesesuaian dan ketidaksesuszian dengan
ketentuan pinjam meminjsm dalam KUH Perdats.

2. Bagaimasnskah hubungan hukum pihak-pihak dalam
perjanjian pembiayaan konsumen dan perlindungan
hukumnya bagi konsumen ?

3. Faktor-faktor apakah vang menjadi kendala dalam
perlindungan hukum terhadap konsumen vyang terlibat

perjanjian pewmbiayvasn konsumen.

Tojuan Penelitian
1. Untuk memperoleh penjelssan tentang mekanisme dan
konstruksi hukum pembiayaan konsumen pads perjanjian

pembiayvaan konsumen.

2. Untuk mengetahui hubungan hukum para para pihak dalam

perjanjian: pembiayaan konsumen dan perlindungan
hukumnya éagi konsumen yang terlibat perjanjian
pembiayaan |konsumen.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor vang meniadi kendals
dalam periindungan hukum terhadap konsumen vang

terlibat perjanjian pembiayaan konsumen.




pembiayaan.

Fontribusi Penelitian

anat mewberikan

ja X
o

Penelitisn ini diharaphkan
kontribusi pada 2 (dusz) aspel sbbh
1. Aspek keilmusn, bahwa penelitian ini dihsrsphkan dapsat

memberikan sumbangén bagi pengewmbangan  1lmuw  hukom,
khususnyva vang berkaitan dengan aspek hukum
perjanjian pemblayvasn konsuamen.

2. Aspek praktiB? dihsrapkan dapat mewberiksan svmbangan
bagi kalangan dunia usaha, wmaupun konsumen - yasng
terlibat dalam perjanjisn pembiaysan konsumen serta
diharapkan dapst menisdi bshan kajiisn bzagi pendambil
kebijakan yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan

konsumen .

RKerangka Pemikiran

Sebagaimana kits ketahwi upasyvs wemperkenaslkan
Lembaga Pembiayaan sebagsi salah satu alternstif  sumber
pembiayvaan himaksudkan untuk dapat mengakomodssi

kebutuhan‘maﬁyarakat vang semakin bervarissi skan sumber

i
b

Menuruﬁ Keputusan Presiden nomer 81 tshun 1988

' !
tentang Leﬁbaga Pembiavaan dinyvatakan bahwa vang
dimaksnd denéan lembaga prembiayvaan sdslzh  badan usaha
vang - melskuksn kegiatén pemblavaan dalam bentuk

penyediaan dans atan barang modsl dengan tidak mensrik

(8]
et

dana secara langsung dari masvarshkat.

6) Periksa pasal 1 butir b Keputnsan Presiden Republik

Indcnesis nomer 61 tzhun 1988
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Dari pengertian di atas dapat kita ketzhuil adanya

duz ciri yvang mencninl pada lembags pembiayaan.

Pertamsa dapat melakuksn kegistan dalzm bentuk penyedlaan
dana atan barang modal, kedna, dalam melakukan Lkegilstan
di bidang pembiszvasn tersebut, lembags pembisyasn tidak
menzarik dana secars langsung darl masysrakat, s@eperti
“vang dilakukan oleh perbanksn dan lembaga keuangan bukan
bank. Oleh karena itu barangksli lebih tepat apabila
lembags pembiasyassn inil dengan memskai istilsh asing
disebut MNon Depository ¥Financial Ins%itution. 73

Dzlam Keputusan Presiden nomer 61 talmn 1988
dinyatakan bahws ada berbagsai bidsng usahs vang termasuk
ke dalam bidsng usshs lembags pembisvaan .ini salah
satunya adalah vang bergerak dalan bidang pembiayaan
konsumen. Yaitu suatun bidang usaha yang melakukan
kegiatannya dalam bentuk penvedisan dana bagli konsumen

untuk pembelisn barang vyasng pembayarannyas dilakukan

secara berkals atau angsuran oleh konzumen.

Menurut Keputuszn tersebut dikemukakan bahwa
pembiaysan konsumen ini diselenggarasksn olebh suatbn
verusahsan yahg disebut perusshssn pembiayaan kensumen.

Hal gni dapat disimpulkan dari pasal 1 asyat 8

vang menyatakﬁn bahwa

73 Harry Haruoaono Notodipuro, Remunghkinapn-kemunghinsn
Aplikasmi Lewmbaga Fachtoring di Indonesiz, Mszkalah pads
Seminar tentang Anjak Piuvtang sebazgai sumber pembisvaan
dan tinjauan dari segi hukum. Diselenggarskan oleh
ILUNI-FH, Jsksrta 18 Februsri 1989, hal. Z1.




"Perusahaan Pembisyasn Konsumen adalah suatn
badan usaha yang melakukan pembiaysan pengadaan
barang untnk kebutuhan konsumen dengan sistem
pembayaran angsuran atsu berkala oleh konsumen' .
Perusahasan Pembiayasan Konsumen sebagai perusahaan
pemberi fasilitas pembiayaan kepada konsumen merupakan
bagian dari perusahsan pembiayaan.
Sedangkan yang dimaksud dengan perusahasan pembiayasan itu
sendiri adalah suatn badan usaha di  luar Bank dan
Lembaga Keuangan bukan Bank vang khusus didirikan uantuk
melskukan kegiaztan vang termasuk di dalam bidang ussahs
lembaga keuangan.
Dengan demikian dapatlah diketahui bahwa perunsshsan
pembiavaan ftu merupakan suatu lembaga pembiavaan vang
dikhususkan untuk membiaya kegiatan dalam bidang-bidang
tertentu sepe;ti di bidang pembiayaan konsumen.

Dalam ;memberikan fazilitas pembiayaan konsumen,
Ferusahaan Eembiayaan konsumen menhuat perjanjian
pembiayaan konsumen vyang mengatur tentang penvediszan
dana bagi pembelian barang-barang tertentuy. 8)

Dalam kaitannya dengan perjanjian yang dibust
oleh perusszhaan pembiayaan konsumen tersebut, maka yang
dimaksud dengan perjanjiasn itu adalah perjanjian yang
dapat menimbu;kan akibat huhum sebagsimans diatur dalam

Buku III KUH ?erdata. Pasal 1313 KUH Perdats menvatakan

bahwa

8) Retnownlan Sﬁtantio, Qe.cit, halaman 2




"Perjanjian/persetujuan adalah suatn perbustan

dengan wmanz  satu orang atan  lebih wmengikatksn

dirinys terhadsp satu orang steun lebih'.

Mengenai rumusan pasal di atas sebenarnya tidak

lengksap

karens hanys mengatur perjsniian sepihsk saija dan

sangat luas Karena istilah perbustsn yvsng dipakai

Juga

akan

mencskup Jugse perbustasn melswsn hukum  dan perwazkilan

e

sukarela, padahal yang dimsksud adalah perbustan hukum.

Sehingga menurut R. Setiawan rumusan perjanijian

itu adalah suatu perbuatan hukum dimsis satu orang

atan

lebih mengikatksn dirinyva atan =zaling mengikatkan

dirinya terhadap satu orang stau lebih. 9)

Lebih lanjut mengensi ketentusn Bukn TIT

Perdata yang wengstur tentang perikstan vang

KUH

timbul

akibst perjanjian, sebagaimsns halnys delam perjanjian

pembiayvaan konsumen, mahks =apabils kits 1ihat
kegistan perusahaan pembiayvsan konsumen,
menyedliakan dana bagi konsumen untuk pembelian

vang pembayarannya dilakukzsn secars berkals

deari

vaitn

barang

cleh

konsumer, hsal ini dapat dikatakar bshwa perusahaan

pembiayasn konsumen meminjamkan sejuwmlsh  uang

fasilitas pembiaysan konsumen. Oleh karensnys

melalui

zrtuk

bahan kajian dalam penelitisn ini dapat dipergunsksn

ketentuan wmengenai perjanjizazn pindam memwinjam

terdapat di daslam Babk XIII Bukn III EUH Perdsts.

‘9) R. BSetiawan, Pokok-vokok Hukum Periistan, Bins
Bandung, 1988, halasman 49.
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Pasal 1754 KUH Perdasts menyatakan bahws
"Pinjsm meminjsam adsalsh suatu perisnjian dengan
mana pihak yvang satu memberikan kepada pihak yang
lain suatu Jumlsh tertentu bearsng-barsng vyang
menghabis  karens pemskaian, dengan svaral bshwa
pihsak vang terakhir ini skan mengenbalikan
sejumlah vang sams dari Jenis dan mutu yang sama”
Dengan memperhatikan definisi perjaniisn pinjasm
meminjam, serta passl 1785 KUH Perdsts, vang menvatshksn
bahwa adalah diperbglehksn memperjanjikan bunga atas
‘pinjaman usng ataw lain barang yang menghsbis karena

pemakaian, spabils hal ini diterspksn pads  pengertian

perjanjian pembiaysan konsumen, waka dapatlah dikstazkan

bahwa perjanjian pembiayvasn konsumen adslsh suatuy

perjaniian pemberisn prestasi oleh suatu pihak kepada
pihak lain dan prestasi itu skan dikembsliksn psds wmass
tertentu yang zkan datang, disertzi dengan sustu kontra
prestasi berupa bunga. 10)

Pemberian prestasi (dana pemblaysan ) oleh
perusahaan pembiayaan konsumen kepads konsumen adalsh
menjadi hutsng dari konzumen tersebut. Adapun vang
dimaksud dengsn hotang dslam perjsniian pemblayasan
konsumen., khususnys vyang dilakvksn oleh perusshsan
peﬁbiayaan, adsalah semus jumlah nang ysng sewaktn-waktu
ﬁenjadi hutang si peminjam (konsumen) kepada perusshasn

pembiayaan konsuwmen berdasarksn perjsnjisn  vang telah

dibusat, bai hutang pekok, bungsa, denda bunga,
ongkos/biaya, bea materai dasn paljzak, serta onghos
pPengacars untuk menagih huetang dan paelaksanasan

10) Retnowulan Sutantio, Qp. Cif. halaman 2.




perjanjian j%minan, vang berkensan dengan perjanjian
ini. 1) |

Dalam perjanjian pembiayaan konsumen ada empat
pihak yang terlibat di dalamnya #aitu, pihak perusahsan
pembiayaan' konsumen, pihak peminjam . (konsumen), pihak
penjual/dealer sepeda motor, dan pihak perusahaan
asuransi. -

Adapun_ vang dimazksud dengan pihak perusahsan
peﬁbiayaan konsumen adalsh pihak vang menyediakan
dananya untuk keperluan konsumen membeli barang,
sedangkan vang dimaksud pihak konsumen adalah pihak
peminjam atau ., yang menerima dana pembiayaan untuk
mnembell barang/sepeda'motor dengan kewajiban membayar
kembali hutsng pembiayaan secara berkala.

Pihak penjual adalah pihak vang menjual
barang/sepeda motor kepada konsumen.

Sedanékam pihak perusahaan asuransi adalah pihak vang
menanggung resiko tentang kerugian yang timbul =akibat
kerusakan dari barang ataun bahkan kemusnshan dari barang
yang menjadi Jaminan dalsam perjanjian pembiayaan
konsumen.

Dalam kaitannya dengan perjanjiisn pembiayaan konsumen
ini ada Jjeminan yang harus diserahkan oleh pihak
konsumen/peminjam yaitu jaminan fiducia, vang maksudnya

adalah penyerahan hak wmilik atas dasar kepercayasn

- 11) Ibid, halaman 2.
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(Fiduciaire Eigerdoms Overdrachi). 12)

Selanjutnyvs mengensi perlunys perlindongan  hukunm
bagi hkonsumen vsng terlibat delsw perjaniisn pewmbiayvaan
konsumen, hal ini disebsbhan sgeloms ini bentuk
perjanjian pembiavaan konsumen dibuat dalam bgntmk baﬁp
oleh pihsak perusshazan pembiayvsen Hensumer vang isinyva
cenderung lebib banysk menguntungkan/berpihak pads
pembustnya, sehinggs tidsalh Jarang hovsumen dirugilkan,
sehubungan dengan dibusinya perjaniian bakn tersebut hal
terlihat dari banyaknya heluhan honsumnen Vang
disampaikan' melalui suralt pewbaca dalam berbagsl surab
khabar (koran). DPi samping itue Jugs adsnvs pengaduan
vang disampaikan melzlui lembags pembinaan perlindungan
konsumen - (LP2K). 0Qleh karena itu hketentuzn hukum
diharapkan dapat memberiksn perlindungsn pada pihak

konsumen yang cenderung memiliki posisi yvang lemah.

Adspun vang dimsksud dengan perlindungan hukum 43

sini adalah segabs upayva vang menjamin adarnys  kepsstian
hukum untuk wmemberi perlindoangan kepads Lkonsumen.
Memang disadari bshwa terdapst adanya Lkeinginsn

senta pihak wntuk wmemperbaiki kesdaan ekononinya,

walsupun sudah dicapsi sukses vang ssngal beszar dilihat

dari hkacamats ekonomi, namun demikizn kemzsdnan ekonomi
itu dapat menimbualhkan terjadinys tarik menarik
kepentingan vang kuat di antars pelakﬁ sghonomi vang satu
dengan vang lain dan aﬁtara pelakuy ekonoml dengsan

masysarakat.

.

12§ A. Hamzah dan Serijun Manullasng, Lewmbaga Fiduecis dan

Pensrapannyva  di Indonesis, INDHILL-CC, Jekarts, 1987,
halaman B.
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Dan dampak lain dari kemsjusn ekonomi itu idalah
munculnya ketidakseimbangan di antara keinginan pelaku
ekonnomi di s=sstu pihak dengsn kebutuhan ﬁasyarakat di
lain pihak, sehinggs tidak jarang pelsku ekonomi vyang
ﬁemiliki posisi lebih kuat melakukan penerapar
perjanjian standar yang dapat menimbulksn kerngisn rpada

pihak lain.

¥. Metode Penelitian
1. Metode Pendekatan

Meyode pendekatan vang digunskan dalam peneli-
tian iniiadalah Yuridis normsatif yang bertumpu pada
dats sekunder, wvaitu data vang diperoleh dari bahan
. pustaka dan dilengkapi dengsn pendekstan yuridis
empiris &ang bertumpu pads dsts primer, vyaitu data

vang dipe%oleh langsung dari maSyarakat.153.
Pe%dekatan vuridis ﬁormatif digunsksan karens
"dalam penelitian inil skan berusahs menemukan sampai
‘sejauh mansa hukum positif berlaku dalam
transaksi/perjanjian pembizyaan konsumen, gntuk itu
diperlukan sustu penelitian yvang berupa inventasrisasi
hukum positif dan berusahz menemukan asas-asas hukum
dalam perjanjian pembiayazan konsumen,- dan juga
berusahsa untuk wenemukan sistem hkukum tentang
pengertian dassr vang terdapat dalam sistem hukun
vakni subyek hokum, hak dan kewaiiban, hubungan hunkum

. ' dann obyek hukum dalam perjanjian pembiayasn konsumen.

'13%) Soerjono Soekantc dan Sri Mamudji, eneliti Huak
Mormstif, Rajawsli Pers, Jaksrts, halaman 1.




Pendekatan vyuridis empiris digunakan untuk
mengetahui hal-hal vang merpengaruhi proses
bekerjanya hukum dalanm pelaksanaan perjanjian
pembiaysan konsumen, untuk itu mska dalam penelitian
ini jugs akan dilihat dan perlindungan hukumnya bagi
konsumen vang terlibat perjanjiaﬁ pembiayaah
konsumen, faktor-faktor yvang menjadi kendasla dalanm
perlindungan hukum terhadap konsumen vyang terlibat

perjaniian pembiayasn konsumen.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif

analisis, vaitu menggambarkan persturan perundangan
yang berlaku dikaitkan dengan teori~teori hukum dan
pelakssnaan hukum positif vang menyangkut
permasalahan tersebut di atas.

Dikatskan deskriptif, karens dari penelitian
ini diharapkan =akan diperoleh gambaran secara
menyeluruh dan sistematis . mengenai pelaksanasan
perjanjian pembiayaan konsumen berikut perlindungan
hukumnya bagi konsumen yang terlibat dalam transaksi
pembiayaan konsumen serta faktor-faktor yang menjadi
kendals dslam upsys memberikan perlindungan terhadap
konsumen vang terlibat perjanjian pembiayasan
konsumen. Analitis, karena kemudian akan dilakukan

analisis terhadap berbsgal aspek hukum mengenai

pelaksanaan transaksi pembiayvasan konsumen dan

perlindungan hukumnya bagi konsumen serts faktor—

faktor vang menjasdi kendals perlindungan hukum

15




terhadap konsumen. Kemudian mencari solusi untuk

mengatur transaksi pembiayaan konsumen dalam suatu
peraturan vang dapat memenuhi kebutuhan hukum yang

berkembang yang berksitan dengan pembiayaan konsumen.

Metode Penentuan Sampel/Informan

Dalam penelitian ini peﬁentuan sampel
dilakukan secars purposive sampling. Dengan metode
ini, sampel ditentukan berdasarkan tujunan tertentu
dengan melihat pada ciri-eiri, sifat atau
karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari
obyek-yang diteliti.
Ronkritnya akan ditentukan siapa yang terlibat dalam
pe?janjian pembiayaan  konsumen yaitu : pihak
perusahaan pembiayaan konsumen dengan klien (konsumen
vang menerima dana pinjaman dari perusshsan
pemblavasan ).
Bertolak dari informasi kunci vyaitu orang vang
terlibat dalam perjanjian pembiayaan konsumen, maka
secara snowbolling 14) akan dilakukan penggalian data
pada informan-informan lainnysa hingga terjawab

permasalahan penelitian. Informan adslah orang vyang

diharapkan dapat memberikan informasi stau keterangan

dalam penelitian di lapangsan.

Dalam penelitian ini, peneliti menilzi bahwa

sosok pimpinan perusahsan pembiaysan konsumen dan

‘J4> Sanafiah Faisal, Penelitisn RKualitatif, Dasar-Dasar dan
Aplikasinya, YA3, Malang, 13980C, halaman.Sﬂ
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konsumen ivang menerima dana pewmbiayaan dari

perusahaan tersebut dapat dijadiksan informan kunecil.

4. Metode pengumpulan data

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro Teknik
Pengumpulan data dalam -suatu penelitian dapsat é
ditempuh melalui empat cara, vyaitun : a) Studi
Kepustaksasn, b)) Observasi, c¢) Interview, dan d)

Kuestioner. 15

Mengingat dalam penelitian ini diperlukan adanya dusa

‘jenis data, yaitu data sekunder dan data primer, maksa

teknik pengumpulan datanysa disesusaikan dengan Jenis
data yang akan dikumpulkan.
8. Data sekounder, vaitu data vang dipercleh melaluil é
studi kepustakasn.
Data vang dihumpulkan melalui studi kepustakasn
ini meliputi
1) Bahan hukum primer, vaitu bahsn-bahan hukum
vang mempunyail kekuatan mengikat, yaltu
- Undang-undang Dasar 1945.

- Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat (TAP MPR). ‘

- Kitab Undang-Undsng Hukuam Perdats {KUH
Perdata) dan Kitab Undang-Undang Hokum Dagang
(KUH Dzgang}.

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1899 tentang

Perlindungan Konsumern.

15) Ronny Hanitijo Socemitro, Metodologi Penelitiasn Hukum
dan Yurimetri, Ghalia Indonegia, Jakarta, 1988, hal. 51
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- Undang—Undang Nomor 1 +tahon 1885 tentang
Perserocan Terbatas. o

- Képutusaﬁ Presiden Republik Indonesia Nomor
61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesis
Nomor 1251/KMK 013/1988 Juneto SK HMenteri
Keusngan Nomor 468/KMEK 017/1985 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

- Peraturan Perundang-Undangan lainnys yvang
mempunyali kaitan dengan permasalzhan
penelitisn,

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang
erat hubungannya dengan bahan hukum primer atau
bahan hukum yang memberikan penjelasan mengensi
bahan hukom primer yaitu
— Buku-Buku Ilmish, hasil karya pars Sarjana
~ Hasil-hasil penelitian
-~ Makalah-mzkalah hasil seminar yvang adsa

kaitannya dengan permaszlahan penelitian ini

37 Bahan hukum tergier, vaitu bahan yvang
memberikan petunjunk mavpun penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder vyaitu kamus

hukum dan kamus lsin yang menyangkut penelitian
ini. 18)

b. Dats primer, data ini dikumpulkan dimaksudkan

nntuk mendukung data sekunder vang telah

168} Suryono Sukanto, Qp. Cit, halaman 15.
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diperoleh. Metode pengumpulan data ini dilzhknkan
nelalui studi lapangan dengan relskukan wawancars
dengsn para pihak yang terlibat dalam perjanjian
pembiaysan konsumen, di samping itu Juga dengan
pihak-pihak vang mengetahui dan memahani
permasalahan penelitlan ini. .

Dari hasil wawancara ini diharapkan akan dapat

lebih memperjelas permasalahan vang sedang

diteliti, sehingga dapat wmemberikan gambaran
mengenai mekanisme dan konstruksi perjanjian
pembiayaarn konsbmen dasn hubungan- hukunm Vang

terjadi di antara para pihak yang terlibat dalam
perjaniian pembiayazan konsumen serta perlindungan
hukumnys bagi konsumen dan faktor-faktor vang
ménjadi kendala dalam perlindungan terhadap
konsumen dalam perlindungan terhadap kongumen yang

terlibat perjanjian pembiayaan konsumen.

Metode Anzlisa Data

Setelah semus data yang berkaitan dengan
penélitian ini terkumpul kemudian akan dilakukan
abstraksi dan rekonstruksi terhadap datz tersebut.

Dsta disusun secars sistematis, sehingga =akan
diperoleh gambaran vang komprehensif mengenai
penvelesaian permasalahan yang akan dibahas.

Dalam menganalisa data penelilian ini
dipergunakan metode analisa knalitatif terhadap data
sekunder vang dikomplementerkan dengan data vang

diperoleh dari penelitian lapangan.
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¢. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini skan disusun sebagai suatu
karya ilmiah berupa tesis yang terbagi dalam empat bab,
dimanas setisap bab akan diperinci lagi menjadi beberapa
sub bab.

Bab‘ pertama Pendahuluan yang merupakan pengantar dan
pedoman untuk pembahasan—pembahaﬁan berikotnysa vang
terdiri dari latar belakang masalsh, perumasan masalah,
tiajuarn ~ penelitian, kontribusi penelitian, keranghsa
teori, metode penelitian, Serta.sistem&tika penulisan.
Bab kedua, tinjsuan pustaka yang menguraikan mengenail
Tinjanan umam terhadap perjanjian pembiayasn " konsumen
dan lembags pembisyasan kemudisn tinjauan terhadap
perjanjian pembiayaan konsumern dan hak-hak konsumen
dalam perjanjian pembiayaan konsumen, serts perlindungan
hukum bagi konsumen vang terlibat ‘dalam perjanjian
pembiayaan konsumen dan Faktor-faktor yang mempengarubi
perlindungan hukum. terhadap konsumen.

Bab ketiga Hasil penelitian dan Analisa pada bab ini
akan diuraikan mengenai mekanisme dan konstruksi hukum
perjanjian pembiayaan konsumen, hubungan hukum yang
terjadi di antarﬁ para pihak, dan perlindungan hukomnya
bagi konsumen serta faktor-faktor yang menjadi kendala

dalam perlindungan hukum bagi konsumen vang terlibat

perjanjian pembiayaan konsumer.

Bab keempat merupakan bab terakhir yang berisi mengenai
kesimpulan dsri hagil penelitian, berikut saran-saran
vang diberikan peneliti dalam upaya mencari solusi atas

terjadinya masalah dalam penelitian ini.
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BAB IX
TINJAUAR PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Perjanjian Dan Lembaga
Pembiayaan
1. Pengertisn Perjasnjian Fada Umamnya
; 1.1 Pengertian Perjanjian
Sebugaimsna kits ketzhui bahwa salah satu
sebab timbulnys perikatan sntasra subyek hukum  yang
zatu  dengan subyvek hukum vang lain adalah karena
adanya suatu perjaniian. Oleh karena itu perjanjian
yang dibuat oleh para pihak itu mempunysai arti yang
sangat penting.
Dari perjanjian ysng dibuat itulah diketshui
mengenai kedudokan, hak dan kewzjiiban para pilhak.
~ Oleh karena itu sebelum ditandstangsninys suatu
perjanian, J. Satrioc mengatakan perlunya
" diperhatikan keseimbangan prestasi vang shan
dilakuksn oleh para pihak, sehinggs perjanjian yang
ditandatangani dapst berjalan sebsgaimansa vang
diharapksn. 177
Menurut ‘paszl 1313, KUH) Perdata TUmuSEn
perjanjian (dalam Undang-Undsng disebut persetujusn)
adalah : "Susatu perbuatan dengan mana satu  orang

ataun lebih mengikathkan dirinys terhadap satu orang

atzz lebih".

.17 J. Satrioc, Hukum Perdianiisp Menwrut Kitab lUndang-Undang

Hukum Perdsts Indopesia, Hersa, Purwokerto, 18989, hal.
16.




Rumusan tersebut sebensrnys tidak lengkap
karena hanva mengatur perjaniian sepihak dan Juogs
sangat luas karens istilah perbustan vang dipaksi
akan wmencakup Jugs perbustan melawan hokum  dan
perwakilan sukarela, pédahal varng dimaksud adalah
perbuatan hukum.

Sehingga menurut R. Setiawan rumasan

.perjanjian itu adalah suatu perbustsn hukom, dimans

18> R.

satu orang atau lebih mengiksthan dirinya atan
saling ﬁengikatkan dirinya terhadsp satu orang =atsu
lebih. 187

FPendapat sensada juga diunghksphan oleh pars
sarjana hukum perdata pads nmumnya yang menganggsap
definisi ﬁerjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdats
itu tidak lengkap dan terlslu luss.

Wirdono Prodjodikcro mengartikan perjanjian
sehagai suatu perhubungan hukum mengenai harts bendsa
antara kedus belzh pihak, dalam mana suatu  pihak
berjanji =atau dianggap berjarnil uantuk melakukan
zesuatu hal, sedang pihak 1éin berhak untuk menwmiitut
pelaksansan janji itu. 19)

Sedanghkan Abdulhkszsdir Muhammad merumskan

kembali definisi passal 1313 KUH Perdazts sebagail

Setisawan, Pokok-Pokok Hukum Perikastzin, Bina Cipta,

Bandungan, 1978, hal. 49.

19) Wirjono Prodjodikoro, G Sgn ; Peri id Bale,
Bandung, 19889, hal. 8




20) Avdulksdir Mohammad, Hukom Perikstsp, Citra Adiﬁya

berikut, bahws vang disebut perjanjian adalsh snsta
persetujuan dengan‘mana dua orang atsu lebih ssling
mengikatkan diri, untuk melsksanakan sesuatu  hsal
delam lapsngsn harts kekayaan. 205
Dari rumnsan perjanjisn di atss dspat kita
ketalmi adanya beberspa unsur ysng terkandung di
dalamnya, vailtu
a. Ada pihak-pihak
Pihak-pihak ini disebut subyek perjanjisn.
Subyek perjanjian ini dapat berupa manusia
pribadi dan badan hulkum. Bubyek perjanjian ini
harus mampu atan wenang melakukan perbuatan huhkum
seperti yang ditetzphsrn dalam undang-undang.
b. Ada persetujuan antara pihak-pihak
Persetujuan digini bersifast tetsp, bﬁkan
sedang berqnding. Perundingsn itu adalah
tindakan~tindskan pendshuluan untuk menuju kepadsa
sdanys persebujusn. Persetujuan iiu ditunjukkan
dengan | penerimsan tanps sysrstb stas sustu
tawaran. Aps yvang ditawarkan oleh pihak yang satu
diterima oleh pihak vang lsinnya.
Yang ditawarkan dan dirundingkan ity
umumﬁya mengenai syarst-~svarat dan mengenal chyek
perjanjisn. Dengan disetujuinya oleh mAasing-

mzsing pihak tentang syarat-syarat dan obyek

Bekti, Bandung, 1890, hal. 78.




Q

perjaniian itn, maks timbullszsh perssiujuan.
Persetujuan ini adalah salah satu syszrat sahnya
perjaniian.

Ada tujuasn vang akan dicapsi

TuJuan mengadskan perdandian terutana
untuak memennhi kebutuhan, pihak-pihsk itu,
kebutuhan mana hanyz dsaspat dipenuhil Jik=a

mengadakan perjanjian dengan pihzk lsin. Tujuan
itu sifstnya tidak beleh bertentangsn dengan
ketertiban umum, kesusilasan dan  fidak dilarang
oleh vwndang-undang.
Ada prestasi vang akan dilsksanskan

Dengan adanyva persetuiuvan, mahks  timbullah
kewaJiban untuk melsksanakan saatu prestasi.

Prestasi merupaskan kewsjiban vang harus dipenuhi

oleh pilhak-pihak sesnai dengsan syarat-syarat
perjanjian, mizgalnyvsa pembeli  berkewsJiban

membayar harga barang dan penjual berkewajiban
menyverahkan barang. |
Ada bernituk tertentn

Bentuk ini periu ditentukan, karens adé

ketentunan undang-undang bahws hanyas dengan bentuk

tertentu sustu perjsnjisn mempunyal kekuatan

mengikat dan kekustan bukti. Bentuk tertentu 1in
bissanys berups sktz. Perjznjian ituw dapst dibuat
secara lisan, artinyas dengan kata-kats yang Jelas

mahaund dsn tujuannys vang dipshami oleh pilhak-

[N
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pihak, itu sudah cukup, kecusli jika pihak-pihak
menghendaki supayva dibuat SECaT A tertulls
(aktay.
f. Adz syvarat-syarat tertentu
Svarat-gyarat tertentun ini sebenarnya
sebagai isi perjaniiasn, karena dsri sysrat-syarat
itulah dapat diketshui hak dan kewajiban pihak-
pihak. Syarst-sysrat ini bissanya terdiri dari
_syarat pokok vyang akan menimbulkan hak dan
kewajiiban pokok, misslnya mengenslil barangnya,
harganys dan jugas syarst pelengkap atan tambahan,
misalnya mengenal cara penbayarannysa, CATYE

penyerahannya, dan lain-lain. 21)

1.2. Syarat-syarat Sahnya Perjaniian
Perjanjian vyang dibuat oleh pilhak-pihak haruslah
memenuhi ketentuan sebagaimana vang telah ditetapkan
oleh pasal 1320 mengenai sahnya suatu perjanjian,
vaitu
1. Sepsksat mereka vang mengikatnya dirinys;
2. Kecskapan untuk membualt suatu perikatan;
3. Suatuy hal tertentu;
4. Susatu sebab .yang halal.
Meng@nai' keempat syvarst tefsebut, Subekti

menggolongkannya ke dalam dua bagian, ysaitu

21y Abdulkadir Muohammad, fhid, hal. 81.
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Bagian he-1 mengenali subyek perjesniian vang

ditentukan oleh orang yang membusatl perjanjisn harus

cakap stau mampu melaskukan perbustsn hukonm tertentu,
dan sdanvsa kesepshatan yang menjadi dsssr perjanjian

yvang harus dicspal atas dasar kebebasan menentukan

kehendaknys (tidak ads pakssan, kekhilafan &tau

pentipuanl.

agis ie— mengenat obvek perisniian yvang

ditentuksn oleh apas vang dijanjikan oleh masing-

masing pihak harus cukup Jelas untnk menetapkan

kewajiban masing-nasing pihsak, dan apa vang

dijanjikan oleh masing-maesing pihak tidak

bertentangan dengan undang-nndang, ketertiban umnum

atau kesusilazn.

Selanjutnya dikatakan oleh belizu bshwa tidak

dipenuhinysa syarat-sysrat subyektif dapat dimintakan
pembatzlan perjanjian kepada hakim, aksn tetapi Jika

tidak dipenuhinya syarat-syarat obyektif disncam

dengan kebatslan perjanjisn demi hukum. 22)

pula seperti apa vying dinyvatakan

Demikian oleh

Purwahid Patrik bahwa spabils syarst snbyektif tidak

dipenuhi, mzks perjanjliannva dapat dibatalhkan
(vernietigbaarj dan apabils syarat obyektif tidak
dipenuhi, mska perjanjian adalah batal demi huokom.
23)

22Y Subekti, Qp.cit, hsl. 17

237 Purwahld Patrik, Hukuw Perdsts [ (Perikskasn Yang Labiy

o =

hal. B9

28

s Fakulfa=~ Hubkum,

UNDIP, Semsrsng,

1994,




Dengzn demikian dapatlah disimpulkan bhahwa
syarat subyektif itu puksnlah merupskan syaral vyamg
matlak, karens perjanjian yang tidak memenuhi sysrat

- subyektif itu tetap sah/mengikat sepanjang belum
dihyatakan batal/tidak =ah oleh hakim.
| Sedangkan untuk syarat obyektif wmerupsakan
syarat vyang bersifst mutlak dalam artiasn apabils
syarat obyektif ini tidak dipenuchi makz perjanjlan
disnggsp batal demi tkum/sejak semula dianggap

tidek pernzsh ada perikatan.

. 3. Akibat Hukum Perjanjian Yang S5Sah

Menurut ketentuan pasal 1338 KUHPdt,
perjanjian vyang dibusat secara sah, vaitn memenuhi
syarat-syarat pasal 1320 KUHPdt berlasku sebagai
undang-undang bagl mereka yang membuatnya, tidak
dapst ditarik kembali tanpas persetujnan kedua belah
pihak &stau karena slassn-slasan yang cukup mentrut

undang-undang, dan harus dilaksanakan dengan itikad

baik.

8. Berlasku sebagai undang-undang
Perjanjian berlsku sebagal undang-undang
bagi pihak-pihak, artinya pihak-pihak harus
menaati perjanjian 1itu sama dengan. mensatl

undang-undang . Jiks ada vang melanggar




perjanjian yang mereks buat, 1la dianggdap s&ana
denganr melanggar undang-undeng, vsang mempunyal
skibat hukum tertentu vaitu sarksi-hukom. Jadi,
barang sispa melanggar perjanjisn, 1a akai
mendapat hnkuman seperti yang telah ‘ditetaphkan
dalam undang-undang. 247

Perjanjian mempunyai keknatan mengikat
dan memaksa. Dslam perkara perdata hukumasn bagil

pelanggar perjanjisn ditetspkan oleh hakim

berdasarksn undang-undsng atas permintsan pihak

lainnya. Menurut undang-undang, pihsak vang

melaznggar perjanjian itu diharuskan membayar
ganti kerugian (pasal 1243 KUHPdt}, perjasn-
jiannya dapat diputuskan (ontbinding, pasal
1266 RUHPdt}, menanggung beban resiko (pasal
1237 avst 2%, membayar bisya perkasra itn Jiksa
sampai diperksrakan di muka hskim (Passal 181

ayat i HIR.

Tidak dapat ditarik kembali-secara gsepihak
Perjsnjian yang telah dibuat secara szh

mengikat pihak-pihak. Perjanjisn tersebut tidak

boleh ditarik kembali stsu dibatalkan secara

sepihak saja. Jika ingin menarik hkembali atan

24) Abdulkadir Muhammad, QOp. Cit, halaman 97.




membatslkan itu harus memperolsh persetujusn
ihek lsinnys, jadi diperjanjikan lagi. Namun
demikisan, spabila ada alsssn-alasan yang cukop
mennrut undang-undang, perianjlan dapat ditarik

kembsli atzu dibatalkasn secsrs sepihall. 23}

Pelaksanaan dengan itikad balk

Istilah "itikad bsik” (in good faith, te
goeder trouw) ada dusa wmacawm, yaitu sebagal
unsur snbyektif, dan sebagsl akuran obyektif
nntuak menilsi pelukssnsan.

Dalam hukumlbenda, istilsh itikad bailk
hersrti “kejuiursn” atau “kebersihan”. Dalam
pasal 531 KUHPdt ditentukan bzhwa Vang

menguassi bends  itu beritikad bzik apabila

menguasainyva dengan cara memperoleh hak milik;,

tanpa mengetahui cacat vang terkandung di
dalamnys. Dsalasm pasal 533 KUHPdt ditentukan
bahwa itikad baik selamanys harus dianggap ada
pada setiap orang yang menguasai benda, barang
siapa mersgukannys harus membuktikan tuduhannya
itu.

Salah satu cara mempercleh hak willk itu

imlah Jjusl beli. Pembell yang beritikad baik

253 R.M. Suryodiningrat, Arga_mrzas mikhum Perikatasn. Tarsito
Bandung, 1985, halaman 113.
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adzlsh orang vyang Jjujur, bersih, hkarena is
tidak mengetahui tentang ada cacsl yang melekat
padz barsng yang dibelinya, misalnys mengenal
ssal-usul barang itun. Dalam uraisn di sini,
itikad bzilk =sdslzh "unsur subyektif®.

Tetapl vang dimaksud'dengan itikad baik
delam pasal 1338 ayat 3 KUHPdL, bukanlish dalam
arti unsur subyektif imi, melainksan pelaksanaszn
perjanjian itu haras herizlan dengan
mengindahkan Morna-—norna hepatuhan dan
kesusilean. Jadi, vang dimaksud dengan ‘itikad
baik di sini adalah ukuran chyektif untak

menilai pelaksanaan perjanjian itu. Artinya

pelaksanssn perjanjian itu harus berjalan di

atas rel yvang bensar, yaitu harus mengindahkan
norma-norma kepstutan dan kesusilasean. 255

Apa veang dimaksnd dengan kepatutan dan
kesusilasan itu ? Undang-undang pﬁn tidak
memberiksn perumuasannys, karena 1tu tidak ada

Lketetapan batasan pengertian istilah tersebut.

Tetapi Jika dilihat arti katsnys, kepatutan

1]

artinya kepantassan, kelayakan, kesesuailan,

kecocokan, sedanghkan kesusilaan - artinyvsa

26) Purwahid Patrik, Hukuwm Perdsts 11 (Perikatan Yang Labir
Dari  Perianiisn dsn  Undspg-Undaneg), Fakulfass Hukum

UNDIP Semarang, 1986, halaman 24.
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hesopansn, keadabsn. Nari srti kata ini dapat
digsmbarkan kiranya kepstutan dan kesusilaan
itu sebsgsl nilsil yang patnt, pantas, lavak,
sesuai, cocok, Sopan dan beradsb, sebagalmans
sama-sama dikehendaki sleh mesing-masing pihak
vang berjanji.

Jika terjisdi sellsih vendapslt  tentang
pelaksanzsan dengan itiksd baik (kepatutan dan
kesusilzan), hakim diberi wewenang oleh undang-
nndang untuk mernigawasi dan wernilsel pelaksansan,
spakah =ds pelanggsran terhadsp NOTrMa-NOTNE
kepatutan dan Lesusilsan ito. Ind bersrti hakim
berwenang untuk menylimparnig dosri isi perjsnjian
menurut hata~-hkabanysa, apabilla pelakzanaan
menurut kata-katas itu akan bertentangan dengan
itikad baik vaitu OV kepatutan dan

kesusilsan. Pelaksanssan VYang sesusl dengan

3

norms-norma kKepatutan dan kesusilsan itulah

vENng dipandsng adil. Tujuan huokom adalah
menciptakan keadilan.

Keadilan dalam hukum 1tn menghendaki
kepdstian, yaitu aps yang diperianjikan harus
dipenunhi, Jandi itn mengikat seperitl undang-
nndang (pasal 1338 avat 1), sadanghan vang
harus dipenuhi itu seensi dergan kepatutan dan

kesusilasn (pasal 1338 ayat 3, asas keadilan}.




27) Purwahid Patrik, Azas Tktiksd Pesilk dsn Repsfntan

Hakim berwensng mencegsh suatuy pvelasksanaan
perjanjiisn yang tidsk adiil, yaitn tidak sesual
dengsn kepatutan dsn kesus :ilaan  atau  dengan

itikad Jahat (te kwader trouw, in bad fzith)

273
Dalam elaksanszan periandisn dengan
itikad baik, perln diperhstikan Jjugs .

"Yebissaan". Hal ini ditentukan dalam pasal
133¢ RUHPdt%.

"Perjanjian-perjsnjian tidak hanyvs
menéikat untuk kal-hal yang dengsn tegas
dinyatskan di dalamnys, Gteispl Jjuga
nntuk segals sesunatu yeng menorut sifat
perjanjian dihsruskan oleh hepatutan,

kebiasaan, atan undang-undang’

Dengan demikisn, setiap perjandian
diperlengkapi dengsn ainvan-atoran undang-

undang dan adat kebisssan di zusta tempatl, di
samping kepatutan. Atas dasar pasal ini,
kebigsaan jugs ditunjuk sebagsai sumber huoknm di
samping andang-undang, sehingga KPblB'dan itu

ikut wmenentukan hak dan kewajiban pihak-pihsk

dalsm perjanjian.

Delam

Perianiisn, FH UNDIP Semarang, 1982, hal. 34




Namuan demikian. =dst  keblssasn  tildak
boleh menysmupingksn stzu menvingkirkan uandang-

nndang, apshila is wmenyimpang dasri  ketentus

i

»£1 bashwa uandang-undang

40

undang-undang. Ini ber
tetap berlshkn (dimernsnghksnl meskipun sudash  ada
adat hebimsaan vang mengstur sesuztin, tetapl
normaenys  itu wmenyimpang dari norma  undang-
undang. Apabils dalam pelaksanszan perianjian
ditunink vperasturan undang-nndsng, itz harus

. . . W gy
dibensrkar, tidabk boleh digalahkan. 28]

Aszas-szsge Hukum Perjanitan
Untuk lebih memshamil ketentusn hukuwm  yvang
mengatur mengensi perikatan sebagaimana vang telsh
distur dalsm bukse IIT KUH Perdata, maka =zds  baiknya
kita Jugz melihat asss-seas hnkom  perianiian yvang

melandasinvsa.

Hal init mengingst sebagian bessr peraturan-

g

peraturan huokum dari hukow perjaniisn berasal dan
berdagssrkan asas-—-asss umuamn hukak,

Seperti vsng dinvatskan oleh Subekti bshwa
sunatu zsss sdslsh suatn dessar yang mendukung adanys
eunatu sistem. Setiap sistem mengsndung baberaps ASAE

vang menjadi pedowan dalaw pembentuokan dan dapat

98) Abdulkadir Muhawmmad, Op. Cit, hsl. 102
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dikatakan bhahwa suatn sisten adalah tidak
terlepaskan dari asas-zszs yvang mendukungnya. 29)

Deggan menemikan asaz dan sistenr ini, akan
diperolehlsuatu keseragaman hukum atan paling tidak
akan dipéroleh bentuk~bentuk dasar dari berlakunya
suatu siétem dan bahkan persturan-peraturan yang
berlaku.

Merurnt Nieuwenhuis seperti vang dikutip oleh

Henry Panggabean bahwa hubungan fungsional antara

asas-asas hukum dengan peraturan hukum (Rechisregel)

dinyatakan sebagaili berikut

1) Bahwa ASAS-ASHS hulum berfungsi sebagail
pembangun—pémbangun sistem, karens ssas—-asas itu
bukan hanys mempengaruhi hukum positif, tetapi
juga dalam banyak kesdsan wmenciptakan suaﬁu
sistem baru. Suatn sistem tidsk ada, tanpa adanya
asas-asag itua.

2) Bshwa asas-asas hukum ite membentnk satu =ams
lain suatu sistem "checks and balans", asas-a58s
sering menunjuk ke arah vang berlawanan, apa yang
kiranya mernpaksn rintangan bagi peraturan-—
peraturan hukum di sini adalah wmerupakan * berkat.
Oleh karena menunjuk ke arah vang berlawanau
asas~a%as itu agling kekang mengekang dan

29) Subekti Kﬁmgﬁl@ﬁwﬁaxaﬂgan Hukum Perikstan Arbitrasse

dan Pengadilan, Alumni, Bandung, 1888, hal. 38.
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ey . . . b
demikian seimbang. 30)

Menurut Sudikno Mertokasums hukum  periksatan
kita paliﬁg tidak dikus=ssi oleh heberapa s=zas di
antaranys adalah
2) asas Ransesualisme, vaitu adanya persesusian
Rehendék- vang berhubungsn dengsan lahirnya
.perjanjian.
b)Y asas kekustan mengikatnyva sustu perjanjian

berhubungsn dengan zkibat deri =uatu perjanjisn.

c) asss kebebssan berkontrak, yang be
dengan izi dari perjsniisan.

d) asas jitikad baik, vang berhubungsan
P T AU . ' 31
pelaksanaan perjanjian. :

Meﬁgenai sses konsensuslizme in

b

rhubungan

dengan

i dapat

ditemukan dalam pasal 1320 buotir (1) vang menentukan

salah satno syarat sahnys suatu perjaniisn  adalah

gsepakat mereks vang mengikathsn diri, ini

dassr lahirnyva dari su=ztu perjanjlan setels

merupakan

b adanvsa

kata sepaksat atauw konsensus dsri pasrs pihak. Adapun

maksud hkesepakstsn inil adalah sntars paras p

ihak vang

bersangkuian telah tercapzil snatu persesuaisn

30) Henry Panggabean, Penyalahgunsan Keadasn (Mirbrwik Van

313

Omsmtantidgheden) sebagal alassan (Bacu) untuk
FPerjanjian (Berbagsili Perkembangan Hukum i1
Liberty, Yogvakarts, 1892, hal. 7.

Sudikno Hertokusumo, Mensgenal Hukum,
Yogyskarta, 1988, hal. 99

penbatalan
Belanda)

Liberty




kehendak; srtinya apa yang dikehendaki oleh saﬁu
vihask disetujui oleh pihak lazirn.

Asas kehustan mengikat maksudnya bahwa
perjanjisn vang dibust secszrs sah akan mengikat dan
berlaku =ebsgsi undsng-undang bsgi mereka vang

membuatnﬂa. Hxl ini seperti vang terkandung di dalam

pasal 133% ayvat 1.

As[s kebebasan berkontrak {(Contracts
Vrijheid}% makesudnva bahwa orang bebas membust atau
tidak meﬁbuat perjanjian, bebas meneﬁtukan isi,
berlzkunvya dan syarat-svarat perjanjiarn, dengan
bentuk tertentu stau tidak dan bebas memilih Undang-
Undang mana yang akan dipakainyar unsuk perjanjisn
itu.

Asas ini merupakan salsh satu &sses ryang
paling penting dalam hukum perjsnjisn, seperti apsa
vang telzsh dinyvstskan oleh Asser-Rutten. Asag
kebebasan berkontrak tidsk ditulis dengan kata-kata
vang banyzk di dalam Undang-Undang, tetspi seluruh
hukum perdata kits didassrksn padanya. 32) |

Amas itikad baik ini dimasksudbksn sgar setiap
perjanjian vang telah dibust dan dizepaksti bersama

oleh para pihak harus dilsksanszkan dengan itikad.

32Y Asser-Rutten dalsm bukn Azas Iktikad Baik dan Kepatutan
dalam Perjanjian, oleh Purwshid Patrik, FH UNDIP

Semarang, 1982, halamzn 4.




2.

1.

baik, hal ini seperti vang terkandung di dalam pasal
1338 ayst | 3 bahwa perjanjian harus dilsksanshkan
dalam pelakssnssn perjaniizsn berarti tidsk lain kita
harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan

keadilan dan kepatutan. 33

2. Lembaga Pembiayaan

Latar Belakang Pendirian Lembags Pembiayaan.
Kegiatan pembangunan nasional vang telah
dilaksanakan selamsa ini padsa UmUmnNys telah
menﬁnjukkan berbagail hasil vang cukup
menggembirakan, wsalaupun di ssna sini masih  tazmpsk
beberaps kendala yang masih hsrus dihadspil dan dapat
mempengsruhi kesinambungan pelsksanaan pembangunan
pada waktu vyang akan dsatang. Berbagsi langkah
kebijaksansan di bidang ekonomi telsh digariskan
Pemerintah untuk mencapsai keberhésilan pembangunan
tersebnt, baik yang berkaitan dengan kegiastan sektor
riil manpun dengan kegilatan sektor keuvangan.
Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut pada dasarnys
ditujukan unﬁuk dapat meningkatksan efisiensi zlokasi

sumber-sumber ghonomi guna mendorong perluasan

kegiatan dunia uvsaha, penanaman modsl, meningkatkan

33) Purwahid Patrik, Qp._Cit, halamsn 24.
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ekspor non mwmigas, di samping meletakkan landasgan
vang kuat bagi pelaksanzan pembangunan pada tahapan
vang skan datang. |

Dalsm situssi perekonomian dimsnaz persaingan
Semakin k@mpetitif, sementars kebutuhsn akan sumber

A6 o L. . . . .
aayé pembisyasn sulit didapat dari pihak perbaukan

vang selama ini dijadikan suwmber pembiayaan utams maa

sumber pembisyzan non. bank yang befasal dari Lembagsa
Pembiayvasan menjadi perhsatizn baru. Sehingga kémudian
dgngan dikeluarkannys Keputusan Presiden Republik
Indonesia Momor 81 tshun 1988 tftentzng Lembaga

Pembisyaan (untuk selanjutnys disinghkst Keppres No.

81 tahun 1988) pada tanggal 20 Desember 1888, tak

lsin bertujuan untuk menghidupkan lewmbags pembiayasan

sehinggs dapat menggairahkan dunis ussha Indonesisz.

Ikut campur tangsn pemerintah ini didssari oleh

beberapa pertimbangan, asntars lain

1. Pengelolsan sumber pembiaysan pembangunan oleh
1embagé penbisyasn perlu diavahksn wuntuk dapat
lebih menunjang pertumbuhan dan stabilitas
ekonomi.

2. Lembsga Pembiayaan sebagai‘ salah  satu  bentuk
usaha di bidang kenangsn mempunysi peran penting
dzlasm pengelolasan sumber pembisyvsan pembangunan.

3. Pamerintah juga bermaksud untuk menyedizkan

slternatif sumber pembiayaan yang lebih luas

38




34) Gatot Ward
Korpri.

untuk mendukung perkembangan produksi dalam
negefi dan pertumbuhan ekonomi nasional. 347

Melalui Keppres No. 81 tahun 1988 Pemerintah
mengambil 1anggah antipstif guna memecahkan
keterbataﬂan pendanaan yang berasal dari bank.
Masyarakat diberikan keleluassasn memperoleh sumber
dana daﬁi Lembags Pembiaysan lain, sehingga tidak
hanys tergantung padsa kredit bank.

Méngingat bzhwa Lewbsga Pembiaysan sebagal
salah satu bentﬁk usaha di bidsng lembaga  kevangsan
tersebut mempunvysai persznan penting dalam pengelolaan
sumber pembiasvaan pembangunan, untuk 1tu dipandang
perlu menetapksn Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan
Lembaga Pembizyszan. Sehingga kemudian dikelnarkannya
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesiz Nomor

1251/K$K.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cars
Pelaksan%am Lembsaga Pémbiayaaﬁ. Di dalam
perkemba@gannya RKeputusan Menteri Keuangan Momor
‘1251/KHKL013/1888 tersebut mengalami perubahan
melalni Kepntusan Menteri Kenangsan Republik
Tndonesis Nomor : 468/KMK.GQ17/1895 tentang Perubszhan
Keputusan Menteri Keusngan Nomor 1251 /KMK.013/1988
tentang Ketentuan dsn Tata Cara Pelaksanaan Lembags.
Pembiayaan. Di dalasm ketigas peraturan tersebut

ovo, Beberspa Aspek Mengensi Facloring. Gema
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| .

diatur beberapa hal antara lain pengertian dan
i
i

syarat pendirian Lembaga Pewmblayvasan.

Pengertian Lewmbsga Pembiayaan

Mennrut ketentuan yang distur dalsm pasal 1

ayat (2 Keppres HNo. 61 tahon 1888, Lembags

Pembiayaan adalah badan usaha. vang melakukan
kegiataq pembisysan dalam bentuk penyediaan dana
atau bgrang modal dengan tidak wmensrik dana sSecars
1angsuné dari masyasrzkat.

Selanjutnya'pasal 1 tuaruf b Keputusan Menteri
Reuangar No. 1251/KMK.013/1988 memberiksn bstasan
vang tidak berbeds dengsn Reppres Ho. 81 tazhun 1938

tersebut, vaitu bahwa Lembaga Pembisyaan adalsh

badan usahs vang melakunkan kegistan pembiayaan dalam

bentuk penvediaan danz ztan bafang modal dengan'

tidsk menszrik danz secara langsung daril masyvarakat.
Dari sini dapat diketahui adanya 2 (dua} ciri
yéng ménonjol pada Lembaga Pemblaysan tersebut.
Pertams, dapat melakukan Lkegiatan dalawm bentuk
penyedi%an dsng stsu barang modal. Kedua, dalam

melakukén kegiatan di bidang pembizysaan tersebut,

Lembagsa Pembiayasn tidsk menarik dana SEecars
langsung dari masyarakat, seperti varg lazim
dilakukan oileh Lembags Ferbankan dan Lezmbaga

Keunangan Bukan Bank (menzrik dans dalam bentuk giro,




33)

738}

.tabungan; deposito berjangka, sertifihkat depﬁsito
atau menerbithkan Dromes . Gleh karena itu,
baranghksli lebih  tepsat ipabila urntuk Lembsaga
Pembiayvaan ini dengan memakai istilah asgsing disebut

f =
"Mon-Depository Financial Institution” (NDFI). 33)

Bidang Usaha Lembags Pembizvaan

Bahwa dalam rangks menetapkan langhkah-langksh

kebilizksanaan di bidang penvedisasn dans, alternstif

sumber pewmbiayaan tentunya juga menjadi perhatlan
Pemerintah. Perhatian tersebut diwaiudkan oleh
Pemerint;h melzalui Keppres No. 81 tshun 1988 tenténg
Lembagsa | Pembiayaan. Dengan demikian sumber
pembiavaan dans yang dibutuhkan untuk pembangunan
lebih bervsriasi, tidak hanva melalui Bank dan Pasar
Modgl vang telah dikénai sebelumye. . 36)

Lembagsa pembilayaan melakukan kegistan =antara
lain meliputl bidang usaha

1. Sews Guna Usahs (Leasing)

2. Modsl Venturs (Venture Capital)}

Harry Harzojonoc Notodipuro, Remunghinan-Kemangkinan
Aplikasi Lembags Factoring D1 Indonesiz, Makalah pzda
Seminar Tentang Anjsk Pintang (Factoring) Sebagai
Sumber Pembisysan Dan Tinjsuan Dari Segi Hukum.
Diselenggarskan Oleh ILUNI-FH. Jdakarta, 18 Februari
18989, hal. 21

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1894, Lembsgs Pembiavasn.,
Yogyakarta : Fshkultas Hukoum UGHM, hal. 5.
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3. Perdagsngsn Surst Berhargsa (Consumer Finance)}
d, Anjak Pilutsng (Factoringp}
5. Usaha Kartu Kredit (Credit Card)}

6. Pembiavaan Konsumen (Consumer Financel

Bi@ang usaha dari Leﬁbaga Pembisyaan tersebuti
di atas d%pat dilakukan oleh badan usshs seperti
1. Bank
2. Lewbsga Kenangsn Bukan Bank (LEBB
3. Perusahasn Pembisyaan

Mengernsi pengertian Bank dspat kita lihat
pads  ketentuan di dalam Undang-Undang No. 7 fahun
1992 tentang 'Perbankan, yaiﬁu bzhwa Bank adslah
badan usaha vang menghimpun dana dari masyafakat
dalam bentuk simpanan dan menvalurkannya hkepads
masvarakat dalam rangka meninghkathksn téraf hidup

rzkyat banvalk.

Sedangksn vang dimaksudkan dengan Lembaga

Kenangan  bukan Bank adslish badsn usaha | yang
melaskukan keglatan di bidang kevangan vyang secara
langsung stau tidak langsung menghimpun dana‘ dan
menvalurkannys ke dalam wmasyarakat gunz menmbiayal

investasi pernsshasn-perusahsan. 38)

37y Periksa pasal 1 ayat (1) Undsng-Undsng Nomor 7  tahun
1892 tentang Perbankan.

38) Periksa pasal 1 ayat (4 Keppres No. 81 tahun 1988.
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Selanjutnya pengertian Parugahsan Penbisyasan
r
dapat diketahui daril ketentusn vang diatnr dalam
pasal 1 ayst (5) Kepores No. 61 tahun 1983 juncto
pasal 1 snghka ¢ Keputnsan Henfteri Keuangan‘ Nao.
1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara
Pelaksanasn Lewbsgse Pembiasyvazn, _disebutkan bqhwa
Perusahaén Pembizyaan .sdalah badan usaha di luar
Bank daa Lembaga Keuangasn bukan Bank .yang kﬁusus
didirikan untuk melakukan kegiatan vang termasuk

dalam bidang usashs Lembagse Pemblayvazan.

Bagi Bank dan Lembaga RKeuangarr Bukan . Bank'

untuk dapat menislanksn usaha di bidang =zewa - guns
uszhs dan medal venturs wajib uentuk membentuk
Perusahasn Pewmbiayvsan. Sedsngksn bagi Bank | dan
Lembaga Keuangaﬁ Bukan Bank untuk menjazlankan ﬁsaha
di bidang Perdsasgangsan Sufat Berhargs tersebut wajib
memperoleﬁ ijin dari Menteri Kenangszsn. Selanjutnya
bagi Bank dsn Lembags Keuzngan PBuksn Bank vang
menjslankan usaha di bidang Anjak Pintang, ﬁsaha
Kartu; Kredit dan Pembiayvaan  Konsoamen ﬁajib

melaporksn usahanya kepads Menteri Reuangsn.

Bentuk Hukum Lembags FPemblavasn
Mengenai bentuk hukum badsn usahz vang diberi
wewenang berusaha di bidang Lewbzgs Pembisysan ‘vang

meliputi Bank, Lembsgs Keuszngan Bukan Bank dan




Perusahaan Pembiavaan. Ditentuksn hahwa untuk

prerusahaan pembiaysan tersebut berbentuk Perserocan

Terbatas atan Koperssi. 393

Perusahaan ‘ pemblayaan vang berbentuk
Perseroan Terbatas tersebut dspst dimiliki oleh
1. Wargs Negars Indonesis dan atan Badan Ussha
Indonesié.

2. Badan Uéaha Asing dan Wargs Negara Indonesiz
sebagal Qsaha Patungan.

3. Pemilikaﬁ éaham oleh Badan U=saha Asing sebesar-
besarnya adalah 85% dari modal setor.

Selanjutnya oleh Emmy Pangaribuan Simanjuntak
dikatakan bahwa Bank yané melakukan usahs sebagai
lembaga pembia?aan harus jugs berbentuk Perseroan
Terbatas dan ini sesuasi dengan ketentuan mengenai
bentuk hukum suatu Bank berdasarkan Undang-Undang

Ho. 7 tahun 1982 tentang Perbanksan. 407

275. Fungsi Lembaga Pembiayaan

Pengan berkembangnys dunia usaha yvang

berjalan selaras dengan pertumbuhan ekonomi maks
kebutuhan akan usaha pembiaysanpun Junga semskin
komplehks dan beragam di samping volume vang semakin

meninghat.

39) Periksa pasal '3 Keppres Ho. 81 tahon 1888 tentang
Lembaga Fembiayvaan.

40) Emmy Pangaribuan Simzanjuntzsk. Ibid. hal. 7
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Melihat situasi dan kebutohan  ini, dengan

hadirnysa herbagsl jenis ugaha dari Lembzgs
Pembiayasn, maka kebutuhan akan ussha penbisysaan
dapst terpenuhi, di samping kebutuhan akan sumber
pembiayaan vang wmakin bervariast disesuaikan dengan
kebutnhan masing-mssing anggota masyarakst dan dunisa
usaha, artinya peluang bagi masyavakat dan dunié

usaha untuk memperoleh pembiayvaan wmakin terbuk
Berpijek pada hél tersebut kiranva
dari Lembagzs FPembisyaan dapat diperinci
berikut
1. Melenghsapi Jjass-Jjasa kenangan yvang
dimanfaastken untuk wmengatasi kebutuhzn pemb

dunia usshs vang terus meninghat dan

.

fungsi

sebagai

dapat

iayvaan

semakin

bervariasi. 413

2. Mengatssi kebutuhan pewbiayazn gana mnembiayal
kegiatan usahz Janghka wenengs shpanjang ., vang
berskals kecil dan menengsh.

3. Memberikan pola mekanisme. pembisysan vang
bervariassi di sntars bidasng ussha  dari Lembaga
Pembiayasan tersebut vang meliputi, sews guna
usahs (leasing), anjak piutang (Factoring), modsl
ventura (ventura capital)}, perdagangan suratb
berhargs (ventura capital), verdagangan  surat

41) RKarnedi Djiziran, Lembaga Pembhigvaan dsn Perannys  Dalaw

Henuniang Kegiatsn Dunis Us akn . Pengewbangan Nopember-

Desember 1993. hal. 43




1

i

berhargs (securities company}, usaha kartu kredit
“(credit ?card} dan pembisvaan konsumen (consumer
finance}é Sehingga dapat discsusikan dengan Jenis
kebutuhap pembiayvaan masing-masing anggota

masyvarakat vang mewmerluksonva.

eperti

4}

4. Memberikén bheberapa keringsnan,
persysratan penvedlasan agunan (coilateral} vang
lebih longgér, keringanan di bidang perpajakan,
karens keuntungsn vang diperoleh bukarn obysk
pajak penghagilan. %2)

5. Mengisi celah segmen yang belum digarap oleh
indumtri perbankan, mengingst persaingsasn di pasar
globsl memang harus direbut dan uvntuk mewujudkan
hal itu diperlukan dukungan dasri sehtor keuangén,
dalam hal ini sgecamraz khusus kepadsa Jass

pembiavsan di luzr sektor perbankan. 43)

B. Tinjanan Terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan
~Hak-hak Konsumen dalam Ferjanjian Pemblavaan Ronsumen
1. Pengertian Perjznjian Pembilaysan Konsumen

Sebagaimans telah dinyataksn di muks bahwa

42) Deddi Anggadiredja. MWW
Pengembangsn Perbankan Nopember-Desember 1893. hal. 1

43) Kemampuan menembus pasal global jelas jugz memberikan
keuntungan balik hagi jasa pembiayasan vaitu
meningkstnya volume pembiayaan dan terdapztnya peluang
gegmen yvang lebih luas. Inilah simbicogsis motuslisme
vang jelss saling menguntunghkan. Pengewbsnzgan Perbankan
Nopember-Desember 1993. hal. 93.
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dalam rangks mendukung kegistan peran serta
maﬂyarahat dalam pembangunan vang wemerinkan  adasnva
perluasan sumber-sumber dans, pemerintag telah
menetapkan seranghaian langhah keﬁijahgénaan vansg
telash dizmamkan pads tanggal Z9 Desembéx'IHBuﬂ“%taL
yang lebih dikenal dengan istilahk Pokdes 1988.

Salah satu paketl kéhijakmanaan it antara

lzin adalah dikeluarkannva keputusan | Presiden

Republik Indonesis nomor 61 +tahunn 1988 tentang

Lembags Pembiavasn dan Keputusan HMenteri EKeuangsan

Republik Indonesia nomor 1251/KME 013/1888 tfentang

Ketentuan darn Tata Cara Pelaksanaan . Lembagsa

Pembiavaan, vyang dalam perkembangannys kemudian
' !

dirubsah oleh Keputuszan HMenteri Keuwangsn nomor

468,/KMR . 017719850

Dalam Kepnutusan tersebut antsra lain diatur
mengenai usshs pembisvaan konsumen, di samping pula
mengatur mengdensi ussha-ussha pewmbiszyazn  lalnnys
vang menvanghkot

1. Sews Guna Usaha

[a%]

Modal Ventura
3. Perdagangan Surat Berharga
4., Anjazk Piutang dan

5. Usgshs kartu hredit. 44)

44% Periksa Pasal 2 Keppres Nowmer 81 tahun 1988‘




Menural kepuntuesan tersebut dikemukakanl bahwa
rembisvasn konsumen itu diselenggaraksn oleh  suatno
perusshaan vang disebut parusaha&n éembiayaan
konsumern . !

Hal ini dapst dizimpulkan dari passl 1 =yat ©
vang menvatakan bahws
“Parosabiann pembiayaan korsomern sdalabh snalhn
badan usszshs vang melskuksn pembiavsan Ipengadaan

barang untuk  kebutuhsn  konsumen dengsan S;Stem
rembavaran angsuran stz berksla”

PT sebagsl pemberi fasilitas pembliavaan
konsumen termasuk salah sain peruaahaaﬁ penbiavaan

konsumern dan merupaksn bsglsn dari rerusshasn

penbisyaan, yang mennrut pasal 1 ayvat & dinvataksn

hahwa
"Peruszhasn pembizyaan adalah sustn badan
usaha di luar bank dan lembags keuangsan bukan
bank, vang khususg didirikan untuk melsakukan
kegiatan yang termasuk di dalam,bidang unsahs
: i
Lembaga EKeuangan”.
Dari ketentusn di stas dapat diketahui bzhwa
perusahasan pembizyesan adslah suatu - lembags

pembiayaan di luar bank dan lembags keuangan bukan
Bank. Hal ini bersrti bshwa perusshasan pembiaysaan
1tu mervpakan suatu lembagsa pembiayaan vang

dikhusushkan untuk membiayai bidang tertentu, seperti

bidang usahs pembiayssan hkonsumen.
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menghabiz karens pemskaisn, spabila hal ini diterap-
kan pads pengerbtion periandisn pembizvean konsumen,
maka dapat;ah dikstakan, bshws perjaniizn pembiayvaan
konsumen adslab suatn perjaniisn pewberian prestasi
oleh sustu pihak kepada pihsk lsin dan prestasl  1ta

akan dikembalikan pada masa  Lerbtenty  vang akan

datang, disertzl dengan sustu hkontrs prestasi bherupsa

bunga. 48)
Pemberian prestazzi oleh perugshasn pembiayaan
Ronsunen kepada  konsumen, adalsh hoatang dari

konsumen tersebuat. Yang dimsksudhkan dengsn  hutang
dalsm perjaniian pewmbiavaan konsumen, khususnys yang

dilakunkan oleh PT. adalsh sewus Juwmlah vang yang

sewaktu-waktn terhutsng oleh pewmin)aman kepada
perusshasan penblavaan Lonsumen berdasarkan

perjaniian vang telah dibuat, baik hutang pokok,
bunga, dends bungs, ongkossbiava, bes meterzi dan
paisk, ongkos pengacara untuk menzgih hotang  dan
pelaksansan perjanjian jaminsn, vang berksnsn dengsn
perjanjiaq imi.

i
Perjanjian pembiayvasn konsumen pads dasarnys

adelah | ﬁuatu kewsiiban untuk memnenuht suztnu

|
perlkatini Adapun pengertian perikatasn distur dalsm
Buku III;KUH Perdats, di bawabh Judnl "Perikastan”.

Suatu perikatan dapat lahir dari sustua perjanjian

48 Retnowualan, Ihid, halsman 3.
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atan Uédanngndang. Pembiavaan konesumen jugs
merupakaﬁ perjanjian, waka dapast disimpualkan  bahwa
dilihat dari Bukn I1IT KUH Perdats, pembisysan
‘ merupakan suala perisndian YEIE

konsumen

!

i
menghasilkan perikastan.

Seperti yvang telsh dikemvhakan di stas, bahwa

perjanjizn pemblayvasn konsumen muncul, hkarens faktor

perekonomian  vang semakin eulit  zerta  kebutuhan

masyarskat, untuk meningksathkan tarvaf hidupnys.
Seseorang vang memeriunkan dasna artul memerabil

kebutuhan hidvpnys, dapat memperclehnva ﬁelalui
fasilitas pemblaysan  konsunen dari peruszhaan
pembiayaén konsumen. Akan tetapi, untuk mendapstkan
|

fagilitas pembiayvasn konsuwen, bahws pihak vang
mendapatwan sejumlah dana atau pinjasmsn tersebut,
harus da%at melunssi kemball pinjsmzan stsu dana  itn
dalam jangka waktu vang telah ditetapkan/
diperjanjikan.

Dangan demikisan, pervsahaan pembiayasn
konsumen sebagai Kkreditur dslam wosahanya untuk
melindungi kepentingannys szelaln mencéntumkan a.588
perkréditan sepertil halnys yvang dilskuksan oleh pihzsk
benk dzlsm memberiksn kredit kepads nasabzh. Asam
Lersebhut ? dimamakan "the five o¢'s of credit

analysis”, yang merupaksn nkursn kemampusn penerimns
kredit untuk mengembalikan pinjamannyvs. Kelims =as=sss

tersebut adalsh sebagsil berikat
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47) Ibid,

Watzk (Charschter)

Yang dimansud dengan watak 43 sint sdalah
kepribasdisn, morasl dan kejujuran pewmohon
Tezilitas penbhisvaan konzumen. Apakah ig,

pemoh@n, dapat mensnuhi kewsalibannvs dengsn bailk,
VEIE % timbul dari persebtujuan prernohonannys
pembiayasn konsumen yang akan diadakarn.

Kemampuan (Capacity}

Yang ?dimakﬁud adalah kemampuszni mengendalikan,
meminpln, menguasai bidang usahanya, kesungguhsn
dan melihat perspektif mass depan, sehinggs usasha
pemohonn berjalan dengan baik dan memnberikan

untung.

cf

Modal (Capital)

Pemohqn pembilaysan konsumen diharapksan mempunysi
! .

modaliutama sendiri sehingga fasilitss @embiayaan

konsuﬂen hanya berfungsi sebagsai tambahén CENE-

Jaminén (Collateral}

Jamin%n di =ini berartl kekayssn vyang dapat

diikaE sebagai jaminan, gunsa kepastian peluonasan

di kemudian  hari, hkalsu pemohon pemblayvaan

konsumen, tidak dapat melunasi hutangnys.

Kondisi ekonomi {condition of econcmy)

Yang dimaksud adalah situssi ekonomi pada waktu

dan Jjsngks waktu tertentu, di msna fassilitass

pembiayaan konsumen itu diberikan oleh perusahaan

. LA
pembiavaan konsumen, kepads pemohorn. 47)

hazlaman 4.

-
]
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Kelima asas ini wmenjadil pertimbsngan bagl

perusshasan pembiayaan konsumen dalam merproses
permohonan fasilitas pembilayaan konsumen vang
disgjuksn. Karens dengan demikian, perusahaan
penblayasn konsumen dazpat mengetahul kepastisan

pengembalian pinjaman dengan baik.

i
:
Daszar Hukum%?erjanjiaﬁ Pembiavman Konsumen
Terd%pat beberaps ketentunan dslam hukum
Indonesis vang dapat menjsdi dassar Fukum bagdil
eksistensi Jasa pembiayaan konsumen. Di zini dapsat
dikelompokksn menjadi dua yaitu ketentvan-ketentuan
huknm yang merupakan dasar hkum substantif dan
ketentuan hukum yang bersifat administratif.
2.1 Dasar Hukum Substantif
2.1.1 Dasar hukum substantif murni
Bﬁhwa vang menjadi dasar hukum gsubstantif
warni bsgi kegiatan pembilaysan konsumen
adalsh sdanya szas hkebebasan berkontrak.
Azas kebebasan berkontrak ini di daiam KUH
Perdata tercermin di dalam passl 1338 yang
menvatakan bahwa
“Semua persetujuan yang dibuat secara sah
berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereks

vang membuatnya’.
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Passl ini mengandung arti bahwa pars pihak
holeh menbuat berbagal persetuidan

Jperisniian  bzik  yan zudsh  distur  di

il

dalsm  Undapng-Undang, maooun  yvaong  tidsk
distur dalam HUndeng-Undang. Selama aps
vang disepakati itu ssh, artinva memenahi
Syprat—ﬁyarat sahnys  suaatu merjaniian

|
s%bagaimana yvang distur dalaw pasal 1320

KijH Perdata, valtu

a.

[

epakat mereks vang mengikatkgn dirinya
bf adanys  keespskan untuk membuat suatu
perikstan

¢. sustu hal terientn

di suatu sebab vang halal

Dengan demikién hagl pars pihak ysng telsh
membuat perianiian secara  sah, sesual
dengan pasal 1338 KiUH Pexdats perjanjian
iﬁu mempunvail kekunstsn mengikat yang sams
déngan Undang-tUndang .

Karens itu, Jiks para pihak membuat

perjanjian pembiayssn konsumen yang telah

mémenuhi svarst-gsysrat sshnya suatu
éerjanjian, maka menurut fakum vang
berlakn di Indenesisa, perjanjian
pembiavsan konsumen itu mempunval kekustan
berlakn sebagail Undang-Undang bagi para

pihak yang membuatnya.




BN

Jﬂdi meskipun perjanjizan pemblavaan

k%nsumen itu belum distur secars khusus di
dglam EUH Perdata, pars pihsk holeh/diberi
kebebasan untuk mengsturnys sendiri.
Dasar Hukum Substantif Bertendensi
Pfosedur

:Sebagaimana "telsh dinvatakan woleh

Retnownlan Sntantio bahwa perianiian

penbiavaan honsumen ity pada  hakekatnya

adalah merupakan perjaniian pinjam

meminjam sebagaimana yang diatur dalam
passl 1754 sampsi dengan pazal 17689 KUH
Perdata, maks ketentuan-ketentusn vang
tevdapat dalam perjaniian pinjam wmeminjam
tersebut dspat dijadiksn sebagzi dasar
hukum antuk mengatur mengenai bagalmanakah
penyediasan dans vang akan dipinjamkan oleh
perusahasan pembiavasn konsumen kepadsa
pihak konsumen, demikian puls bagsimanakah
mengenal cara-cara rengembalian dana
pémbiayaan itu harus dikembalikan.

Dengan demikian bagi para pihak
vang shkan membuast perjaniian pembiayaﬁn
konsumen ketentuan pasail 1754 sampal
dengan 1769 dspat puls dijzdikan sebagai

dasar hukum substantif.




2

.2 Dasar H@kum Administrstif

ﬂi szmping dasar hokom vang bersifat

5ubstanﬂif ads  beberaps dasaf hirkhom  di dalam
hukum éindonesia vang dapat pula dijadikan
Sebagaiédasar hukum vang bersifat administratif
bagi kebersdaan perusshsan vang bergerak di
bidang pembiayaan konsumen di antaranvsas adalah
- Keputussn Presiden Republik Indonesia nomor B1

tahun 1988 tentang Lewmbsgs Pemblzyaan.
—-Keputﬁsan Menteri Keuangan Republik Indonesié

nomorﬁlZSl/KMK 013/1988 tfentang ketentusn dan

'tata éara pelaksanaan lembaga pembilayazan.

- KeputdSaﬁ Menteri Keuwangan Republik Indonesis

nomorw 403/KMK 017/1995 terntang perubahan

Keputﬁsan Menteri Keuangan nomor 1251 /KMK
018/1988- tsnggal 20 Desember 1988 tentang
ketentuan dan tata cara pelzksanaan “lembaga
pembiayaan.

Retiga persturan tersebut di atas dapst
dijsdikan sebsgai dasar hukum vang bersifat
administratif bagi keberadaan perusahaan
pemblaysan konsumen, karens ketlga peratursan

ﬁersebut hanya mengatur mengensi bentuk uasaha,

tata §cara pendirian, permodslsan, serta
Pengawasan terhadap perusshsan pembiaysan
konsumen.
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Pihak-pihak vang terlibat dalam perjanjian
pembilayaan konsumern.

Bila kita wmengacu pada pengertian perjanjian
pembisysan konsumen di atas maks pada dassrnys ada
dus pihak vang terlibat dalam perjandisn pembilayaan
kongumen, yvaitu pihsk perusshaan renbizyvaan konsumen
di @atn sisi dan pihsk konsumen di sisi lain.

Pihalk pernsahzsn pewblaysan konsawern scdolah
pihak vang menyedﬁakén dananya untuk kebutuhan
konsnmen membsli barang sedang pihak honsumen sdalsh
pithak vang memanfaatiasn danz pernhisyaan tersebut

urituk membeli barang tertentu.

Namun demikian mengingat penyediaan dana

pembiayaan térsebut dimaksudkan hanys untuk membelil
barangubarang tertenty vang dibutuhkan konsumen
{(tidak dipefuntukkan untuk kebutuhan lain selain
membell barang tertentu), maka dalam hal ini
manculnys pihak lain yaitu penjual menjadi syarat
untuk terjasdinys perjanjiizan pembiaghan korsamern .

Di samping itu, bila para pihak sepakat bahwa
barang vang dijsdikan Jjaminan ¢ésecara fiducia atss
pelunasan hutang konsumen, perlu ada pihak lain yang
ikut menanggung dalam hal terjadinyva peristiwa yang
tidak diinginkan seperti terjadinya pencurian atas
barang Jaminan maks kewunculan pihak perusahaan
asuransi yang menjadi syarat dibuatnyva perjanjian

pembisyasn konsumen, dimanghinkan dsiam hal ini.




49) R.

Dengan demikian dapatlah kita ketahui adanys
beberspsa pihak yang terlibat dsalam perjanjian
pembiayasn konsumen vaitu
1. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen
Z. Pihak konsumen
3. Pihsk penjual
4., Pihak perusahzan asucransi
Hubungan hqkum plhak-pihak dalsm pemblavasn Konsumen

Menﬁrut Satjipto Rahardioc hubungan hukum
merupakan i hubungan-hobungan tertentu vang
dikualifikési oleh hukum. Agar terjadi sustu
hubungan hqkum diperlukan pihak-pihak yvang bertindak

sebagai subyek hukum, sedangksn yang menjsdi sasaran

dari jalinan hubungan tersebut adalah obyek hukum48>‘

Obyek hukum di sini merupakan kepentingan

‘yang menjadi tujusn hubungan-hubungan yang dilakukan

oleh subyek hukum. Selanjutnya tiap hubungan hukum
tersebut mempunyai dua segi yang disebut

1. Bevoeg heid atau kewenangan yang d;sebut Hzk

2. Plicht atau kewajiban 49)

Sebigaimana telah dikemukakan di atas, bahwa
dalam éeﬂjanjian pembiayaan konsumen terdapsat
beberapa gihak vang terlibat, vyskni perusahaan
pembiayaané konsumen, pihak konsumen, pihak penjual
dan pihak ﬁerusahaan asuransi. Perjanjian pembiavsaan

konsumen vyang pada dasarnys merupakan perjanjian

| 48) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1991, hsal. 39,

Soeroso, -Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika,

Jakarta, 1883, hal. 270.
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pinjam memi%jaﬁ antars pihsk perusshsan pembiayaan
konsunen denéan pihslk konsumen, dimsna dalan hal ini
pihak perus%haan pembiaysan honsumen meminjamkan
sejumlah usng/menyediskan dananya untuk dipinjam
oleh hkonsumen memwbell barang tértentu, sedanghkan
pihak konsumen bertindak éebagai pihsk yang meminjsm
dena pembiayszan tersebut vuntuk membelil barang dengan
kewsajibsan membayar kembhalil hutang pemnblayaan
tersebut se?ara berkals sesusil ‘dengan hesepakstan
vang telah @ereka busat.

Darii sini tampak adanys hubungan hukom  yang
terjalin &i antarz para pihak sedangkan dana
pembiayaan yang digunakan untuk membell barang, vang
selanjutnys menjadi hutang pembiayaan bagi konsumen
merupsakan ohyek dalam perjanjian penbiayaan
konsumern .

Keppres Nomor 61 tahun 1988 berikut Keputusan
Menteri Renangsn HNo. 1251 /8MK.013/1988 juncto
Keputusan Menteri Keuangan nomor 468/KMK 017/1995,
tidak mengatur SAME, seksli mengenai hak maupun
kéwajiban pars pihak yang terkait dalsm perjanjisn
pembiqyaan konﬂumeQ: Dengan demikian sesual dengan
assas  hebebasan berkontrak vang dismmt dalam  KUH
Perdata, para pihak Gebas menentunkan hak dan
kewsjibannva sepanjang hai itu tidak meianggar
Undang-Undsang. ketertiban umum dan kesusilaan. Oleh

karena 1itu untuk mengetahni sampai sejanh mana

593
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hubungan  hukum di sntars para pihak vang terlibat

dalam perjzniisn, pembisyaan konsumen kits dapst
melihatnyse di ssmping di dalamlhetentuan perundang-
undangan ya%g berlaks: kita Jjugs dapzt melihstnys
dalam akia perjaniian vang dibust pars pihsk.

Dari; uraian di atas, maha dapatlah

disimpulkan bashwa dalam hnbungan hukuam itu  terdapai

unsur-unsur sntara lain

a. Adanys orang ztsu basdan yvang hak dan kewsajibannya

saling berhadapan.

b. Adsnya obyek vang berlakn berdasarksn hak dan
kewajibad tersebut di atas.

c. Adanva hubungan antars pemwilik hak dsn  pengewmban
keﬁajibaﬁ atau adanva hobungsn atas  obyek  vang
bersanghkutan.

|

Hak konsumen vang terlibat perjanjian pembiayvaan

konsumen herdasarkan Undang-Undang Ferlindungan
Konsumen

Sebagaimana telah disinggung di astas hahws
untuk mengetahui hak dan kewsjilban para pihak

sebagai perwnjudan adanvs hubungan hukum di  antara
pars pihak, mahks di ssmping hal 1tw dapat kita lihat

dalam‘ akta perjasnjian, kite jugs dapat melihatnva

dalam peraturan perundangsn  vang bherlaku.
Dalam baitannya dengan uwpava membarikan

3

perlindungan  Mabam terhadsp konsomen vang  terlibatb
perjanjian pembilavzan honsuman, maks telsh Yeluarnys

Undarng-Undang perlindungsn konsumern, wmaks Undang-
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Undang tersebut jugs memberiksn perlindungsn  bsagil
konsumen Vang teriibat perijsniian o pewbilavasn
konosumen dalsm bentuk hal,

Menurut Undang-undang perliindongsn  kensumen
ada beberaps hak vang dimiliki oleh lkonsumen yang
terlibat dalsw perjanjisn pembiayaan konsumen, di
antarsnya adalah
a. Hak untuk mendapathkan informasi vang Jjelsas, bernar

den Jujur.

b. Hzk untuk didengar

¢. Hak untok mendapszthan advokasi, perlindungan dan
upsya penvelesalan senghketa ﬁerlindungan Ronéumen
secars patut

d. Hak untuk mendspasthsn pembinzsn dan pendidikan.

2. Hak untuk diperlzkukan stau dilavani secars benar
dan Jujur serts tidak diskriwminatif.

f. Hak untuk mendspathsn kompensasi, ganti rugl dan/
atau penggantisn, =spabililas barang dan/atsu  jasa
vang diterimz tidak sesusgi dengan perjaniian atan
sebagaimans mestinysa. |

g. Hak-hak yang diatur dalazsm ketenitusn peraturan
perundangsn lainnva, seperti dsalsm KUH Perdsta,

KUH Pidan=z, dsb.

Dokumen-dokumen dalam pembiayvaan konsuwen

Untuk keperinan administrssi dan penilaian
layak tidaknys konsumen mendapatkan pembiavasn dsri
perusahaan pembiaysan konsumen bizsanys perusszshasn

pembiavasn konsumen mensysratksrn  kKonsumen urttuk

.
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menyverahkan dokumen-dokumen yang diperliukan sebelum
dang pembiayvaasn konsumen itu dikabulkan.
Dokumen-dokumen tersebut antara lain

Permohonan/penswsran Jasa pewnbilayvasn konsumen

o

oleh konsumen kepada perusabasan pewmbisyasan
konsumen ysng dilenghkspl dengan
2.1 Surst ketersngan penghasilan pewmohon
z.2 Foto copy KTP pemohon
2.3 Rekening listrik pewochon -
a.4 Foto copy Kartu kelnsrgs pewmohorn
b. Akta Perjanjian Eembiayaan Konsumen
¢. Dokumen %aminan seperti gurat-surat Faktur-faktor

danfatau‘ dokumen bukti hepemilihksan stss  barsng

Jaminan (BPRB).

!

C. Perlindungan 3Hukum Bagi Konsumen Yang Terlibat
Perjanjian Pembiayaan Konsumen

1. Hak-hak dan kepentingan konsumen
Pembukaan Undéng—Undamg Dasar 1945 alinea ke-
4 telah dengan tegas menentukan kewaiiban Pewerintah
RI untuk jmelindungi segenap bangsa Indonesia.
Pengertian segenap bangss ini, fentulah meliputil
seluruh ba$gsa Indonesia dalam berbagal kuoalitas

vang mereka sandang, balk dalam kuslitas mereksa
|

sebagsl pengusaha, pengusss manpun sebagail konsumen. .

Pada dassrnya selurnh rakyat adalah konsumen

vakni pengguns atau pemakai barsng dan atau Jjasa
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kebutuhan hidup, karena sekalipun sesSeQrang
produsen, dis juga menjadi konsumen dari produk yang
lgin. ©Oieh ;karena itu semns hsk dan  kKepentingan
rakyst vang berhkaitan dengan penggunsan harang dan
atau Jjasa adalash hak dsn  kepermtingan konsumen.
Depgan demikisn melindungi hak dan keﬁéntingan
honsumen merupazhan  wujud perlindungsan terhadap
segenap bangsas Indonesiz. 50)

Secars hhusus wajud hepentingsn honsumen 1itn
antara lain terlihat dalam bentuk hak-hak konsumen.
Mantan Presiden USA John ¥. Kennedy merupskan pionir
vang pertama kali mencsasnangksn hak-hak hkonsumen vang
kemudizn dikenal sebagai Consumer Bill of Rights
dengsn formulassi sebasgai berikut
. Hak hkeamanan (the righit to safety)}

b. Hak atas informasi (the right to ke informed)

¢. Hak memilih (the right to choice)

.d. Hak untuk didengar (the right to be heard)

ﬁ@)ﬁﬁ

Kemudian hak-hak konsumen terssbut meluas lagil
dengan ditambah

e. Hak atss lingkungan hidup. 51}
Secara lebih rinci kepentingan honsumen termuat

dalam Resclusi PBB No. 39/248 tahnun 1985,

Nagution, Hukum Perlindungsn Eonsumen Susty

Pengantar, Daya Widya, Jskarta, 1999, hal. 78

;5%)Munir Fuady, Hukum Bispnis dslsm teori dan prasktek buko
kedua, (selanjutnya disingkst Munir Fusdy I), Citra
Aditys Bsktil, Bandung, hal. 199




Delsm . Guidelines for Consumer Protection bagian III
|

(General Prgnciples), sngka 3 digariskan kepentingan
|
konsumen (L%gitimate Needs) sntars lain
a. Pe?linduﬁgan konsumen dari bahays-bahaya terhadep
hesehatan dan kheamanannysz
b. Promnsi dan peflindungan dsn kepentingan sosial

ekonomi hkonsumen

Tergedianys informasi yang memadai bagi konsumen

n}

untuk nemberikan wmerska kemampuzn me lakukan
pilihan yang tepat sesual kehendgk dan  kebutuhan
pribadi

d. Pendidikan hkonsumen

e. Tersedisnva upsys genti ragl yvang efektif

RKebebasan untuok membentuk organizasi konsumen

-]

atan porganisasi leinnva vang relevan dan
memberikan kesempatan kepads organisasi tersebut
urrtuk menyarakan pendapatnya dalam pProses
pengambilan keputussn vang menyanghut kepentingan
mereksa.

Derdasarkan hak-hak konsumen tersebut dapat

disimpulkan perlindungan yang dibutuhkan konsumen

adalsh perlindungsn atas Lepentingan-kepentingannya.
Kepentingan konsumen pada pokoknya terdiri dari Z
(duz) kelompok kepentingan yaitu : {8y hepentingsn

fisik; dan (b) kepentingsn sosial skonoml .




Ad .z

Ad.b.

n fisik

{3

RKepenting
Kepentlngsn figlhk Lomaumen vang

dimaksnd sdzlah kepentingsn badani hkansumsen

vang bherhubungan dengan heamanan Jdan
keselamaten tobuh  dsn Jlws nereka, dalam

penggunasi  DETENE atay jass kRongulien. Dalam
hal ini, bersrtl setiap barang dan atan Jjasa
vang _dihasilkam oleh produgen haruslsh dapatl
memberikan manfsat bagi konsumen dar tidak
boleh menimbulksn kerugisan hernps gsngguarn
kesehatan bhadan atan aﬁcaman pada  keselamatan
jiwanya.

Kepentingan Soszial Ekonomi

Kepentingan sosial elkonomi konsumen
menghendszskl BEEAY setiap konsumen dapat
memperoleh hasil optimal dari penggurnsan

sumber-sumber ekonomi mereks dalsm mendapathkan

barang dan atau jasa kebutuhsn hidup mereks.

F
Hasil! optimal bagl honsumen dapat  dicapal,

12 tonsumen dslam membelil kebuotuhan

apab;
hiduﬁnya memperoléh barasng atau jass  senilail
deng%n harga vang harus dibaysarnys nntuk itu.
§eba§ai contoh ! Jiks is membeli 1 kg beras
éajalele seharga Rp 4.800,- wmaka is hsrus
mempe:oléh 1-kg beras Rajalele dan bukasn 8 ons

beras rajalele oplossan (berss Rajalele

dicampur beras lsinl.
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Untuk memperoleh hasil vang optimal,
H
maks sSepanjang menyanghkat barang .atan  Jasa

t haruslah tsrdapat

|
tersebu
3

1. Inférmasi varg informatif
2 FRondisi mekanisme pasar yang “avkendalil
‘untonk menetspkan pilihan
3 Proses hukum dan stasu sdwinistrasi keluhan
konsumen bsgl konsumen atan organisasinyva
dimuzt ‘dalsm sisten e kum untuk
penanggulangan kelunhan/kerugian konsumen,
dan
4. Keadsan lingkungan hidap vang mendukung
teqcapainya kesejahtersan keluarga.é?i
AZ Naéution menge lompokkan tentang hkepentingan
konsumen tersebut ke dalam 3 bentuk dengan
menambahkan satn bentuk lagi yaitu
Ad.c. EKepentingan Hukum Konsumen
Yang dimaksud dengan kepentingan hukum
konsumen dalam hal inil adalah diparliukan
adanve sustu peraturan perundaqg—undangan vang
Secara langsung mengatu: dan melindungi
konsumen. Peraturan tersebnt tidsk boleh hanya
sekedar lampirsan szjas dari pokok permasalahan

‘yang diatur. '53)

Badan Pembinsan Hukum Nasional Depariemen Kehakiman,
Naskah akademi peraturan FPerundsng-undangsn tentang
perlindungan konsumen dalsm hal maksnan dan  minuman,
Jaksrta, 1893, hal. 17-18. ‘

AZ . Bation, Qup. (it, hal. 80-8Z

68




Ronsep

jKepentingan—kepentingan kqnsumen
sebag%imana divraikan di astas telsh diwﬁjﬁdkan
dalam ibentuk berbagai hsk-hak Lkonsumen vyang
diakoﬂodasikan dzlam UU BRI ¥Ne. 8 tahun 1999

tentang perlindungan konsumern.

Perlindungan Konsumen berdssasrkan Undang-

Undasng Perlindungan Konsumern.

perlindungan

tidak

Dengsn telah dikeluarkasnnyvsa Undang-Undsang

herarti bshws ketentuan yang memberikan per-

lindungsan kepsds konsumen yvang tersebar dalam berba-

. | s .
gal persturan perundangan menjadi tidsk berlakn,
| '

zhan

peraturan perundangsan itu tetsp berlakne sepanjang

belum

konsumen vang bsru. Hzl ini sebagsimana telsh

tetapﬁ ketentusn vang tersebar dalam berbagsai

distur d=alam Undang-Undang perlindungan

ditegashkan dalam pasal 84, vang menvataksan

Segala ketentuan peraiuran perundang-undangan
vang bertujuan melindungi konsumen yang telah
adz pada ssat undang-undang ini  diundanghan
dinyatakan tetap berlaku sepanjang -tidak.

diatur secars khusus dan /  atan tidak

bertentangan dengan ketentuan dalam Undanz-

Undeng ini".
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Bagaimanakah dengan konsep perlindungan Huhum
bagi konsumeh berdassrkan Undsng-Undang Perlindungan
Konsumen Nomer 8 tahun 1883.

1. Pengertﬁan Perlindungasn Konsumen

D?lam pasal 1 ayat 1 Uﬁdang-Undang
Perlinduhgan Kensumen dinvatakan hbahwsa vang
dimaksud! dengan perliindungan konsumen adalah
segala upava vang menjamin adanys kepastisn
hukum untuk memberi perlindungan kepada
konsumen .

Dari definisi tersebut di atas dapsat kits
ketahai, bshws perlindungsan terhadap honsumen
itu menyvangkut berbagail upavsa vang perlu
dilakukan terhadsap komsuﬁen sehubungan dengan
perbuatan hukuom di bidsng hukuan.

Selanjutnys dalam Undang-Undang tersebut
vang dimaksud dengan konsumen adalsh setiap
orang pemakail barang dan / atan Jass yang

tersedia dalam masyarakst, baik bagi kepentingan

diri sendiri, kelusrga, crang lain maupun
mahkluk hidup lain cdan tidak untuk
diperdagangkan.

Dalam kaitannysa dengan pengertian

konsumen ini, dalam penjelasan Undang-Undang
tersebut dinyvatakan bahwa : Di dzlam kepustaksan
ekonomi . dikenal istilah konsumen askhir dan

konsumen antara. Konsumen akhir adslsh pengguna




[ak]

atau pemanfaat skhir dari “nastn produl,

123

sedanghken  konsumen antars zdalabh Konsumen  yan

bagai baglan dari

LY.

menggunakan  suatu  prodok s
proses produksi suatu produk lainnva. Pengertian
konsumen@dalam Undsng-Undang ini adzalah honsumen

!
akhir. |
i

dalam psssl 1 butir 3, dinyatakan bahwa
i N
"Pelaku ussha acdalah setiap orang
persecrangan stau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukumn maupuwn bukan  badan
hukum  vang didirikan dan  berkeduduksan
atau melaknkan kegiatasn dalam wilsyah
hukum negara Republik Indonesis, baik
sendiri maupun bersama-sama melalui
perjanjian menyelenggerakan kegiatan
usahs dalam berbagai bidang shkonomi™.
Dengan memshami berbagai pengertian di
atss maka dapat pahami bshwa keluszrnya  Undang-
Undang perlindungan konsumen tersebut (yvang
tergolong relatif masih baru} mengikat pula parsa
pihak yang terlibat dalam perjsnjian pembiayaan

konsumen untuk mentssti berbagai ketentuan vang

telah ditetspkasn dslam Undang-iindang tersebut.

Azgs dan Tujuan Perlindungan Ronsumen

Undang-lindang tersebnt menetapkan bahwa

ssas dan  tujuan dari perlindungsn konsumen
berazaskan manfaat, keadilan, keseimbangan,

heamsnan dan keselamatan konsumen serta

kepastian hukum.
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i

|

Dalam prenjelasan pESel tersebut
dinyatakan bahws

a. Asas manfaoat dimsksudhkan untnk mengsmanatkan

bahwas segala upaya dalam penve lenggaraan
perlindungsan honsumen harus memberikan
manfasat sebesar-bessrnyvs  Lagl kepentingsan

konsumen dan pelaka usshs zecsra hkeseluruhan.

b, Assz  kesdilan dimaksudkan agar partisipasi
seluruh ralkyvat dapat diwnijudhsn secara
meksimal dan memberiksn kesewmnpatan kepads
konsumen dan pelaknr ussha untuk memperoleh
haknya dan melaksanékan kewsjibannvs secars
adil.

c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk
.memberikan kegeimbangan antara kepentingsn
konsumen, pelakn usaha, dan pemerintszh dalam

arti materiil atasupun spiritual.

d. Asas  keamanan dan keselizmatan konsamen
dimaksudkan untuk wmewbsrikan Jaminan atas
keamanan dan hkeselsmatan kepsds korisumen

dalam penggunaan, pemakalsan dan pemanfsastan
bar#ng dan/atau  Jags vang dikonsumsi atan
digﬁnakan.

e. Azags hkepastisn hukum dimaskswedkan  sgsr baik
pelaku ussha wmaupun konsumen menasti  hohkum
dan mempercleh headilan dalsm penvelenggarsan
perlindungan konsumen, Serts negaras  menjamin

|
kepastian hukuaw.
|

10




Sed
kon

3 .

2.3 Tin

ser

dan

angkan mengenai tujusn daripads perlindangsan
sumen adslah

Meninghksthan kesadaran, kemsmpuan e
kem?ndirian konsumen untul welindungl diri;
Menéangkat harkszt dan wmartabat konsumern
dengsn cara wmenghindarkannys dari ekaes
negatif pemsksian bsrang dan/atan jasa;
Men&ngkatkan pemberdavaan hkonsumen dalam
memilih, menentukan, dan menunini  hak-haknya
sebsgal konsumern;

Menciptakan sistem perlindungan Konsumen vang

mengandung Bnsur bepestian huakum dan
keterbuhksan informasi serta akses untuk

mendapatkan informasi.

Menumbuhkan hesadarsn pelsku usahs Lmengenai
pen%ingnya perlindungan honsumen sehingegsa
tumbuh siksp vang jujur dan bertvanggung jawab
dalam berusahs;

Meningkatkan kualitas barang danfatau.‘jasa
yveng wenjamin kelsngsungan usaha  produksi
barang dsn/sfan jasa, kesehatan, kenyamanan,

keamanan, dan keselamatan Konsumen.

Jauasn terhadap hak dan kewajiban konsumen
ta hak dan kewajiban pelaku uszhs
Dengan berpijak psds sdanvs beberapa zmzas

tujuan daril perlindungan konsumen
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sebagsimanas dinrsikan di  =taz, maks sebsgal
perwujiudan dsri adsnya bebersps szss dan tujuan
tersebut, Undang-Undang Perlindungan menetapkan
sdanya beherasps hak dan kewajiban bagl Lkonsumen
dan pelskn ussha, sebasgail berikut
Menurut pasal 4 Undang-Undang ftersebut,
Hak k@nsumén itu meliputi
1. Ha%' stas kenvsnanan, keamanar, dan
keﬁelamatan dalam menghonsumsi bafangﬁatau
jaéa;

2. Hak untuk memilih barang,/Jjasa serta

mendapathkan barsng/Jjass seansil dengen nilail

tukar dan’ kondisl =erts Jaminan vang
dijanjikan;

3. Hak stss informasl vang benar, jelas an Jjujur
me@genai kgndisi dan jasmlinzan barang/jass;

4. Ha% untuk didengar pendspat dan keluhannys
at%s barang dan/3assa y%ng digunahsn; |

5. Ha@ untunk mendapathksn advokaszi, perlindungsan

1 _

daﬂ upayva penvelezsaian senghketa perlindungan
konsumer secars patut;

6. Hak untuk mendapatkan perbinsan - dan
rendidikan konsumen;

7. Hak untank diperlskokan zatau dilayani secars

benar dan jujur serts tidak diskriminatif;
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8. Hak untuk mendspsthasn hkompensssi, ganti rugi
dan/penggantian spabila barang dan/iasa  yang
ditbrima tidahk sesual dengsn perjanjisn atau
tid%k sebagsimans mestinya;

g. Hak}hah vang distor dzlsm ketentuan peratﬁran
perundang-undangan lainnva.

Dilihat dari ketentusn di stas, nampaknya
konsep hak hkonsumen dalam UU Perlindungan

Kongsumen memiliki dimensi vang lebih  luss  dan

n

menveluruh tidak hanys menventnoh persoalan
kesadaran konsumen vaitu sdanya pembinsan dan

pencdidikan konsumen, namun sudah mencakup

keinginan konsamen vang s=selams  ini dicitse-

citakan. Kelihatannys konsep hak hkonsumen ini
telah mewperhatikan berbagai mssukan haik dari
perz  pakar, kalangsn pendidikan timggi, BPHN,
manpun resolusi PBB.
Kemudian kewajiban konsnwmen sdslsah
& . Membaca atap mengikuti petuniuk informssi dan
rrosedur pemzskasisn atan  pemsnfastan harang
dan/jass demi kesmansn dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalsm wmelskuksn transsksi

pembelisn barang dan/atsu jasa;

9]
joi]

Mempayar sesusi d

ngan nilai -tuksr veng
dis%pakati;
i
d. Mengikuti upaya penyelesaiasn hukuw  senghkets
H .
perhindungam konsumen secars patut,

o 13




Sedangkan hak pelsku usshs zdslsh

3.

Hak‘ nntuk menerimsa pembaysran yang sesuai
dengaﬁ kesepahkatan mengensi kondisi dan nilai
tukar barang dan/atan Jasa | vang
diperdagangksan;

Hak untuk mendspat perlindungan hukum dari
tindaksn konsumen vang beritikad tidak baik;
Hak untuk rehabilitasi namas baik apabils
terbukti secaraz hukum bahwa kerugian konsumen

tidak diskibatkan oleh barzng dsn/stasn  jasa

vang diperdaganghkan;

Hak-hak vang distur dalan ketentuan

perundang-undangna lsinnva.

1

Y
Sementars kewsjiban pelakn uwezhs adalah

a.

Beritikad baik daslam welakukan kegistan

us%hanya;

Me#berikan informasl yang bensr, Jjelas dan
1

ju?ur mengenal kondisi dan  jaminan  barang

da%/atau Jasz serts memberi = penjelassan

peﬁggunaan, perbaikan dan pemelihsrsan;

Memperlakuksn atau melayani konsumen secars

benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Menjamin mnta barang. dan/stsu Jsss vang

diproduksi 'danfatau diperdagangkan

befdésarkan hetentuan stander mutu barang

daé/atau Jasa yvang berlakn;

Co
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el

e. Memberi hkesenpatsn kespada konsumsn nntuk

2

oba barsng dansatan jasa

b

g et men

.

menguii d
CIVEAY! ceria  wemberi  Jawminan dan/atsan

51 atas barang/jasa vang dibuat dan/atan

f. Mewberi kompensasi, ganti  rogi dan,/stzu

T
“r

penggantian stas kerugian akibsat penggunaan,
pemakeizsn dan  pemanfasian  Darang dan/atau
jasa vang diperdaganghkan.

Menberi kompensssi, ganti  rugl dan/atan

oAl

pengganti  spabila barang dan/atan Jssa  yang
diterima atzn dimsnfaztkzn tidsk sesual

dengan perianian.

2.4 Tinjsuan terhsdap pencantumsn Klasunanls Baku

]

Dalam UY Perlindungsn Konsumen pidai

memberikan definisi tentang perjanilan  baku,

o

tetapi merumskan Klansula Bslu sebsgai  seblap

aturén stzu hetentuan dan syarat-syvarat yang

tela& dipersiapkan dan ditetapkan terlebih
|

dahuiu secars sepihak oleh pelahke usshs yang

dituanghkan dalam sustu  dokumen can atan

i)

perjsniisn vang mengikai dan walib dipenuhl oleh

konsumen (passl 1 =snghks 103,

oF
o
o

Dalam keten s wmengensi  klsusunla  baka

ini distuyr dslasm Bab V ifentang REetentusan

Pencantumsn FKlsusula Bakn vang hanva fTerdiri

J




dari ssztu pa

sal, valtuo paﬁal ig8. Pasal 18

tersebut secars prinsip mengastur mengenal dua

macam larangan vyasng diberlshkuhkasn bagi pPars
palakn usashz .yang membuast perdjaniian baku
dan/atau mencantumhkan klausula bakn cdalam

perjanjian vang dibust olehnva. Fassl 128 avat

(13 mengatur

mengenai larangsn pencantuns

klsusnla baku, dan paszl 18 ayst (2) mengatur

mengensai “bentuk” stsu format serts penulisan
I

perjanjian baku yang dilarang.

i
i
|
i
\
|
|

Mernarut pasal 18 ayvat (1) dikatskan bahws

para prelakn usasha dslasm menswsrkan barang
dan/a%au Jass vang ditujukan untuh
diperbagangkan dilarang nembist atan
mencantomkan klausuls baku pada setisp dokumen
dan/atau perjanjian dimansz kizusula baku

tersebut akan
z. Pengalihan
b. Henvstakan

penyerabsn

konsumen;

mengakibathkan
tanggung jawab pelaku usshs;
balwa pelakn usaha berhak menolak

kembali herang vang  dibelidi

¢. Menystakan bahwa pelaku usahs berhask wmernolak
renyerahan hembalil sang ysng dibavarkan atas
bharang dansaten  Jasss  vang dibeli oleh

konsumen;

d. Menvatskan

remberian  kussa dari konsumen

kepada pelakn ussha baik secsrs langsung
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i

madpun Lidak langsung vntuk melskunkan segala
tindsalkan sepihak berkaitan dengsn barang yvang
dibeli oleh hkhonsumen secara sngsursng
kS

Mengatur perihsal pembuktian atas Lhilangnya
kegunsasn barang atan pemanfsatan 3Jssz  yvang
dibeli oleh konsumen;

Memberi hak kepadas pelsahn ussha nntuk
me@gurangi menfaat jzss atan mengurangil harts

kekaysan hkonsumen vyang menjadi  obyek jual

"beli jass;

Menyatzhkan tunduknya konsumen kepads,
peraturan yang berupa sturan baru, tambahan,
lanjutan dan/ztsu pengubashasn lanjutan vang
dibuat =epihak oleh pelsku usshs dalam mass
konsumen memanfaatkan‘jasa vang dibelinvs.

Menvatshkan bahwe hkonsumen wemberi kuass,
kepads pelaku ﬁsaha untuk pewbhebsnan hsk

tanggungan, hak gsdsl, =tzua  hsek jaminan

terhadsp barasng vyang dibeli olel: konsumen

ecara angsaran.

selanjutnya dalam pasal 18 ayat (23
dijelaskan bahwg pelakn usahs dilarang

mencantumkan klansuls baka vang letak bentuknys

sulit terlihat atsu tidak dapat dibsca secars

jelas, ~atan vang pengunghapannysa sulit

dimengerti.

7
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Sebagai konsekuensi atas pelanggaran
terhadap ketentuan pasal 18 avat (1) dan avat
(2 tefsebut,'pasal 18 syst (3) U Perlindungan
Konsumen menystakan batzl demi hnkom dalasm  arti
perjanjian dianggap tidak pernsh sda dan tidak
mengikat pars pihsk. Sehinggs atas  kebatalan
demi hukom dari klsusuls sebsgsimsns  dizebuthksn
tersebut, maka avat (4) nva mewsiibhksn parsa
relaku ussha antak menvesusiksn klsusnla  bakn

vang bertentangan dengan Undang-Undsng ini.

Jadi pads dussrnys Undang-Undang
Perlindungan EKonsumen tidak melsrang pelaku

usaha untuk mewhust perjaniisn bakn vang memuat
Klausgla Bakn atas setiap dokumen dan/atan
rerjanjian transzksi usshs perdagangan barang
dan/atéu Jasa, zelams dan sepanjsng Perjanjian

Baku dan/atan Klausula B=zskuy tersebnt tidak

‘mencamtumkan, ketentuan sebsgaimana dilarang

dalam pasgal 18 baik syat (1) maopun aya: (2.

Tinjauarn Terhadap Aspek Relenbagsan dalam
perlindungan EKonsumen

i

IDalam Undang-undang Perlindungan Konsnmen

!
s : .
f . ' : :

dikatakan bsahwa Pemerintazh bertsnggung Jjawab
|

atas :

pembinasan penyvelenggarsan verlindungan

: .

Rongum?n vang menjamin diperoliehnva hak konsumen
|

dan pe}aku usaha serta dilakeanakannya kewzjiban

18




konsumen dan hewajiban e tahy nsahs. ntuk
mewaindhannvs, wmaks dibentuklah  hadsan vang

secars khusus atan resmi oleh pewerintsh, mauapun

sWwesta, vaita

1., BPEKN (Bsdan Periindungsasn ¥Eonsumen Nazional) a
Dalam ketfentusn umam, BSsdan Perlindun-
gan  Konsumen Nasionasl tBPKH) adalal  bsdan
vang dibentuk nnituk membaﬁtu npeva pengembsn-
gan perlindungsn  Konsumen, VENE  Henpunysi
tugas (Pasal 34 humaf £, menesrins pengaduaan
tentang perlindungeon konsumen darl masyars- {
kat, lembags pérlindungan konsumen, swadaya
masyarakat ztan pelshe ussha. Sekalipun ;
| :
fuﬁgsi badan ini hanva memberikan ssran  dan E
peétimbangan kazpada pemerintah dalam upayvse %
meﬂgembangkan perlindﬁngan hornsumen  (pasal %
33), tetapi ia berhak dalsm  menjslsnkan

fungsinys itu untuk wenerims perngsduan konsua-

g

men .  BFEN  berkedudukan di  Ipukots Hegsars
Republik Indonesia dan bhevtsnggung Jawab =
kepads Presiden. 5
|
|
2. Lembags Perlindungsn Konsumern Swadava é
Masyvarakat ;
Dalam Undang-Undang Perlindungan g
'ansumen, lembaga rerlindungsn konsumen i
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swadaya didefinisikan sebagai lembaga non-

peﬁerintah vang terdaftar dan diakuil oleh

Pemerintah vang mempunyai kegiatan menangani
perlindungan konsumen.

Dalam rumusan pasal 44 ayat (3,
dikatakan bahwa lembags perlindﬁngan konsumen
swadaya masyarakat mempunyai tugas vang
mel%puti kegiatan-kegiatan sebagail berikut

a. menyebarkan informasi dalam rangka
meningkatkan kesadaran atas hak dan
kewajiban dan kehati-hatian
konsumen dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jass;

b. memberikan nasihat kepada konsumen
vang memeylukannys;

¢. bekerjasama dengan instansi terksait
dalam upaya mewujudkan perlindungan
konsumen; .

d. membantu konsumen dalam
memperjuangkan haknya, termasuk
menerima keluhan atan pengaduan
konsumen;

e. melakukan pengawasan bersana
pemerintah dan massyarakat terhadap
pelaksanaan perlindungsn konsumen.

2.6 Tinjauan terhadap upaya penyelesaian sengketa
konsumen (UU Perlindungan Konsumen)

Sengketa konsumen dapat diartikan sebagai

setiap perselisihaﬁ antara konsumen dan penyedis
| barang ' dan/atau Jjasa (pelaku uszha) dalam

hubungan hukum satu sama lain mengenai sustu

produk tertentu. °%4)

j 94) AZ Nasution, 1895, Hukum dan Konsumen, Pustaka Sinar

Harapan, Jakarta, hal. 178.
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Menuyut Undang-Undang Ferlindungan EKonsu-

meri, vang dimaksud konsumen adalah konsumen

ghkhhir. loleh karens itu senghkets konsumen dalam
behassn ini  adalah hanys melibatkan antars
pelahku ashs dengan pemakai langsung barang
dan/atau Jasa. Konsumen Yang mersss dirugikan
akibat méﬁggunakan harang dan/ataﬁn jasa dapsat
menuntut ganti rugi kepada pelakn usaha yang
memproduksi barang dan/atsu jasa tersebut.

Henvelesaian sengkets konsomen dapat
dilakukdn melalni cars-cara perdamsilsan _ atau
musyawa%ah (mediasi) mavpun melszlui  instansi

H
vang berwenang. Penyelesaian senghketa melalui

instansi vang berwenang dapat dilakukanr dengan

CHTE |

1. Mengsdukan =atan melaporkan perihsl gangguan
atas kepentingan konsumen melslui instansil
Pemerintah vang terkait, vang bherdasarkan
hukum publiik mempunyai kewenangan
administrstif terhadap perusahsan-perusahaszn
dalam linghkup wewensangnvsa;

2. Hemasukkan - gugatan perdats, sehubungan
pembustan melswsn hukum, tfergantung dari
hubungan hukum antara konsumen dengan pelshko
ussha yang merngikasnnya kepada pengadilan

negerl vang berwenang. 55)

.95) AZ Wssution, 1895, Qp. Cit. hal. 181
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Di dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen% upsys penyelesalan senghkets honsumen
dapsat dihakukan melalul
1, Hon lﬁtigasi {di lu=ar pengadilsn);

2 Litigssi (Pengadilan).

Konsumen vang dirungikan dapat wmenempuh
jzlur melaluil pengadilan atau di lusr pengsdilan
perdasarkan pilihan sukarels para plhak yang
bersengkets. Konsumen  dapal menggugat pelakn
ussha di laar pengadilan melaliui Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPS3K} dan
melaluig peradilan vyang berada di lingkungan
peradilén umun (pasal 45 ayat 1),

éPSK berwenang menvelessikan sengkeﬁa
honsumen melalni mediasi atau arbitrase atan
konsiliasi (passl 52 huruf aj. BPSK wajib
nengelusrkan putusan bergifat finzl dan ﬁengikat
(Pasal 54 ayat 3 Jo penjelasan otentiknya)
paling lambat 21 hari kerja sejak gugatan
diterima' (Pasal 55). Kedudukan BPSK berada di
daersah tingkﬁt 11 yvang dapat menjatuhkan sanksi
adminis%ratif kepadsa pelsaku usaha serts
menetap?an ads atau tidaknys kerugian di pihak

konsumern . Apabila pasra pihak keberstan menerima

putusan, mnaka pengadilan negeri adalah hadan.

vang berwenang untuk memeriksanys kembali (Pasal

56 avat 2). Selanjutnys Kaszssi kepads Mashhamsh
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Agung dapat dilskukan dan wajib mengeluarksan
putusan?dalam waktn paling lsmbst 30 hari sedjak
menerimé ?ermohonan hasasi.

ﬁi - dalam Undang-Undang FPerlindungan
Ronsumen pasal 46 point (1) disebutkan bahwa
gugatan atas pelanggaran pelaku usshs  dapst
dilakukan oleh

. seorang konsumen vyang dirugikan atau shli
waris yvang berssnghutan;

b. sekelompok konsumen Vang menpunyai
kepentingan vang sama; _ ‘
c. lembaga perlindungan konsumern swadaya
masvarakat vang memerabil syarat, vailtu

berbentuk badasn hukum atan  vayasan,  vang
dalam snggaran dasarnya menyebutkan dengan
tegas, bahwa tojuan didirikannys organisasil
tersebut adaliah untuk kepentingan
perlindungsan konsumen dan telah wmelsksanakan
kegiztan sesvnal dengsn anggarsn dasarnys;

d. pemerintsh dan/atau instansi terkslt apabila

barang dan/satau  Jjasa vang dikonsuamsil ataw

dimanfastkan mengakibathan kerugian meteri
vang besar danfatan korhan VEDNE tidalk
sedikit.

Pada prinsipnys penyvelessian zenghkets di
lusr pengadilan diselenggarakan untuk mencspai
kesepakatan wmengensi bentuk dan besarnyse ganitl
ragli dansatau mengeﬁai tindakan tertentu untuk
menjamin tidak terulsngnya lagi Lerugisn vang
diderits honsamen (1ihst passl 47 ni dalam
penjelassn pasal 47 disebutkan bentuk Jaminan
vang dimsksud sdzlah berupa pernvatsan tertulis

vang meneranghkan bahws tidak shkan terulang

kembali perbuatan vang merugikan konsumen

tersebut.
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5T) Max

1989,

Penggunaan zlternatif penyelesalan snatn
sengketa di luar pengsdilan pada dasarnys
merupakan jawaban atas penggunazn hukaw modern,
dimana orientasi penvelesaisn sengketanya lebih
bersifat formil dan tidak menventuh sapek
substansislnya. Dimensi kultursl, mwmagis, dan
humanis, dalam hukum modern menjadi tidsk ter-
sentuh.56) Max Weber mengidentifikasikan hukum
modern sebagai honkum yang memiliki ciri-ciri
(1Y memiliki kuslitas "normatif"” yang umum dan
kurang lebih sbstrak;

(2} merupakan hasgil keputusan-hkeputusan vang
dismbil secara sadar;

(3) diperkust oleh kekusssan yang memaksa dari
negara dalam bentuk sanksi yang diberikan
dengan sengaja yang dikaitkan dengan aturan-

aturan hukum vang dapat dlbpxlakukan melsalui
pengadilan.

(4) sistematis, dan sekuler, karens substansinya

sams  sekali terpisah  dari pertimbangan~
pertimbangsn kesgamaan dan etnis, artinys
‘kesahihannva tidaek tergantung dari kebenaran
morsalnysa dan prosedur-prosedurnys telah
menjadi npayas-upavs rasional—manusiawiaﬁ?)

Penyelesazaisn sengkets melaluni pengadilan
1
sebagaiiciri hukon modern, bagi mssyvarskst yang

| _
sudah terbiasza dengan salam hukum kebizsaan,

i
|

[ .
dap=at dlanggap sebsgai cara vyang rumit dan

mahal. sBdhkan, anggapan ini Jugs berlsku bagt
|

5&) Tim Fakultas Hukum UMS, Upava Penvelesaian Sengkets  di

Seminar Rasionazl, tanggal 7 Cktober
hal. 5

i Weber dalam AAG. Paters dan Koesrini S, Hgﬂgmmudau.
i Perkembangan 'Sosisl Bukn I (Sinar Harsap: 14
halaman 389, SRR 2887

/
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golongan masyarakat maju, terutama  kelompok
masyargkat bisnis, tidak menggunakan sarana
pengadilan atau menggunakan hukum yang sudsah
disepakati. Hasil penelitian dari Stewari'ﬁacau—
lay o8) tentang "Non-Contractual Relation In
Business : A Preliminary Study", telah menunjuk-
ﬁan pada kita, bahwa sarana hukum vyang sudah
disepsakati untuk dijadikan ssarana penyelesaian
sengketa ternyata tidsk selaln digunakan.:Macau~
lay mengatakan bahwa, dalam kenyataannya, seng-
keta-sengketa yang terjadi dalam hubungan bisnis
(perdagangsan ) seringkali diselesaikan tidak
dengan menunjuk padas kontrak yang dibuat (dise-
pakati) atau kepada sanksi huokum vang ada. Para
pelaku bisnis seringkali menganggap bahwa tidak
pernah ada kontrak yvang telah dibuat di santarza
mereka. Apabila terjadi sesuatu, pihak yang
merass dirugikan-lebih baik mengangkat telpon
dan berbicara secars bailk dengan ﬁihak lawan,
Mereka' berprinsip bahwa kelanjutan hubungén
bisnis% lebih penting daripada harus menunjuk
pengacéra untuk menyelesaikan sengketsa.

iMereka juga tidak berpandangan bahwa
kontrak maupun hukum kontrak Justru dapsat

menimbﬁlkan akibat-akibat vang tidak

58) Stewart Hacéulay, Dalam Satjipto Rashsrdjo, Hukum _dso
- Masvarskat, Bsndung, 1980, hal. 122
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dikehendaki, seperti hubungan bisnis menjadi
putus, Hilangnya kepercayaan, hanvak wakiu vang
hilang dan biaya bessar.

Dari realitas sehagaimana VENE
dikemukakan Hacaulay tersebut, menunjukkan bahwa
dalam dunis bisnis, pertimbangsn bisnis lebih
diutamaﬁan daripads pertimbangsn hukum. Hal inil
berarti; bahws sarana di luar hukum, dipandang
lebih efektif dan efisien dalam penyelesalan
sengheta.

Dalam undang-undang Perlindungan Konsumen
dimungkinkam di dalam mengsinkan gugatan secars
kelompo% vang dikenal denga class section. Dalam
mekanisﬁe ini, beberapa konsumen vang dirugikan
oleh pelaku usaha dapat wmenuntut gantli rugi
tidak hanya untuk dirinys sendiri, akan tetapi
untuk ﬁepentingan para konsumen yzng mengazlami

|
kerugiaﬁ vang Sama.

Dengan lahirnys Undang-lndang

Perlindungan Konsumen ini secasrz integratilf dan

komprehensif pada dasarnya tidesk dimaksudkan

untuk mematikan usaha pelsku usaha, tetapil

Justru sebaliknva yskni perlindungan konsumen,

diharapgan‘ dapat mendorong iklim berusaha vang
j

sehat. Di samping merupakan pavuang vang

mengintegrasikan dan memperkuat penegaksn  hukum
di bidang vperlindungan hkonsumen. (Penjelasan

Urum UY Perlindungan Konsumen).
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. Perlindungaﬁ Hukom terhadap hak dan  kepentingan

konsumken da}am perjanjiasn pexbiayasn konsumen

Bertitik tolak dari landasan adanya pengshuan
negara terhadap hak dan kepentingan korsumen, mnaka
kukom  harus memberiksn jaminan perlindungsn  kepada
pars  konsumen, ticdak terkecuszlil konsumen vang
terlibat dalam perjanjian peambiayasn Ronsumer. Padsa
prinsipnya perlindungsn hukom itz hsrus  mewmpunyail
kekuatan hukum, sehingga mampu- mencegah setiap
perbustsn para pelaka asshs nretuk berbust vang dapat
menimbulkan hkerugisn kepads hkonsumern.

Upaya mencegah dan memberantss pelangdaran
tefhadap hali~hak dan kepentingsn honsumen dalam arti
luas, telah menjadi titik  sentral politik
perlindungan hukom bagi konsumen, oleh karenanya
dalam upavas melindungi hsk dan kepentingan konsumen ,
khususnya konsumen yang terlibat dalam perjanjian
pembiayaan konsumen baik dalam Undeng-Undang Womor 8
tahun 1999 tentang perlindungsn konsumen, maupun
dalam Keppres nomor 81 tahun 1988 tentang Lembaga
Pembisyaan serta keputusan Menteri Keuwangan nomer
1251 /KMK l013/1988 tentang ketentuan dan tata | cara
pelaksansan Lembaga Pembisyaan, perlindungan hukum
terhadap konsumen vang terlibat dalam
transaksi/perjaniian pembiayasn konsumen diwujudkan
dalam berbagai bentuk tindakan, mulai dari vang
hersifat preventif, eduonkatif, wmaupun represif,

8v




dengan mengenakan sanksi-sanksi hukum terhadap
setiap peiaku nsahs yvang melskukan pelanggaran.
Adapun Qentuk upayas hakom vang telah
dirsncang sebagail =istem pelavanan perlindungsn
hukum kepada konsumen yvang terlibat dalam perjaniian
pembiayaan konsumen dapst berups  tindakan vang
bersifat sadministrstif, pertanggungjawazban perdats
manpnun pertanggungiawabsn pidans.
a. Tuntutan pertanggungjisawaban perdata
Dengan telah keluarnya Undang-Undang nomor
8 tahun 1999 tentazng perlindungsn konsumen, maks
bagi hkonsumen vyang terlibat dsalam perjaniisn
pembiayéan konsumen yang hak dan kepentingannysa
dilanggar oleh pelaks usaha vang dalam hal ini
adalah perusahaan rembiavaan konsumen dapat
mengaiukan tuntutan hukum secars perdsta, baik
melaluil élembaga vang bertugas nenyelesaikan
senghets %ntara konsumen dan pelakn usaha, maupun
melialni Elembaga _peradilan vang herads di
lingkunga% peracdilan umawm.
. Haﬁ ini sebagaimanaz dinyatskan daslam psszal
45 Undang-Undsang nomor 8/1999 vang nrenvatskan

"Setiasp konsumen vyang dirugikan dapsat
menggugat pelskn usahz melalui  lembaga

yvang bertugas menyelesaikan senghkets
antara hkonsumen dan pelakuy us=zhsa s=tay
melaluni peradilan vang herads di

lingkungan peradilan umam" .
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b.

Lebih lanjut dalam ayat 2 pasial tersebut
dinvatakan bahwa

Penvelegsalan senighets  konsumern dagpatl

ditempunh mwelzalnil pengadilan atsan diluar

pengadilan berdassrkan pillihan sukarela
para pihak yang bersengketa.

Dari ketentuasn di atas menuonjukkan  bahwa
dalsm welakukan tuntoutsn perdats para pihak
diberi kebebssan untuok memilih lembada
penyelessian mana yvang dianggsp baik.

Mengenszi tuntutan melalui lembaga di lvar
peradilan menurut Undang-Undang nomor 8 tahun
1998  dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian
Sengketa_ Konsumen yang dibentuk oleh pemerintah

di tiap-tiap Daerah Tingkat I1.

Tuntutan pertanggungjawasban pidana

Dalam vpays lebih meningkzthan efektifitas
perlindungan hnkom kepads konsumer, maks dalam
Undang-Undang nomor 8 tahun 1898 tersebut juga
telah ditegaskan bahwa di samping dapsat
dilakukannya tuntutan sscara pefdata, maka bagi

pelaku uszha vyang mnelakukan tindakan vang

‘tergolong ke dalam pelanggaran pidana seperll

. I .
penipuan dapat puls dilakukan tuntutan secsra

]
pidana. |
|
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i
Hs1l ini sehagsimans puls yvang dinvatakan
dalam paéal 45 azyat 3 yang menystskan bahws
“Penyelesaian sengkets di luar pengsdilan
sebagsimana dimaksud pads syst 2 tidak

menghilanghan tanggung jawab pidana
sebagaimana diasifur dalanm Undang-Undang"” .

Dengsn demikisn Jelas kepads para  pelakn
nszaha vang dalam melskukan kegiatannya telah
melskukan tindak pidsna dapst pnls dikenal sanksi

pidana.

Tindakan:administratif

Tindakan adiministratif dalsm NPAaYE
nemberikan perlindungan terhadap konsumen VENE
terlibat dalsm perjanjian pembiayaan konsumen,
secara preventif telah diberikan/ditunanghkan dailam

Eeputusan Menteri Keusngan nomor 125/KMK 013,/1988

tentang ketentuan dan tata cara pelaksanasan
lembaga pembisyaan. Dalam keputusan tersebut
dinyatakan bahwa sepbelum para  pelsko usahs

melakukan kegistannya, khususnys ysng menyvangkut

kegiatan pembigyvaan konsumern, diwajibkan

.mengajukan i3in kepada Menteri EKeuvangan.

Dalam proses pengsajuan ijin tersebut ssalsh
satu  syarzt yvang cukup penting dalsm kaitannya
menberikan perlindungan terhsdap konsuwen yang

terlibat perijanjian pembiayazan konsumen sdalsh

adanys ketentuan vang mensvaraiksn pelaku uvszha
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melompirkan  contoh perjanjian pewmbiayaan vang

akan digunshkan.

Hal ini sebagaimann dimnat daliswm pgssl 13
vang menyatakan gntnk memperoleh  1jin ngaha
permohonsn disjuksn kepads Menteril Kenangan
dengan melampirkan :

5. Aktm pendirian perusahian pembiayvasan vang
telak disyvshkan mermrui kefentuan perundang-
nndangsn vsng berlakn.

b. Bukﬁi pelunasan wmodal vang digetor untuk
Perseroszy Terbatas atsn simpanan pokok dan
simpanan wajib untuk koperasi pede salah  satu
Bank di Indonesisa.

o, Contohlperjanjian pembiaysan yVang digunskan

d. DaftafESusunan Pengnrus Perusshzasn Pemblaysan

e. Nomor Pokok Wajib Pajzk (HPUWE) perusahaan

f. Hersca pembukuan perusahaan pemblaysan

g. Perjasnjisn usahz patungan sntars pihak asing
dan pihak Indonesis bzgi perusazhsan penbiayaan
patungan vang di dalsmnys cercermin arah
Indonesia dalam pemiliksn saham.

Dengan sdanya ketentuan tersebut di atas,

|

o, . .
maka peqerlntah mempunyai peran hkontrol dalam
\

upaya ikut memberikan perlindungan terhadap
konsumen | vang terlibst perjanilsn perblayaan
kongumern .
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Faktof-faktor yang mempengaruhi perlindungan huknm
kepada konsumen yang terlibat dalam perjanjian
pembiayaanjkonsumen

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sebuah
kehidupan Esosial memiliki beberaps aspek varisbel
seperti st%atifikasi sosial, budays, organisasi dan
kontrol éosial. Kondisi kehidupan sosial yang
demikian téntunya akan banvak berpengaruh pula dalam
upays memberikan perlindungan huokum terhadap
konsumen vang terlibat perjanjian pembiayasan
konsumen.

Hsl ini mengingat bahwa konsumen adalah

marusia vang hidup di tengah—tengah kehidupan

"sosial. Dengan demikian berbagai faktor tersebut di

stas baik secars langsung maupun tidak akan turut
menentukan upava perlindungan hukoem terhadap

konsumen.

4.1 Faktor stratifikasi soszisl
Stratifikasi sosial adalah sspek vertikal
dari khehidupan sosial. Perbedsaan kedudukan
konsumen dengan pelaku usaha menyebabkan
sulitny=a mendapatkan hak-hak konsumen vang
seharusnya 1a dapatkan. Hal ini sebagaimana yang
dinyatékan oleh Black bahwa Law Varies directly

with stratification. °9)

53) Donald BlackL The Behavior of Law, Academic Press, Inc
New York, 1973, hal. 4
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Dengan demikian semakin rendah kedudukan
sosial seseorsng, maks hukompun  semakin  tidak
mampr memberikan perlindungan.

Faktor bndayz hukum

Budaya hukuom merupskan aspek simbolik
dari suatu masyvarakst. Budaya hnkum dapat
mempengaruhl cara berpikir dan bertingksh laku
dari seorsng manusia. Lawrence H. Friedmen
seorang ahli dalam studi hukum dan masysrakat
mengartiksan budaysa hunknm sebsgsi niiai-nilsi dan
sikap anggota masyarakast yang berhubungan dengan
hukum yang memberi pengaruh (pogitif atau
negatif) kepads tingkah lzku vang bertemali
dengsn hukum dan pranata hukum. 60>

Termasuk bagian dari budaya hukum =adalsh
keinginan untuk menvelessikan perkarsa di
pengagilan. Sebagail con;oh dalam beberapa
kebud%yaan niat untuk berperkara cdi muka
pengaéilan diseyogysakan sebagai upays terakhir\
Semen%ara ‘itu, pada kebudayaan vang lain hal

berpeikara di pengadilan dianggap sebagsai

perbuatan vang lumrah atau perbuatan biasa

sehari-hari.
Konsumen Indonesis sebsgsi bagisn dari
masyarakat yvang menjunjung nilai-nilai komunal,

tidak terlepas dari pengaruh budaya masyarakst

60) Lawrence M. Friedman, Dalam Buku S=ztjipto Rahardjo,
Hukum dan Masvaraksat, Angkasa, Bandung, 1980, hal. 82.
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B81l) George

et

di sekelilingnya, bahkan sebzgai individu vang
tidak tergabung dalam satu kelompok, dia terlaln
mudah dikendalikan oleh kekuasasn yang berasal
dari 1uar dirinyas seperti kultur, norms dan
peranan-peranan sosial. 615

Pengaruh tersebut terlihat dari sikap
nmasyarakat sebzgal konsumen yang selalu pasrah
dan nrimo saja atas perlakuan menyimpang vang
dilakukan pihak pelaku usaha, Masyvarakat
Indonesia dengan cara berfikir vang +tidak mauw
ambil pusing dan menganggsp bahwa kecurangan
pelaku wusaha sebagai halnys kekhilafan belzka
saja, mengahkibatkan tidak munculnyé tuntutan
terhadap rars pelaku_ ussha  yang merugikan
konsum?n Jika ditelusuri dalam aspek budaya
nampak%ya budaya menerims sesuatn dengan aps
adanyaﬁ menghindari konflik dan Merass
dirinyélah vang lalail semsakin menunjokkasn adanya
kesadaran hukum yang warang pada diri konsumen.

Dengan demikian hokum tidsk memihak pada

kepentingan konsumen.

Ritzer, Dalam Bukn Alimandan, Sosiologi Ilmu
erpavadigmns Ganda, Rajawali Pers, Jakarta,

1982, hsl. 13.
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4.3 Faktor Organisasi

4.4

Organisasi merupakan aspek korporasi dari
kehidupan sosigl. Semzkin besar sebusah
organisési, maka semakin besar puls kekuasaan
vang dimilikinya. Pelakn usaha dalam hal ini
perusahaan pembiayaan konsumen semakin sulit
dijerat oleh hukum atan mematuhi kétentuan vang
berlaku dikarenakan kekwasaan yang dimilikinya.
Hal ini sebagaimana dinyataksn oleh Dorald Black
bahwa "Law Is greater in a direction tovardless
organization than toward more organisation’. B2

Konsumen yzng berkedudukan lemah, ketika
berhadapan . dengan korporasi yang mempunys.i
organisasi vang besar dan birokrasi vang “rumit"”
akan semakin menempatksn konsumen sebagsi pihak
vang selalu dirugiksn, tathkala pengzjusn klaim
tidak .sebanding dengan ussha mendapatkan ganti
rugi dari pihak perusshszan dengan posisinyas vang

kuat.

Faktor kontrol sosial

Kontrol sosial adalah aspek normatif dari
kehidupan sosial. Dialah yang mendefinisikan dan
merespon tentang apa yang baik dan apa vang

buruk, aps yang legal dan aps vang tidak legal.
£3)

82) Donald Black, Op. cit, hzal. 85
63> Ibid, halaman B7
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Kontrol ansinl dapat dilakukan oleh

maoyarakat, pemerintah, aparst rengal huhkum

maupun lembaga pendidikan, lembaga awadayva

konsumern . ROUSumen sebagal pihak yang dirngikan

dapat mengadukan keluhannya melznlnl lembaga

swsadave . nesyarakat gseperti YLKI wmaupun LPZK,

]

selanjutnya lembagsa tersebut  shkan meneruskan

padsa piﬁak yang hervenzig.
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BAB IIX

HASiL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian

1. Diskrips=i Perusahaan Pembiayaan Konsumen {(Congumers

Finance Company)

Dalam dunia unsahs di Indonesia.kegiatan usaha
pembiayaan konsumen tergolong relatif masih baru,
sehingga perhatian orang terhadap bidang usais itu
masih kurang, padahzl bile dilihat dari azpek
ekonomi kehadiran usaha pembiéyaan konsumen di
Indonesia ini akan dapat mendorong laju perkembangan
perekonomian. Bukan saja menambah dan memperkays
jasa-jass lembaga keuangan, akan tetapi juga
membantu masyarakat konsumen yang memiliki dana
terbatas wuntuk dapat meningkatkan taraf hidupnya
denéan cara membell barang secars mengangsur.

Di Indonesia usaha pembiayaan konsumen ini
malai dikenal sejak keluarnya keputusan Presiden
nomor B1 +tahun 19888 tentang lembaga pembiayaan.
Dengan kelunarnya keputusan tersebut yang merupskan
landasaﬁ] operasional bagil kegiatan pembiayaan
konsumengdi Indonesia, mska kegiatan usaha di bidang
Jjassa keuéngan semakin bervariasi.

Menurut keputusan tersebut bidang usaha dari

lembaga pembiaysan itu meliputi
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1) Sewsa Guna Usaha

2) Modal Ventura

3) Perdagangan Surat Berharga -
4) Anjak Piutang

5) Usaha Kartu Kredit

8) Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen sebagai salah satu bidang
usaha dari lembaga pembiayaan diselenggarakan oleh
suatn peruszhaan yang dizebut perusshaan pembiayaan
konsumen. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan
pasal 1 ayat 6 vang menyatakan bahwa Perusahasan
Pembiaysan Konsumen (Consumers Finance Company)
adalah badan usaha vyang melaknkan pembiayaan
pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan
sistem pembayaran angsuran atan berkala.

Untuk dapat melakukan khegistan usaha
pembiayaan konsumen, menurut Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesisa nowncr 488/KHMK.017/1885
tentang perubahan Keputusan Menteri Keuangan nomor

1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1868 tentang

ketentuan dan tats cara pelaksanaan lembagsa
pembiayaan.
Perusahaan pembiayaan tersebnt harus

memperocleh ijin usaha dari Menteri Keuangan dengan

nengajukan permohonan yang dilampiri

a. Akta pendirian yang telah digahkan menurub

ketentuan perundang—undangan vang berlsku;
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Bukti pe lunasan modal disetor dalam bentuk

deposzito berjangks pada sslah satu Bank Umum di

Indonesia dan dilegalisasi oleh Bank penerima

getoran;

Contoh perjanjian pembiayaan vang sakan digunakan;

d. Daftar nama direksi, dewan komisgaris dan pemegang

sgham disertail dendan

1) Idbntitas diri berupa fotocopy Kartn Tanda

Pe?duduk (KTP) atau paspor

27 Daftar Riwayat Hidup

|
33 Bu?ti berpengalaman operasional di bidang

1
|

p@rusahaan pembiayaan atau perbankan
r

bagi
sqlah satu direksi
43 Sﬁrat pernyataan tidak tercatat menjadi
debitur macet di sektor perbankan

e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NP¥P) perusahaan;

f. Neraca Pembukaan Perusahaan;

g. Perjanjian Usaha Patungan antars pihak asing dan
piha% Tndonesis bagi perusahaan patungan;

h. Suraé pernystasn tidak berkeberatan dari Bank
Indoﬁesia bagi bank yang ménjadi pemegang sahamn
perusahaan;

i. Penjelasan Direksi Perusahaan teﬁtang kesiapan
operasional.

Mengenai perkembangan perusahsan pembiayaan

di Indonesia sejak kelunarnya keputusan Presiden

nomor 81 tahun 1988. Berdasarkan lsporan yang dibusat
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oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia per 31

Oktober 1993 diketahuil hahwa Jumlah perusahaan
pembiayaan  yang mendapat ijin untuk melakukan
kegiatan usaha menunjukkan perkembangan yang semakin
meningkat, terutama bagi perusahaan pembiayasn yang
melakukan kegiatan lebih dari satn jenis kegiatan
nsaha (multi financel, termasuk di dalamnys adalsah
kegiatan usaha pembiayzan konsumen. Hal ini
sebagaimana terlihat di dalam tabel di bawah ini
Tabel 1

Jumlah Perusahaan Pembiaysaan
Dengan Satu Jenis Kegiatan Usaha

Peruszhaan Pembiayaan {1888 1890({19911{1982}1983
Dengan Satu Jenis Usaha
i J
Pembisvaan hkonsumen - 4 2 2 1 2
{PE> l ’
( Jumlah - ( 2 ( 2 ( 2 l 2 ‘

Sumber : Departemen Keuangan RI

Tabel 2
Jumlzh Peru=zahaan Pembiayasan

Dengan Lebih dari Satn Jenis Kegistan Uszha/

Multi Finance (termasuk di dalamnya ussaha
pembiayasan konsumen)

Perusahaan Pembiayaan |[1888}1830 1991199211883
Dengan Lebih satu jenis
usahsa
]
- 8@gu, ¥, PK 2 8 12 20 27
- MV, F, PK 1 - - - -
- 8GU MV, F, PK - 7 g 10 11
- 8GU, F, RK, PK 5 5 5 5 i1
- 8GU, MV, F, KK, PK ] 21 24 28 28
( Jumlzh 14 t 41 { 50 | 63 | 77
Ket
3Gl = sewa Guna Usaha MV = Modal Venturs
F = Factoring EE = Kartu Kredit
PE = Pembiaysan Ronsumen ‘
Sumber : Departemen Keuangan RI
I oy}
UPT-PUSTAL - TNDE
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Dari kedusm tabel di atas terlihat bahwa
perusshaan pembiayaan dalam bentuk Multi Finance
menunjukkan perkembangan yvang lebih mengonjol
dibandingkan dengan perusshaan yvang hanya bergerak
di bidang pembiayaan konsumen saja.

Selanjutnysa dilihat dari kepemilikannva
berdasarkan data statistik vang diperoleh dari
Direktorat Jenderal Lembaga Keuangsn Departemen
Kenangan Republik Indonesia psadsa tahun 1998
menunjukkan bahwa jumlah perusahaan pembiayaan =yang
dimiliki secara patungan masih lebih sedikit bila
dibandingkan dengan perusahaan nasionzl.

Hal ini sebagaimana terlihat dalam tabel di
bawah ini.

Tabel 3

Jumish Perusshsan Pembiayaan

i
Dengan lebih dari satu jenis kegiatan usaha

(Multi Finsnce) dilihst dari kepemilikannva

per Oktober 1888

Uraian ( 1998 (
A. Peru$ahaan Patungan 35
B. Peru§ahaan Nazsionsal : 162

i
Sumber : erartemen Kenangsn RI
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Mekanisme dan Konstruksi hukum pembiszyaan  konsumen
pada perjanjian pembiayaan konsumen sertas kesesuaian
dan ketidaksesuaian dernigan ketentunan pindam meminjam
dalam RKUH Perdata. |
Dari hagil penelitian vang dilakukan
diketshul! bahwa ada beberaps tahapan yang dilalui
dalam mel%kukan kegiatan pembiayaan konsumen.
Tahapan—tahapan vang dilalul itu adalah
sebagai berikut |
2.1 Tahap Prs Transaksi
Pada tahap ini, masing-masing pihsk mazih
mencari keterangasn dan melakukan tawsr mensawar.
Bagi perusahaan pembiayaan konsumen pads tahap
ini, di samping menawarkan produk/jasa
pembiayaan kepada masyarakst, Jugs mencari
informasi dengan melakukan survey kepads para
pemohon untuk melihat mengénai sampal sejauh
mana kemampuan pemohon fasilitag pembiayaan
dapat mengembalikan pinjamannya. Bila hasil
survey menunjukkan bahwa kemampuan pemohon
dipandang dapat memenuhi persyaratan vang
ditentnkan, ﬁaka permohonan itu skan dikabulkan,
sebaliknya bila dari hasil survey yang dilskukan
oleh petugas dari Perusshaan pembiaysaan,
memandang pemohon tidak wmemenuhi persyaratan,
maka permohonan tersebut skan ditolak. Demikisan
pula sebaliknya, pada tahap ini konsumen/pemohon
vang memerlukan dana pembiayzan masih mencari
informasi/keterangan mengenai Jjasa pembiaysan
vang cocok/sesual dengan kebutuhannya, baik

mengenal besarnya dana pembiayssn vang bisa
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[a]
]

diperolieh, besarnya bungsa, lamanva/tenggang
waktu angsuran, maupun mengenai syarabi-syarat
vang akzn menjadi beban/kewajibannys.

Bils dari hasil mencari informasi mengenai Jjassa

pembhiayasan vang dibutuhkan, mendapat
kesesuaian/kecocokan, malka konsumen akan
mengsjukan permohonan ~ kepada perusahaan

pembiayaan dengan melampirkan dokumen pelenghkap
vang meliputi

aj Daftar penghasilan pemochon

b) F@to copy KTF pemohon

C) Féto copy Kartu keluarga pemohon

d) Rekening listrik pemohon

Tahap Transaksi

Pada tahap ini masing-masing pihak telash sepakat
antuk melakukan ikatan dengan .ditandai
dilaﬁukannya penandatanganan azkta perjanjian
pembﬁayaan konsumer: vsng isinya antara lain
meng%tur mengenai

i
Para pihak vang menjzdi subyek perjanjian

a2 .
b. Dﬁyek perjanjian

Q

Ketentuan dan syarai-syarat perjaniian  yang

meliputi

1; Ketentuan tentang csars pembayaran
2. Resiko atas barang

3. Penyershan Jjaminan

4. Hak dan kewajiban atas barang

5. Jaminan

8. Ketentunan tentang asuransi

7. Ketentuan tentang wanprestasi
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8. Ketentuan tentang berakﬁirnya perjanjian

g. Ketentuan tentang hukum yang berlaku dan
yurisdiksi pengadilan |
10.Lain-lain
Setelah para pihak meﬁandatangani akta
Eerjanjian tersebut, - uﬂtuk selanjutnya
perusazhaan pembiayaan kon%umen akan sggera
merealisasi perjanjian jters:ebut dengan
menyediskan dan menyerahkaﬁ danz pembiayaan,
vang atas dasag kuasa déri konsumen dsna
tersebut langsung diserah%an kepada penjual
nntuk membayar ﬁarga barang vang dibeli oleh
konsumer: .
Setelah harga barang dibayar, maka penjual
akén menyerahkan penguaséan barang kepada
konsumen sedanghksan dokumen kepemilikan atas
barang tersebut diserahkan%képada pefusahaan
vang membiayai pembeliahi barang tersebut,
sebagai jaminan fiducia.
Untuk selanjutnys sesuail ﬁadwal vang telsah
ditentukan, konsumen ; membayar hutang
pembisyzan tersebut seca&a berkals kepads
perusahaan pembiayaan konsumern .
Untuk lebih Jjelasnya df bawah 1ini ahan
ditampllkan shema mékanisme kegiatan

pembiayaan konsumen sebagéi berikunt

/‘(D Lor SoSlRT wot )I\%
“57|(Dealer sepe 8 motor) |-

Perusahaan
Pembiayssan

VIR

Konsumen'

AT A
SN

Pernsahzan &,ﬁ”’

Asuransi
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Keterangan

1. Perusahaan pembiaysan menawarkan produk/jassa
pembiayaan.
2. Konsumen yang berminat mengajuhan permohonan

fasili%as dana pembiayvaan.

3. Perusaﬁaan pembiayaan melskukan survey untuk

melihat kemampuan/kredibilitas konsnwmen dalam

mengembalikan pinjaman. -/

4. Konsumen vang memenuhl persyarastan nenandstangani
kontrak/akta perjanjian pewbiayaan konsumen, dan
pada ?aat yang bersamsan dapsat puolas diikuti
dengan!penandatangaﬁan perijanjisn ssuransi.

3. Selesaﬁ penandatangsnan akta perjaniian
perusahaan pembiayaan membayar harga barang vyang
dibeli oleh konsumen secara tunati.

&. Penjuai menyerahkan penguasaan barang kepada
konsum?n, sedangkan dokumen kepemilikannya
diserahkan kepada perusahzzn pembiayazan sebagal
jamipan fiducia.

7. Koﬁsumen membayar hutsng pembiayaan secaré
berkala, sesnatl jadwal vang telah
ditentukan/disepakati.

Dari mekanisme kegiatan pembiayaan konsumen

di =atas, maka dapat ditarik sustu pengertian bahws

konsumen membeli barang kepada penjual/desler sepeda

motor, tetapi membayar kepada perusahaan. pembiayvaan
konsumen  sedara‘ berkals, pefusahaan' pembiayzan
konsuﬁenfvémbayar hargs y&ang normal secara kontan
kepads penjual, dan menerima secara bertahsp uvang
pembglian itu ditambah ganti rugi untuk pembilayaan

dual ' beli itu dari kongumen. Jadi bukan




penjual/dealer sepeda motor, melsinksn perusahsan
pembiayaan vyang menanggung resiko zpabila konsumen
tidak dapat melunasi harga pembeliznnyz. Karens itu
perusahaﬁn pembiavaan meminta janii jaminsn fiducia
dari barang vang dibeli tersebut sampai seluruh
hutang pembiayaannya telah dilunasi oleh konsumen.
Lebih 1lanjut berdasarkan hasil penelitian
diketahui bahwa hkonstruksi hukum dari perjaniiasn

pembiayaan konsumen sebagaimana tergambar di  dalam

mekanisme pembiavaan konsumen adalah sebagai

berikunt

1. Subyek hukum yang menjadi pars pihak dalam
perjanjian pembiayaan konsumen =adsalah pihak
perusahaan pembiavaan konsumen di s=satu sisi
berhadapan dengan pihak konsumen di sisi lain, di
samnping itw ads pula pihak lain' vang ikut
terlibat di dalamnya sebagsi syarat atau
pendukung adsnya pembiayaan konsumen adalah pihak
penjual dan pihak perusahaan asuransi.
Dengan demikian ada 4 pihsk vang terlibat dalam
kegiataﬁ pembiayvaan konsumen valtu
1. Perusahaan pembiayaan kornsumen
Z. Pihak hkonsumen selasku peminjam
3. Pihak penjusl

4, Pihak perusahaan asuransi

Z. Sedangkan vang menjadi obyek hukum dalam

rPerjanjian pembiayvazn konsumen adalsh penyershsan
dans pembiayaan bagi konsumen untuk membeli
barang dan pembayaran kembali hutang pembiaysan

itu secara berkala.
%
y

108




Adzpun ketentuasn dan syarat-syvarat 1lain yang

diperjanjikan dalam perjanjian penbiayvaan

konsumen adzlah

a. Ketentusn mengenzali csra pembayvaran pads bagisn
ini ¢ diperjsnjian mengenai bagaimans pihak
kon%mmeﬂ melskhukan pembavarsn secara berkals
kepéda rerusshzan pembiayaan konsumen.

b. Ketentusn mengenai resike stas barang
Pads bsgian ini diperjsnjikan bahwa pihak
konsﬁmen gselaku peminjam bertanggung Jawab
sepémuhnya atas setiap resiko dalam bentnk
apapﬁn, sehubungan dengan remilihan
pengiriman, penvershsan dan/atan penerimaan
barang vyang akan dibeli. Dan dengan adanys
resiko tersebut tidak menunds atan membebaskan
konsumen untuk melskukan pembsyaran =sngsuran
hntang pembisyszan.

c. Ketentuan mengensi penyerashan barang Jaminan
oleh pihak konsumen.
Pada bagian ini ditentukan bshwa penyerahsn
barang Jaminan secara fiducia berlakn sejak
ditandatsnganinys akts perjanjian.
Dan penyerahan barang jaminan secara Fiducia
ini disertai dengan kewajiban menyerahkan
surat-surat, faktur-faktur dan/atau dokumen-
dokumen dan lain-lain bukti kepemilikan satas

barang Jjaminan.

d. Ketentuan mengensi hak dan kewajiban atas

barang Jjaminan.

Pada bagisan ini diperjanjikan bahwa konsumen
selakuy peminjam wéjib merawat dan menjags
keutuhan barang jaminan.

Dan tidak mewminjamkan, menjaminkan atau
membebani dengan hak jaminan, serta menjusl

barang Jjaminan.
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‘Ketentuan mengenai asuransi

Pada bagian ini pihak konsumen-selaku peminjan

diwajibkan mengasuransikan barang Jaminan

untuk menghindari terjadinya resiko wmusnah

atau hilangnya barang jaminan dan memwberi

kuass kepsada perusahaan pembiavaan konsumen

untuk mengajﬁkan claim/tuntutan penggantian

asuransi. |

Ketentuan mengenal wanprestasi

Pada bagian ini diperjanjikan bzhwa konsumen

selaku peninjam dinyatakan wanprestasi dan

tidak perlu dibnktikan dengan cara apapun

tetapi cukup dengan terjadinya peristiwa sbb

1. Konsumen_ tidak atau dagal melakukan
pembayaran angsuran hutang pembiayaan 2
‘(dua) kali berturnt-turut dan/atsau

2.%Konsumen tidak merawat dan menjags keutnhan

-\ébarang jaminan dan/atau

33.%Konsumen meminjamkﬁn, menbebani ataun
;menjual barang Jaminan dan/gtau

4.€Barang jaminan disits pihak lain

Keéentuan mengenzai berakhirnya éerjanjian pada

bagian 1ini diperjanjikan bahwa berakhirnya

perjanjian di samping karera telah dilunasinya

hutang pembiayaan, juga dapat berakhir karena

sebab—sébab sbb :
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1. K%nsumen selakn peninjam me lakukan
w?nprestasi

Z. B%rang jaminan musnah atan hilang

3. Kékayaan konsumen mengalami kemundurarn,
sehingga dipandang tidsak mEamph lagi
melakukan pembayaran angsuran hutang
pembiayaan

4. RKonsumen selaku peminjam din?atakan pailit

Dengan berakhirnya perjanjizan maka.

1. Perusahaan pembisyaan konsumen berhak
menuntut sisa hutang pembiayaan yang masih
ada baik yang teiah jatuh tempo maupun yang

belum jatuh tempo untuk seketika dan secara

tunai

2. Perusshaan pembiayaan konsumen berhak untuk

menjual barang Jjaminan dan memperhitnﬁgkan
dengan sisa hutang yang masih ada
3. Perusahaan penblayasan konsumen ‘berhak
menerima uang penggantian asuransi karena
musnah atau hilangnya barang Jaminan.
Ketentnan mengenai hukum vyang berlaku dan
yurisdiksi pengadilan
Pada bagian ini diperjanjikan pula bahwa hukum

yvang berlakn adalah hukum Indonesia. Dan

apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan

secara kekeluoargaan berdasarkan musyawarah
nntuk mafakat, Jika tidak berhasil akan

diselesaikan melalui pengadilan.
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i. Ketentuan lain-lain

Pada bagisn ini diperjanjikan bahwa segala
beban pajak dan bea materail menjadi tangguang
jawab konsumen selaku peminjam.

Di samping itu hal-hal vyang belum diatur

apabila diperlukan akan dlatur dann ditetapkan

kemndian berdasarkan kesepakatan secara
tertulis.
Selanjutnya sampail sejauhmanakah ada

kesesu;ian dan ketidaksesaaian antara konstruksi
huakuam é perjaﬁjian pembisyaan konsumen derngsan
konstrhksi hukom perjanjiazn pinjam meminjam dalam
KUH Perdata.

iDari hasil penelitian vang dilakukan
i

terhad%p data sekunder vang didukung data primer

l
diketahuil bahwa adsa ketidaksssuaian dan

keéesuaian antara konstruksi hukam perjanjian
penxblayaan konsumen dengan konstruksi huknm
perjanjian pinjam meminjam dalam KUH Perdata.
Mengenai ketidaksesuaian iiu antara lain
menyangkut
1. Bentuk dari‘perjanjian
Pada perjanjian pembiayaan konsﬁmen bentuknva
adalah tertulis. Sedangkan - pads pinjam

meminjam bentuknya bisa tertulis bisa lisan.
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Subyek perjanjiian

Pada perjanjian perblayaan Lonsunen vang

®
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meniadi pihak pemb
perusahaan pemblsyazsn WKonsumsen zedanghkan pihak

enerimanya adazlak konsumen selzhy peminiem.

Le)

Ni samping  itu dslam  perjaniian perbizvazn
Lonsumen melibatkan pulm pinzk  penjual  dan

bisa Jugs percorangan,

periu melibatkan pihsk lain selsin pemberi
pinjaman dan penerima pinjaman.

Obhvek perjaniian

Pada perjanjizn pexblayaan Ronsumen vaEnRZ
nenjadi cbyek perjanjian hanya Deruapa  uvang,
sedangkan pada pinjam meminjsm obyeknya dapat

berupz uwang dan barang vang menghabils karena

Sedanghan pada pinjan meminiam tuinannys
adalah unituk mewberi pertglongan, sehinggs
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5. Hengenal Jjaminan
Pada perjanjian pembiavaan konsumen

mensyvaratkan ada Jawminan, gedangkan padsa

perjanjian pinjam meminjam tidak mensvaratkan

adanya Jjaminan.
|
. Sedangkan mengenai kesesnalan antara

perjanjian pemblayaan konsumen dengan perjanjian

i N

pinjamg meminjam masing-masing plhak penerima
‘)

1

pembia&aan/pinjaman harus mengembazlikan hutang

pembiayaan/pinjaman.

%. Hubungan Hukum Pihak-pihak dalam perjanjian

pembiayaan konsumen dan perlindungan rakumnya bagi
konsumen vang terlibat dalam perjanjian pemblayaan
konsumen
3.1 Hubungan huokum pihak-pihak dalam perjaniian
pembiayaan konsumen
Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan baik terhadap data sekunder vang
didukung oleh data primer dipercleh hasil bahwa
hubungan hukum vang terjalin di antara para
pihak itu pada dasarnys merupakan realisasi dari
adanya perbuatan hukum yang disebui perjanjian.
Sebagaimana tergambar dalam mekanlsme
kegiatan pembiayaan konsumen, ada beberapa pihak
vang terlibat, yaitu

1. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen

1:1!2 .




2.

3.

4.

Pihak konsumen

Pihak penjual

Pihak perusahasn ssuransi

Mengenai bsgaimana hubungan huakum di antara pars

pihak itu dilakuokan di hewah ini, untuk lebih

jelasnys sakan ditampilkan skemza/bagan hubungan

hakum di antara para pihak tersebut.

o

H32 | Penjual C e HZ
é,,/% | ﬁ\\NQ -
. Perusahaan P -1 N Konsumen
" Pembisayzan N > x T
Perusahaan ¥éjﬁi?
Asuransi
Keterangan : ‘ .
H1 Hubungsasn hukum berdasérkan perjanjian

H3

H4

pembiayaan hkonsumen

Hubungan hukum berdasarkan perjanjian
jual-beli

Hubungan hukun berdasarkan penggantian

kedudinkan kreditur (subrogasi)

* Hubungan hukum berdasarkan perjanjian
| ‘
: penanggungan.

7

3. 1.1 Hubungan Huknm antarsz Perasahsan Pembiayaan

Konsumen dengan pihak Konsumen
Berdasarkan hasil penelitian vang
dilakunkan diketahui bahwa hubungan hukum vang

terjadi antarsa perusshzan pembisysan konsumen
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deﬁgan pihak konsumen selazku peminjam terjalin
atas dasar perbuatan hukum vang disebut
perjanjian pewbiayaan konsumen. |

ﬁengenai sampail sejauh mana hubuugan
hukum antara pernsahaan pemrblayvaan konsamen
dengan pihak konsumen selakn pewminjam, dapat
kiéa ketahui di samping dari naskah akta
pefjanjian vang memuat hak dﬁn kewaﬁibam para
pihak sebagai perwujudan dari huabungan di
antara mereks. |

Habungan hukum antars perusahaan
pembiayaan hkonsumen dengan konsumen selaku
pemninjam dapat pulas diketahui dari perzturan
perundangan vyang berlaku, sebsgalmana halnya
vang terdapat di dalam Undang-Undang
rerlindungan konsumen yang mengétur tentang
hak dan kewajiban bagi para pelaku usaha dan
konsumen}yang termasnk di &alamnya ardalah Pagi
pelaku usaha Vang bergerak di bidang
pembiayaan.konsumen‘

Adapun mengenai hak dan kewajiban
sebagai perwuajudan dari hubungan hukum antara
perusahaan pembiavaan konsumen dengan pihak
konsumen selaku peminjam dari hasil penelitian

adalah sbb
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2. Pads tahap pra Lransaksi

2.1 Bagi perusshsan pewmbiavaan konsumen

Haknya adalah

Menolak stasu menerims permohonan dana
pembiayvaan vang diajukan cleh honsumen.
Hal ini tergantuang dari hasil survey

perusahaanr pembisyasn konsumen terhsdap

konsumen tentang bonzfiditas atan
kemampuan membayar kembali hutang

penblayaan secsars berkala.

Sedangkan kewajibsnnyva adalah :
Memberikan informassi vang bensr, Jelas
dan Jjujur mengenai Jasa pembiayazan vang
ditawarkan. Dan wmemperiakokan atan
melayvani korsumen secars benar. dan
jujur serts tidak diskriminstif.

Bagi konsumen selsky pewminiszam

Haknva adalah

ﬁenerima informasi vang bensr, Jelas
dan Jujur mengenai Jasa perusahaan
pembiavaan konsumen.

Sedangkan kewajibannys adalsh :

Membaca atan mengikuti petunjuk
informasi Vang diberikan oleh
rerusahsan  pembiayaan konsumen dan
beritikad baik  dalam  melakukan

transaksi.
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b. Pada tahap transaksi
b.l Bagi perusahsan pembiayaan Konsumen

Haknya adalah h

- Berhak untuk menagih untuk menagih
pintang terhadap konsuvumen selakn
peminjam pada tanggal vang telah
disepakati

- Berhazk menerima penvershan hak milik
peminjam secara fiduclis atas barang
yvang dijadikan jaﬁinan hatang

- Berhak untuk menagih pembayaran atas
segala sesuatu vang terhutang
seketika dan asehkaligns, apabila
terjadl peristiwa sbb :

a. Konsomern tidak melakukan
pembayaran angsuran hutang
pembiavyah 2 (dus) kali berturut-
turut

b. Konsumen tidak merawat dan menjaga
keutuhan barang Jaminan

c. Konsumen meminjambkan, nemnbebani
atau menjual barang Jjaminan

'd. Barang jaminan disita pihak iain

- Berhak menerims pembayaran di bawah

polis asuransi
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Sedangkan kewazjiban dari perusahsaan

pembiayaan pada tahap transaksi ini

adalah :

- HWenyerahkan danz pemblaysan

- Wajib membuat pembukuan dan catatan
yang benar dan Jjelss, 2guna menjadi
bukti vang lengkap dari semus jJumish
peminjaman vang telah diangsur

- Wajib menyerahkan kelebihan uang
hasil penjualan barang Jawinan
apabilza terjadi penjualan atas barang
jaminan pada saal terjadinya
wanprestasi

- Wajib memberi hompensasi, ganti rugl
dan/atan penggantiag apabila jasa
yang' diterima atau dimanfaathan

konsumen tidak sesual kesepakatan.

h.2 Bagi hkonsumen selaku peminjam

Haknya adalah

- Hak nntuk mendapatkan dana pembiayaan
sgsuai dengan kesepskatan

-~ Berhak menggunakan barzng vang
dijaminkan secara fiducia dengan baik

- Berhak memperoleh kelebihan uang dari
hasil peniualan barang jawinan Vvang
dilakukan oleh perusshzan pemblayaan

konsumen

1T




Sedangksan

Berhalk untuk mendapztkan advokasi
perlinduangan dan upava penvelesailan
gsengkets perlindungsan konsumen secars
patut

kewajiban dari konsumen

selaku peminjam adalah

perusahaan

Wajib membayvar huténg pemblayaan
secara berkals

Wajib menyerahhkan hak miliknya secara
fiducia kepada perusahaan pembiayaan
konsumen

Wajib membayar denda keterlambatan

sebesar 0,1% {sztu per mil} untuk

setiap harli kelaswbastan pembayaran
angsuran hutang pembilizvazan

Wajib untuk merawat dan Vmenjaga
barang Jaminan
Wajib untuk mencedeer kepada
pernsahaan pembisyaan konsumen dan
pembliayaan akan
menerlimanya dsalam cessie, semus hak
dan tagihan yvang dipunvsi konsumen
terhadap perusshzan ASUTansi
berdasarkan perjanilan asuransl vyang
ditutup oleh konsumen untnk kerusakan

dan resiko izin atas barasng Jaminan

fiducisa.
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«5.1.2 Hubungan Hukum Antars Penjual dengan Kongumen

selaku pembeli
Mengenai hubungsn hukuw antara penjual

dzau'pL konsumen, ini terjadi atas dasar adanya
per%natam mikom vang disebnt perjanjian Jual
beli. Hunculnya pihak penjual dalam kegiatan
peméiayaan konsumen merupakan svarat pendukung
dilakukannya perjanjian perbiayaan konsumen.

L
Sejéuh manakah hubungan hokum antarz  penjuaal
dan konsumen selaku pembeli berdasarkan hasil
penelitian diketahul bahwa
a. Pada tahap pra transsksi

a.1 Bagi pihak penjual

Rewajibannyva =adalah

- Memberikan informasi vang benar,
jelas dan jujur mengenail kondisi dan
jaminan barang vyang diperdagangksan
serta memberikan penjelasan mengenal
penggunaan, perbaikan dan
pemeliharaannya.

-~ Hemperlakukan atan melayanl . konsumen
selaku pembeli secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif

- Hemberi kesempatan kepadsa konéumen

nntuk menguji dan/atau mencoba barang

vang diperdagangkan

" 449,




Haknya adalah :

Henerima atan menolak penawaran
konsumen . ﬁal ini tergantung
kesanggupan konsumern memenuahi

persyaratan vyang dltawarkan penjual
seperti kesesusian mengernal . harga
barang.
a.2 Bagi pihak konsumen selakn pembelil
Kewa]jibannya adalah
- Hewbaca  dan mengikoti petaniuk
informasi  dan prosedur  pembelian
‘barang
- - Beritikad baik dalsm melskukan
.pembelian sepeda moior
™~ . Haknya adalzah
i’ Berhak mendapatkan informasi  yang
i benar, jelas dan jujur mengensl kondisi

=]

barang vaug dibeli Jdan herhak uantuk

diperlakukan atan dilavani secara benar
dan jujur serta tidak digkriminatif.
b. éada tahap transaksi

é.l Bagi pihak penjual kewajibannysz adalah

- Henverahkan penguasaan/pemakaian

sepeda motor kepadsa konsumen
- Menanggung kenikmatan tentram dan
! cacat tersembunyl atas barang/sepeda

motor.
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Sedangkan haknya adslah

- Menerimza penbayaran harga sepeda
motor 5ésuai dengan keéepakatan

b.2Z2 Bagi pihak konsumen selaku pembeli

Kewsjibannyva adalah

— Membayar harga sepeda motor melalul
perantara perusahaan pembiayaan
konsumen .

Sedangkan haknya adalah

Menerima penyerahan sepeda motor dan

berhak atas kenyamanan dan keselamatan

dalanm memanfaathan sepada motor
tersebut.
Hnbungan Hukum Antara Penjual dengan

Perusshaan Pembiayaan Konsumen

Mengenai hubungan hukum antara penjual

- dan perusahaan pembiaysaan konsumen berdasarkan

hasil penelitian diketahul bahwa hubungan
hukum tersebut terjadi atas dasar subrog?asi,
vaitu penggantian hak-hak si berpiutang oleh
pihak ketiga (yang daiam hal 1ini adalah
perusahsan pembiayaan konsumen )}, vang membayar
kepada si berpiutang (yang dalam hal ini

adalah penjual).
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Timbulnyva piutang/tagihsn itu berasal
dari jual bell antara penjnal dengan konsumen
sejauvhmans hubungan hukum antara penjual
dengan perusahaan pemblayaan konsumen . Hal ini
terlihat dari hak dan kewaJiban vang +imbul di
antara wmereka. Berdasarkan hasil penelitian
hak dan kewajiban para pilhak itu adalah
sebagai berikut
a. Pada tahap pra transaksil

z.1 Bagi pihak penjual

i Haknya adalah

’ .
Mendapatkan informasi yang benar, Jelas

dan jujur mengenai jasa pembiayaan yang

dilskukan oleh pernsahasn pemblayaan
konsumen untuk membavar harga barang
vang dibeli oleh konsumen.
Sedangkan kewajibannya adalah
Membaca atan nengikutli petunjuk
informasi vang diberikan oleh
perusahaan pembiayaan konsumen.

é.z Bagi perusahaan pemblayaz.d konsumen
Haknya adalzah
- 'Berhak mendapatkan informasil vang

benar, Jjelas dan Jujur.

Sedangkan kewsjibannya adalah

d Memberikan informasi vang benar, Jelas

dan jujur kepada penjusal.

t2o




Dengan demikian pada tahap pra
transaksi ini kewaliban masing-masing

pihak zdalah saling memberikan

infornzsi veng benar, Jelss dan

b. Pada tahsp btransazhsi

b.1 Bsgi pihak penjuzl

b.

dengan

Haknya adalah

. Meneyims pembzyazrsn harga barang dari
perusahaan pembliayaan Lonsumen  Vang
dilakukannya atas nama kKonsumen.

Sedang kewajibannya adalash -

Menverahkan dokumen-dokumen kepemilikan

sepeda motor yang terdiri dari BPEEB dan

faktur-faktur kendarasn bermotor.

Bagi perusahaan pemblayaan konsumen

Haknya adalah :

Menerima penyerahan doknmnen-dokumnen

kepemilikan sepeds mofor

Sedangkan kewajibannya adalah :

Hembayar harga barang/sepeda motor atas

nama konsumen.

%+ 1.4 Hubungan Hukum Antars Perusshaan Asuransi

honsumern.

Mengenai hubungan hukum antara konsumen

dengan perusahaan asuransi dalam kegiatan

pembiayaan konsumen dari hasil venelitian

1.23%




5 tmbungan hersebut terjadi atas

P

tehni bah

[ 5
=
Ny

dezazr perbustan hokuom yvang disebut perjanjian

3

asuransi.

Sampai sejisvch mans hubungan hukoam  di
antarsz para pihak, dari hasil penelitian
diketashui bahws hubungan tersebut adalal
zebagsal berikut :

a. Pada tazhap pra transaksil
a.1 Bagi Perusahaan Asuransi

Haknva =zdslsh

Menerima atau menoclak permohonan vyvang

disjukan oleh konsumen selaku pemohqn.

Hal ini tergantung dari kesanggupan

vemohon meneniii persyaratan vang

ditawarkan.

Sedanghkan kewajibannya adalah

meuberikan iﬁformasi vang benar, Jelas

dan jujur mengenal Jjass yang ditawarkan

o)

Bzgi pihak konsumen

Haknva adaliah

- Wenerimzs informasi yang benar, Jelas
dan jujuer mengenai jasa asuransi yang
akan dimanfaathkan.

Sedsngkan kewajibannys adalah :

- Hembaéa " dan mengikoti petuniuk

informesi dan  prosedur pemanfastan
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b. Pads tahap transaksi
b.1 Bagi perusshsan asursnsi
Haknva adalah
Menerims pembaversn oreml asuaransi
segnal dengat kesepakatan.
Sedangkan kawzlibannya sdalsh :
Membayar uang perlanggungan pads s=at
terisdinyae peristiwas vand menimbulian
perhanggungan
.7 Bagil honsuwmen
Haknyva =zdalah
Menzagih asng pertanggungazn pada =sasat
terjadinya peristiwa yang menimbulkan
' pertanggungan.
Kewajibeannva adalah ¢
Membavar premil asuransi sesuzl
hesepakatsan.
Dokumen—-dolumen veng diperliukan dalam

perjanjian pemblsysan konsumen

Ontuak keperlgam sdministrasi dan
penilaian  lavasbh tidaknva konsamen menerims
dana pembisyaan dari perusahazan penbilayaan

rta untuk wmenjzlin kesinambungan

B

honsumen =

mubungan ukum

sdsnva  dokumen-Zokumen  yang

LUPT-PUSTAK-UNDID,

H




mendokundnys hain pads saat sebelum

HERS S Y

dilakuksnnys transsksi (ors transahksil) maupun

seteiash dilakukannyvse transsksi.

Admonn dokumen—-dokumen yvang diperiokan,

[N

herdasarkan hasil penelitisn diketalmi adslah

i. Pads tshap pra transaksi

Sebelum JlldhuﬂﬂﬂﬂYa transsksi, maka

pihek  perusshsan pembiavasn konsuomen akan
meninta dohumen zebagal persyaratan

dikehnlihar atan tidaknys permohonsn dana

1. Surast keterangsn penghasilan pemohon
2. Foto copv TP pemohon

2. Fotc copy ¥artu kelusrgs pemohon

N
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Dokumnen VENRE diperiukan nritnk
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e
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mwkum antzra  peruasahaan

pembisyesn konsumen dengan konsumen selakn

[

peniniamn, herdassarkan  hasi cenielitian

i. Akts perianiian pembizvaan konsumen vang

telah ditandstangsrni oleh kedus belah
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3 7 Perlindungan

perd

ghuyat-surat sebagsl tanda pukti

]

wepemilikan barang vang dijaminkan

secara fiducis, vaitu

- RBPKB (Bukn Pemilik Kendaraan Bermotor)

- Faktur-faktar kendarsan bermoLor

Kwitsnsi tanda penbayaran hargs barang.

[n]

hukum bagi konsumen vang terlibat

anjian pemblayazn konsumen.

Dari hasil penelitian vang dilakukan

Lerhsdap data sekunder vang didukung oleh data

primer mengensl bagalmana pelaksanaan

perlindungan bmkur bagi konsnuel yang rerlibat

konsumen diperoleh

perjaniian pembiaysasll

nasil/keterangan vang menuniukhkan bahwa upaya

teyhadap konsumen

memberikan perlindungsn hukum

melalul berbsagal peraturan perundangwundangan,

sebagaimans halnya Undang-Undang Perlindungan

wonsumen Yang gacars khusus dituivkan untuk

member ikan perlindungan terhadap konsumen

rernyats belum dapat berijalan sehagainang vang

diharaphksn.

Relum berjalannys perlindungan hakum bagil

khornsumertt , pada perjanjilan pembisyaah konsumern,

terlihat dari proses atay tahep-tahap transaksi

vang Adilakukan cleh pars pihak.
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3.2.1 Pada tazhap pra transaksi

-Péda tahap ini transaksi belum
terjadi, konsumen masih mencari keterangan
dimana Jasa pembiayaan dapat diperoleh,
beraps danaz pembiayaan yang bisa didapat,
berapa besarnys bunga vang harus dibayaf
dan ayarat-syarat aps vang ia harus
pennhi, sgerts mempertimbangkan herbagai
Fasilitas atau kKondisi dari transaksi
pembisyasn yang skan dilakuksn. Sehubungan
dengan hal itu, maka informasl tentang
jasa pembiayaan yang akan didapat memégang
peranan penting. Tnformasi yang benar dan
bertanggung jawab {informative
information) merupzkan kebuatuhan pokok
koncsumen sebelum ia dapat mengambil suatu
keputusan untuk mengadakan, menunda atau
mengadakan transaksil bagil kebutuhan
hidupnya.

Putusan pilihan konsumen yang benar
mengensl barang atau Jjasa yang iz butubhkan
(informed choice) sangat tergantung pads
kebenaran dan bertanggurng jawabnya
informasi vang diberikan oleh pelaku
unzsha. Informasi Vang setengah benar,
menvesatkan spalagil informasi vang menipu

dengan sendirinysa menghasilkan putusan
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vang dapat menghasilkan putusan vang dapat

menimbnlkan kerugian material pada
konsumen, karena keliru, salah atau

disesatksn dalam mempertimbangkannya. Oieh

karensa itn dalam npayva memberikan

perlindungan hukum kepada konsumen vang
berksitan dengan persoalan ini Undang-

Undang Perlindungan Konsumen Homer 8 tahun

1999 pads pasal 7 telah mewaiibkan kepadsa

para pelakn usaha antars lain untuk

a. Beritikad baik dalam melskukan kegiatan
unsahanyva.

h. Memberikan informssi yang benar, Jjelas
dsn jujur mengenai kondisi dan Jaminan
barang dan/atsn Jasa serta memberi
penjelasan

Memperlakukan atau melsyani konsumen

aQ

seczrs benar dan  Jjujur serta tidak
diskriminatif.

d. Menjsmin muitu barang dan/atan jasa yang
diproduksi dan/atau diperdagangkan
berdasarkan ketentuan standar matu
barang dan/atan jasa yang berliahkn.

e. Hemberi kompensasi, ganti rugi dan stau
penggantian apabila barang dan atau
jasa vang diterima atau dimanfaatkan

tidak =esuai dengan perjanjisan.
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Dengan telah ditetapkannya beberapa
kewajiban vang harus dilaksanakan oleh
para pelakn usahs sebagaimana tersebut di
atas, vang menjadil persoalsan dalam
penelitian ird sdalah apakah upsya
perlindungan hukiem  terhadap konsumen,
khusmsnya konsumen yang terlibat dalam
perisniian pemblavaan konsumen pads tahsap
pra transakeil telsh berjalan sebagaimana
vang diharapkan.

Dari hasii penelitian vang
dilakukan gdiketahul bahwa ternyata
kewajiban pelaku usahs untuk memberikan
informesl vang benar, jelas dan Jjujur
sebelum transaksi dilakukan tidak
diinformasikan seluruhnye kepada konsumern.

Ronsumen hanys mendapatkan

informasi sebatzs besarnya dana pemblayasan

vang bisa didapat dan dalam tenggang waktu

berapa kali angsuran dana pembiayaan
tersebut harus dikembalikan.

Sedanghan mnengensil sysrat-syarat
perjaniian vang akan menjadi
hebsan/kewaliban " konsumen selamz tenggang
wahtu angsnran berlangsung tidak

diinformssikan.
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Dengan demikian pada tahap pra
sransaksi upava perlindungan hukum kepada
perbiayaan

konsuamen dalam kegiatan

konsumen belun berjalan sebagaimana vang

diharaphkan.

Pads tahap transaksi

Pads tahap ini, yaitu pada %fahap
dilaskukannys pengikatan sntara perusahaan
pembiayean konsumen dengan pihak konsumen
selaky pemindam, Vang ditandal dengsan
dilskuhkannya penandatanganan akta
perjanjian pembiaysan konsumen oleh para
pihak.

Bagaimanakah dengan npava
perlindungan hukun bagi konsumen pada
tahap ini. Bila kits mengacy pada

perlindungdan

ketentuan Undang-Undang

konsumen, mzka di dalam pasal 18 Undaug-
Undayg tereebut teinh dinvatakan secars
tegas bahwa

Pelske usaha dilarvang membuzt atau
mernosmhanmkan klausula  baku  pada setisp
dokumen desn/atan perjsniian spabilla
a. Henvatskan pengslihan tanggung jawab

pelaky vssha
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d.

Menyatakan vembarlan kuasa dari
hornsumen kepacds pelakn usshs baik
secars lsngsung msupun tidak langsung
nntuk melakonkan segals +indakan sepihak
vang merkaitan dengan barsng Vang

dibeli oleh konsumen secara ANgSNrall.

Mengatur ~ perihal pembuktian atas
hilangnyvs kegunaan barang atan
pemanfaatan jsss vang dibeli oleh

konsumern.

Memberi hak kepsda pelaku usahs untuk
mengurangl manfaat jasz atay mengurangil
herta kekavasn konsumen Yang menjadi
cbyvek jual beli Jasa.

Menyatakan tunduknya konsumen khepada
perasturan  yang berupa aturan baru,
tzmbshan, lanjutan dan/stau pengubahan
lanjutan vang dibuat sepihak cleh
pelaku uszha dalan MESA konsumen
memanfastkan jasa yang dibelinya.
Menyataksan bshwz konsumen memﬁeri kuass
kepads pelaku usahs nntuk pembebanan
hak tanggungan, hak gadai, =stan hak
isminan terhadap barang vang dibeli
oleh konsumen Secars angsural.

Pelaku nsaha dilarang mencantumkan

klausula baku yang letak dan bentuknysa
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sulit terlihzt atan tidak dapal dibaca
secara Jjelas ataun yang pengungkapannyva
sulit dimengerti.

Dengan telah ditetapkannva mengenai
ketentuan pencaniunan kizusula baku
sehbagdalimana teréebut di atas, vang
bertujuan untuk melindungi konsumen dari
prilskn pelaku usaha yang membuat klausula
hakn, maks diharapkan upaya perlindungan
b kam .terhadap konsumen padsa tahap
transshksil dapat.terwujud.

Mamuan demikian dari hasil
penelitian yvang dilakukan diketahni bahwa
upaYa perlindungan hukum yang secarsa
normatif telah diberiksn kepadas konsumen,
ternyatz di dalam pelaksanasnnys masih
belun berjalan sepenuhnyva. Hal ini
terunghap dari hszsil penelitian vang
dilaknkan baik terhadap data sekunder
mzupun dats primer yang berksitan dengan
transaksi pembiayazn konsumen.

Dalam transaksi tersebu£ konsumen
vang mengikathan diri dengan pihak
perusahsaan pembisyasan konsumen langsong
discdori akts perjanjian yang isinya telah
dibaknkan. Dari hasil penelitian lebih

lanjut terungkap bahwa isi klausula bakn

“13%
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tersebut ternyata tidak mencerminkan rasa
keadilan dan bertentangan dengan ketentuan
pemcantuman klazusula baku sebagsimana yang
Undang-Undang

diisvaratbian oleh

perlindungan konsumen sebzgsimana tersebut

di atas.

Adsapurn imi  klasusula bazkn vang
merupakan syarat perjanjian pembiayaan

konsumen yeang isinya tidak mencerminkan

rasa keadilsn itu sntaraz lain adalah :

1. Klausula vang mengatur mengenai cars
pembavarasn angsuran.
Pada bagian 1ini dinvatakan bahwa
apabila pilhak kedua { konsumen)
bermaksnd untuk membaysr atzn melunssi
seluruh atan sissa hutang pembiavaan
vang wasih adsz, baik yang telsh Jatuh
tempo maupun  yang belum Jjatuh tempo
untunk seketika dan sekaligus, maka
pihak pertama (Perusahsan Pemblayaan
Ronsumen ) berhshk sepenuhnya untuk
menetaphan besarnya pelunasan di  muka
yvang hsrus dibayar pihak kedua disertal
hak untuk mengenskan denda. atau
discount kepﬁda pihak kedusa.

Adanva klaugula hakn Semacam

itu, vang memberiksn hak sepenuhnya
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kepads pihak pertams untuk menetapkan
besarnva pelunasan dan dends/discount
akan dapat menimbulkan kesewenang-
wenangsn pads pihak peritams, pada saat
konsumen bermgksud melunasi sisa hotang
Vang harus dibayar sakhetiks dan
sekasligus.

Klausuls vang nengatuar mengensi
asuransi.

Pada bagizn ini dinyatakan bshwa untuk
menjamin hak dan kepentingan pihak
pertams {(Perusshsan Pembiayvaan
Konsumen)l atas barasng Jaminan, wmaka
pihak keduaz (Konsumen) berkewaiiban
untuk dan atas hisvs gsendlri
mengasuransikan  barang jaminan "dengan
syarat-syarat dan kondisi vang
ditentuksn oleh pihak pertans pada
perusahasn ssuransi yang ditunjuk oleh
pihak pertamaz. Lebih lanjut pada ayat
beri&utnya dinvsatahkan bahwa

Untuk keperlnsn sebagaimana dimsksud di
stss, pihak kedus menyvatazkan dengan int
memberi kuasa vang tidak | dapat
dicabuts/dibatalksn  karena sebsb  atau

alassn  dan  dengsn  cara  apapun Jugea

kepsda plhak pertams.
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Untuk mengurus dar mengajukan
claim/tuntutan penggantian asuransi dan
rindaksn-tindakan lain yang diperlukan

untunk memperoleh BANE penggantian

ssuransi tercebut, khusus tetapl tidak

b 22

terbatas  untuk mengurns EBerita  Acars

Kepolisian atas hillang atan musnahnya

barang Jaminan, menenering nsng
penggantiasn BSNTANS 1 dan kemudian

memperhitungkannya dengan selurnh atsu
siss hmtesng pembisyasn pihak kedus vang
nasih ads setelah terlebih dahnulu
dikurangi dengan biaya dan/atau onghkos-
ornghos yang telah dikeluarkan oleh
pihak pertama untuk menjalankan kuasa
tersebnt. Apsbila hasil bersih nang
penggantian asuransi tersebut melebihi
siss hutang _pembiayaan maka
kelebihannys wenjadi  hak dan akan

diserahksn kepada pihak kedua. Tetapi

pabilsa kur=ng, wmaks kekurangannys

m

menjadi tznggung Jawsh dan harus
dibayvar oleh pihak kedusz kepada pihak
pertama.

Adanva ketentusn/syarat | baku
sebagaimana tersebut di atas vang

menyvatakan - hahwa dalam hal
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mengssuransikan  barang Jaminsan, maka
syarst-syarat dan kondisi serts dengan
pihak peruszhaan asuransi mena konsumen
harus mengiksatkan diri yang menentukan
sdalsh perusahasn pembizysan, hal int
sangatlah bertentangan ésas
konsensuslisme sebzsgsimans tercermin di
dslsm pasal 1320:1 KUH Perdata dan jugs
saas  kebebasan berkontrsk sebagaimsns
ftercermin di dalam pasal 1338 RUH
Perdats. |

Di ssmping itu adanya ketentumsan

vang memberikan kuasa kepads perusahaan

pembiayaan untuk melakukan tindakan
sepihak sebagaimana tersebut
be;tentangan dengan ketentuan
pencantoman - klsusula bzhkn menurut

Undang-Undang Perlindungan Ronsumer .
Klausuls vang mengatur wanprestasi.
Pads bagisrn ini dinyatakan
hahwa
Kongumen dinyatahksn wanpresfasi atau
1alad uwntuk memenuhi kewaijiibannya, dan
hal tersebut tidak perlu dibuktikan
dengan carsa apapunljuga, skan tetapil
cukup dengan terjadinya malah satn atau

lebih keadsan sebagai berikut
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d.

Pihak kedna (konsumen) tidak atau
gagal nemernnhi satn atau  lebih
kewajiban sebagaimans ditentukan
dalam perjanjian ini, khusus tetapi
tidak terbataﬁ tidak melaknkan
pemnbayaran angsuran hutang
pembiayaan 2 (duz) kali berturuf—
turut dan/atan

Fihsk kedus melakukan perbuatan yang
sehzrusnys tidak boleh dilaknkan.
Menurut perjanjian ini Sebagaimana
dimaksud pasal 4 ayat 1 {(a) danfatan
Pihak kedus melakukan perbuatan yang
seharusnya tidak boleh dilaknkan
wmenurut pverjanjiizn ini  sebagsimana
dimaksud paszl 4 ayat 1 (b) dan/atav
Barang jaminan disita stau terancam
oleh suatu tindakan penyitaan pihak
lain siapapun adanya Karena sebab

apapun Juga.

Adapun bunyi pasal 4 syat 1 (a) dan (b)

sebagsimans dimaksud di atas adalah

"Konsumern: sebagsai peminiam aztzs barang

jaminan berkewsjiiban untnk

o,

Merawst dan menjiags keutuhan barang
jaminan dari segala kemungkinkan

rusak., hilang atau musnah satu dan
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1sin hsl atas resiko dan biaysa

sendiri.

b. Tidzk mewminjamkan, menjaminkan atau

mémbebaui dengan hak jaminan,

meniual atsn melakwokan perbuatan-

perbuatan lain VENE bertujuan
dsn/atan berakibat beralihnya barang
jaminan tersebut kepada pihak lain
sispspun  adanya dengan bentuk dan
cara apapun Jjuga.

Adanya hetentuan . mengenail
wanprestasi sebagaimana tersebut di
stas vang tidak memberikan kesempatan
kepada pihak keonsumen untuk membuktikan
bahwa hilang atau russzknya barang

jJaminan itu di luar kegalahan konsumen,

hzl ini menuniukkzn bahwa isi klansula

1t bertentangsn dengan teori
wanprestasil sebagalimans vang telah

diatur dalam RUH Perdata.

Dari hasil penelitian 1ebiﬂ
lanjnat diketahui, bahws apabiia
konsumern melzakukan wWanprestasi, maka
pihak perusahsan pembiayaan konsumen

ahkan mendatsngkesn petugas pemakss untuk

menarik bsasrang Jjaminan dengan bilaya

vang harus dipikul oleh konsumen.
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Tindaksn main hakim sendiri ini
tentunya sangat bertentangan dengan

rnorme malum acars vang berlaka.

Fahtor~-faktor vang meniadi kendala dalam
perlindungan rterhadap konsumen vang terlibat
perjanjian pembiayaan konsumen.

Sebagaimana kita ketahni bahwa dalam upaya
memberikan perlindungan terhadap konsumen,
pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan
perundang-undangan vang éalah gatuy di antaranya
adslsh Undsng-undsng perlindungan konsumen nomer 8

tzhun 1998 vang ditujukan secara khusus untuk

membarikan perlindungan bagi konsumen, tidak
terkecnall adslah konsumen vang terlibat dalam

perjanijian pembiayvsan konsumen.

Mamun demikian dari hasil penelitian vyang
dilskukan, térnyata upaya memberikan perlindungan
hukom terhadap konsumen vang terlibat perjanjian
sembisysan konsumen belum dapat berjslan sebagaimana
vang diharapkan oleh pars pewbuat Undang-Undang.

Dari hssil penelitian lebih lanjut diketshui
ada beberapsa faktor vang menjadl kendala
perlindungan  hukum terhadap konsumen yang terlibat
perjanjian pembiayaan.‘

Fekteor yang menjadi kendala ituv di antaranys

adalah
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Faktor vang berasal dari diri kLonsuwmen itn

4.1
asendiri

Dari hasil penelitisn vang dilakukan
diketahui faktor yang berassl dari diri konsumén
itu terkait dengsan sikap dan randangan
(persepsi)y konsumen terhadsp pelanggaran yang
menimps dirvinvse.

Ada konsumen vang membisrkan saja
relanggaran vang menimps dirinve zds puls  vang
menceobs  wmelakukan pengadnan melsiuil Jlembsaga
aswadaya nasvarakat vang menangani masalah
perlindungsn terhadsp kdnsumen gseperti LPZ2K dan
YLET.

Jumlah konsumen yang mengsdn ke LP2K

pericde 1886 s/d 1998

Hama Perusahsan 1 Konsumen yvang }
Pembiavaan t mengacda L
[ ]
1. PT . Federal Internstionsl k 2 arang ﬁ
Finance ﬁ |
2. PT.Swadharma Indotams 4 orang ,
Finance s ‘
3. PT.Adirs Finsnce k 3 orang \
L l

Sumber @ LPZK
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Dari hasil venelitisn lebih lanjut diketahui adsas
beberaps alssan  vang menjsadi  kendala mengapa
konsunmern membiarkan pelanggaran terhadap
konsumen itu terjadi.

1. Ada konsumern vang menganggap bahws untuk
mengéjukan perkarsa ke pengadilan itu
memer lukan biavya vang tidak asedikit,
sedangkan uang untuk membayvar bizmya itu tidak
ada.

Ads  puls  konsumen vang menganggap — bahwa

%]

pelsnggaran itn merupskan hal vang biasa yang
terjadi di dalam pergaulan hidup
bermasyarakat vang bisa dimaafkan.

3. Dan =das juga konsumen vang tidsk meun repob

dsn tidsk tahwn harus berbuat aps.

Faktor vang berasal dari luar diri konsumen yang
terlibat perjanjian pembiayasn konsumen
Berdasarkan hasill penelitian. diketahui
bhahwa faktor vang berasal dari Iluosr diri
konsumen itn terkait pula dengan siksp dan
persepsi anggotas lewbsga swadaya masvarakat yang
menangani perlindungsn konsumern, seperti LP2K
der YLKI danr jugs apsrat pemerintsh yang terkalt

mengenal perlindungsn konsumern.
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Ada anggots lembzsgs swadasyva masyarakat
vang bersikap tanggap namun  ads  Jugs vang
bersikap tidak tanggsp atau khurang seriuns dalam
nenangani pengaduan konsumen. Demikian juga
sikap aparat pemerintah ads yvang tanggap namun
ada jugsa vang tidak.

Dari hasil penelitian iebih lanjut
diketshui bahws sikap dan pandangsn mereks  itu
dipengaruhi oleh tinggi rendshnyva tingkat
kesadsran hukam mereka bagi mereks vang memiliki
tingkat kessdsran hukum vang tinggi maka sakan
menangani pengsdusn konsumen itw sesuszi prosedur
vang berlaka nasmun bzgl mereka vang memllikl
tingkat kesadsrasn hukom vang rendah, maka  akan

memblarkan pengaduan konsumen,
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B. Analisa Hasil Penelitian

1. Konstruksi Hukum Pembiayaan konsumen padsa perjanjiaﬁ

pemblayaan konsumer serta keseSuaiag,“- dan
ketidaksesuaian dengan konstruksi hukum pinjam
meminjam sebagsimana telah diatur dalam KUHPerdata.
1.1. Analisis terhadap hasil penelitian mengenai
konstruksi perjanjian pembiayaan kqnsumen.
rBerdaﬁarkan hasil penelitian diketahuil
bahwa konstrukszi hukum perjanjian pembiayaan
konsumern memiliki umsur-unsur vang terdiri
dari
1. Adanva beberspa pihak vang terlibat . sebagail
subyehk perjanjian, yaitu
- Perusshazan pembiayaan konsumen
- Pihak konsumen -
- Pihak penjual

- Pihak perusshaan ssuransi

2. Adanvya obvek perjaniian vang berupa
penyedizan dana bagi konsumen antuk
pembelian barang vang pembayarannysa

dilakukan secara berkalas atau angsuran.
3. Adanysa ketentuan dan avarat-syarat
perjanjian yang mengatur tentang
- Carsa pembayaran
-~ Resiko atas barang
- Penyerahan barang jaminan

- Hak dan kewajiban atas barang Jjaminan
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- Asuransi

Wanprestasi

1

Berakhirnya perjanjian

Hukum vang berlsku dan varisdiksi

pengadilan
4. Serta adanyaz bentuk tertulis vang sudah
dibakukan.

Mengksaji sampail sejauh mana unsur-unsur
yvang terdapat di dalam konstruksi perjanjiian
pembiayaan konsumen sebagaimana tersebut di
atas, memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bils kita mengacu padsa pendspat Abdul
Xadir Muhammad vyang menyatakan bahwa pihak-
pihak vang terlibat sebagai subyek perjanjian
sedikit-dikitnya adalah dua orang atan dua

pihak, di samping itu subyek perjanjisn itu

dapat berups manusia pribadi dan badan hukum.64.)

Dengan demikian adanya empat pihak vang
terlibat di dalam perjanjian pemblayaan
konsumen, hal itu bukanlah merupakan masalah,
sepanjang para pihak vang terlibsat dalam
perjaniian memenuhil syarat untuk dapat menjadi
subyek perjanjian.

Menurut . KUHPerdata syarat untuk dapat

menjadi subvek perjanjian adalah cakap

G%I Abdulkadir Muhammad, Op. cit, hal. 80
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ot

melzakukan perbustan hukum. Hal ini sebagaimana
yang dinyvatskan dalam pasal 1320 sub 2
KUHPerdatas bahwa salah satu syarat sahnya
perjanjian, subyek hukom itu harus cakap
melskukan perbuatan hukum. Adapun vang dimaksud
dengan cakap melakukan perbuatan hehum  menurut
pasal 1330 JUHPerdats adalah sudah dewasa dan

ticdak ditaruh di bawah pengampuaan,

Lebih laniost mengksii mengenai unsar
VENE hedus dari konstruksi perjanjian

pembiayaan konsumen sdalah vang menyanghut
obyek perjsnjian. Berdasarkan hasil penelitian
obyek perjanjian dalam perjanjian pembiayaan
konsumen adalah penvedisan dana pembiaysan bagi

konsumen untuk membeli barang vang

pembayarannya dilakukan secara berkala) menurut

Yetiawan, obyek perjanjian itu harus. memenuhi

syarat sbb

1. Harus tertentu atau dapat ditentukan.
Hal 1ini sebagaimans dinyatakan dalam pasal
1320 sub 3 KUHPerdata bahws untuk sahnva
perjanjian obyeknya harus tertentu atan
dapat ditafsirkan dapat ditentukan.

2. Obyek perjanjian itu harus diperkenanksn,
karena menufut pasal 1335 dan 1337
KUHPerdats bsahwa suatu perjanjian tidak akan

menimbulikan perikatan, jiks obyveknya
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bertentangan dengan ketertiban umum atau
kesusilaan atau jika dilarang oleh Undang-
Undang.

3. Dan sebagal syarat yang ketiga adalah
prestasi yvang menjadi obyek perjanjian harus
mungkin untuk dilaksanakan. 6§)

Bila ketentuan mengenal syarat dari obyvek

perjanjisn ini diterapkan pada obyek perjanjian

pembiayaan konsumen sebagsimana disebutkan di

atas, maks apa vang wmenjadi obyvek dari

perjanjian pembiayaan konsumen telah memenuhi
ketiga persyaratan di atas.

Selanjutnysa vang berkaitan = dengan
syarat—syarat perjaniian yang tefdapat di dalam
konstruksi perjanjian pembizayaan konsumen.
Menuruat Abdulkadir Muhammad, syarat-syvarat
perjanjian itu sebenarnys merupakan Lisi
perjanjian, karena darl syarat-sysarat itulah
dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak.

Adanya pencantuman syarat-syarsat
tertentu dalam konstruksi perjanjian pembiayaan
konsumen, bila kita mengacu pada adanya asas
kebebasan berkontrak. Sebagaimana tercermin di
dalam pasal 1338 KUHPerdata, maka para pihak

diberi kebebasan untnk mengatur mengenai isi

65) Setiswan, Op. Cit, hal. 4
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perjanjian. Hal ini sesuai sebagaimana yang
dinyatskan oleh Purwahid Patrik bahwa makna
dari pada pasal 1338 KUHPerdata adalah orang
bebas membuat perjanjian, bebas untuk
menentukan isi, luas dan bentuknya perjanjian.
66 '

Namun demikisn tentunya kebebasan itn
hukan berarti tanpa batas. Ada beberapa
pembatasan yang diberikan oleh KUHPerdatsa
sehubungan dengan adanya ASAS kebebagan
berkontrak ini antara lain asdalah sebagsimana
yvang disebutkan dalam pasal 1320 mengensi
syarst-syarat sahnya perjanjian, kemudian paszal
1321 vyang menyatakén bahwa perjanjian vyang
dilakukan karena kekhilafan, paksaan atan
penipuan adalah tidak =ah, demikian Juga pasél
1335 vyang menyatakan perjanjian tanpa sebab,
sebab vang palsu atau terlarang tidak mempunyail
kekustan hukum.

Dan pﬁsal 1337 suatu sebab adalah
terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang,
atauy berlawanan dengan kesusilaan baik atau
ketertibsn umum, serta pasal 1338 avat 3 vang
menyatakan bahwa perjanjian harus dilzksanakan

denigsn iktikad baik.

66) pyrwahid Patrik, Op. Cit, hal. 1
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perjaniian. Hal ini sesnail sebagaimana  Yang
dinyatakan oleh Purwahid Patrik bahwa makna
dari pada pasal 1338 KUHPerdata adalah orang
bebasg membuat perjanjian, bebas untuk
menentukan isi, luas dan bentuknya perjaﬁjian.
66y

Naman demikian tentunya kebebasan 1tu

bukan berarti tanpa batas. Ada beberapa
pembatasan yvang diberikan oleh RUHPerdata
sehubungan dengan adanya B2S8S kebebasan
berkontrak ini antara lain adalsh sebagaimana
vang disebutkan dalam pasal 1320 mengenal
gsyarat~syarat sahnya perjanjian, kewmudian pasal
1321 vyang menyatakan bahwa perjanjian Vyang
dilakukan karens kekhilafan, paksaan  atau
penipuan adalah tidak sah, demikian Jjuga pasal
1335 vang menyatakan perjaniian tanpa sebab,
sebab vang palsu atau terlarang tidak mempunyail
kekuatan hukum.

Dan  pasal 1337 snatn sebab ! adalah
terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang,
atau berlawsnan dengan kesusilaan baik atau
ketertiban umum, sertsa pasal 1338 syat 3 vang
menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan

dengan iktiksd bailk.

66) purwahid Patrik, Op. Cit, hal. 1
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Den pasal 1340 bahwa perjanjian 1itu
tidak boleh membawa fugi kepada pihak ketiga.

Di samping adanys pembatasan vang
diberikan delam KUHPerdata sebasgaimansa
disebutkan di atas, menurut Purwahid Patrik
kebebasan berkontrak itu harus pula
memperhatiksn peraturan-peraturan dari penguasa

dalam lapangan hukuwm Tata Usaha Negara.‘ﬁﬁq

Dengan demikian adanya pen r:utuman
syarat-syarat perjanjian dalam korstruksi
perjaniian pembisyaan honsumen daspat

dilaksanakan sepanjang pencantuman syarat-
syarat perjanjian itu ' memenuhi
ketentuan/persyaratan sebsgaimans diuraikan di
atas.

Selanjutnya mengensi bentuk tertulis
vang dibuat secara baku dalam pembusatan
koristruksi perjanjian pembiayaan konsumen.

Sebagaimana dinyvatakan oleh  Hondius
beahwa syarat-syarsat baku dalam perjanjisn
adalah syérat—syarat konsep tertulis vang
dimuat dsmlam beberapa perjanjian yang masih
akan dibuat vang jumlahnya tidak tentu tanpa

nembicarakan lebih dulu isinya.:68)

6T) Purwahid Patrik, Op. Cit, hal. 1

68) Hondius, Syarat-syarat baku dalam kontrak )odnpendium
Huokum Belanda, 1878, hal. 140 ‘
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Sedangkan Mariam Darus menyatakan bahwa

perj%njian baky itu memiliki oiri-ciri vsasng
antarP lain

- Isinya ditetapkan secaras sepihak oleh pihak

1
vang posisi (ehonominys) kuat.
- Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut
bersama—-sama menentukan izi perjanjian

- Térdorong oleh kebutuhsnnya debitur terpaksa
menerima perjanjian itu
- Bentuk tertentu (tertulis)
- Dipersiapkan lebih dahulu secara massal 69)
Melihat pengertian dan ciri-eciri dari
perjanjian baku sebagaimana tersebut di  atas
ada .beberapa sarjana yang merasa keberatan di

agtaranya adalzsh Pitlo yang mengemukakan bahwa
perjanjisan standard adalah suatu
"dwangkontract",. karena kebebasan pihak-pihak
yang dijanrin oleh pasal 1338 KUHPerdata sudah

dilanggar. Pihak yvang lemah (debitur) terpakss
menerima hal ini sebab mereks tak mampu berbusat
1lain. T0)

Dan menurut Sluyter vyang mengatakan

bahwa perjanjian baku ini bukan merupakan

69)Hariam Darus, Op. Cit. hal. 10

TY¥pitio

- Bolweg. Het Berbintenissenrecht naar het
Nederlands Bergerlijk wetboek. HD. Tjeenk Willink BY.

Groningen, 19874, hal. 230.

) “__‘?!’t‘(" \ (- YR i
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T%T Sluyter

perjanjian sebab kedudukan pengusaha di dalam
perjanjian itu adalah seperti pembentuk Undang-
Undang swasta (Legio Particuliere wet gever) T1)

Syarat-syarat yang ditentukan pengussaha
di dalam perjanjian itu adalah Undang-Undang,
bukan perjanjian.

Serts Subekti mengomentari mengenai
bentuk baky ini mengemukakan bahwa pelanggaran
terhadap adanys asas konsensualisme sebagaimana
yvang terdapat dalam pasal 1320 sub 1 Junto
pasal 1338 KUHPerdata akan mengakibatkan
perjanjian itu tidak sah dan Juga tidak
mengikat sebagai Undang—Undang..fé)

| Dan Eggens mengatakan bahwa kebebasan

-kehenqak di dalam perjanjian itu adalsah

merupsksan tuntutan kesusilaan. ij

| Mengacu dari beberapa pendapat di atas
menunjukkan bahwa perjanjian baku itu
bertentangan baik dengan BZ85-8288 hukum
perjanjian, maupun kesusilaan.

Neamun demikian mengingat bentuk bsku ini

sering/banysk digunaksan di dalsm praktek

De Standasardcontracten, de grenzen vVvan de

particuliere netgever, kluwer - De venter, 1872, hal. ©

72): Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni Bandung, 1875 hal. 12

T3Y - Dikutip dalam Buku Mariam Darus Badrulzaman, Op.

hal. 33
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hal.

sebagaimana halnya dalam perjanjian pemblayaan
konsumen, ternyata ada pula sarjana yvang
memberi dukungan mengenai keberadaan perjanjian
bakn sebagaimana yang dinyatakan oleh ©Stein.
Bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai
perjanjian berdasafkan fiksi adsnya kemauan dan
kepercayaan (fiectie van wil en vertrouwen) yang
membanghkitkan kepercayaan bahwa para pihak
mengikatkan diri pada perjanjian itu. T4)

"Jika debitur menerima dokumen perjanjian
itu, berarti ia secara sukarela getuju pada isi
perjanjian tersebut.

Lebih 1lanjut Asser-Rutten mengatakan
pula bahwa éetiap orang vang menandatangani
perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa
vang ditanda tanganinya, jika ada orang Vang
membubuhkan tanda tangan pada formulir
perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan
kepercaysan bahwa vang bertandsa tangan
mengetahui dan menghendaki igi formulir yang
ditanda tangani tidak mungkin seseorang menandsa
_tangani apa yang tidak diketahuil isinya;iﬁj

Dari adanya beberaps pendampat sarjansa di

atasg baik vang mendukung maupun Vvang tidak,

T4Y Dikutip dalam Makalah Mariam Darus Badrulzaman, Op. Cit
33 :

{Tﬁ)lbid, hal. 27

152




1.

sehubungan dengan dibuatnya perjanjian baku,
maka penulis berpendapat bahwa penggunaan
perjanjian baku itu pada dasarnya bisa
digupakan, mengingat kebutuhan praktis
meng%endakinya, namun demikian tentunya perlu
pulaﬁ adanya pengawasan sehnbungan dengan
penggunaan bentuk bakua tersebut, pengawasan
yvaeng paling utsma adalah dsari para pihak
sendiri, sedangkan pengawasan lainnya adalah
bila dilakukan oleh pemer intsah dengan
memberikan syarat bagi pars pelaku usahs yang
akan mengajukan ijin usaha supaya melampirkan
contoh konsep perjanjian baku vang akan
digunakan dalasm melakukan kegiataﬁnya.
Analisis terhadap kesesnaian dan
ketidaksesuaian Rontruksi\perianjian pembisayaan
konsumen dengan konstruksi perjanjian pinjam
meminjam dalam KUHPerdata

Sebagaimana telah diketahui dari hasil
penelitian yang menunjukkan bahwa . terdapat
adanya beberapa ketidaksesuaian dan kesesusilan
antarsa honstruksi perianiian pembiayaan
konsumen dengan konstruksi perdanjisn  pinjam
meminiam yang distur dalsm KUHPerdata.

Adanys ketidaksesusian dan kesesuaian
antars perjanjian pembiayaan konsumen dengan

perjanjian pinjam meminjam. Hal ini berarti
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bahwa - walaupuh dilihat dari kegiatannysa
perjanjian pemblaysan vonsumen itu menyediakan
sejumlah dana bagi konsumen untuk membeli
barsng vyang pembayarannys dilahkukan SeCaTra
berkala, ada kesa;han dengan kegiatan vyang
dilakﬁkan dalsm perjanjian pinjam wmemindam,
'diman% pihak vang satu nenberikan pinjaman
kepadh pihak lain dan pihak yang iainnya itu
akan mengembalikannya pinjaman tersebut..

Namun bila dilihst lebih mendalam
mengeﬁai unsur-unsur yang terdapat dalam kedua
konstruksi perjanjian tersebut ternyata tidak
sSama .

Dengan demikian dapat disimpulkasn bahwa
konst?uksi perjanjian pembiayaan konsumen itu
tidaki identik dengan konstruksi perjanjian

pinjam meminjam.

Hubungan hukum  pihak-pihak  dalsm perjanjian
pembiayaan konsumen, dan perlindungan hukumnya bagi

konsumen ‘vang terlibast dalam perjanjian pembisyaan

konsumen.

2 1. Analisis terhadap hubungan hukum pihak-pihak

dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian diketzhui

bahwé hubungan hukum di antara para pihak yang'

terlibat dalam kegiatan pembiayasan konsumen
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terjalin karensa dilakuksnnya suatu perbuatan
yang disebut perjanjisan.

Ménurut ketentuan pasal 1313 KUHPerdsata
dikatskan bahwa yang dimaksud perjanjian itu
adalah sustu perbuatan dengan mansa satun orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orané 1éin atau lebih.

| Lebih lanjut untuk sshnya snatu
perj#njian tersebut, menurut pasal 1320
KUHPerdata harus memenuhi empat syarat, vaitu
1. Sepakat mereka yang mengikathkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuatu suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
Dan akibat dari dibuatnya perjanjian yang sah,
menurut pasal 1338 KUHPerdata dinyatakan
bahwa
- perjsnjian itu berlaku sebagai Undang-Undang
bagi mereka yang membuatnya
-~ kemudian perjanjian itu tidak dapat ditarik
kembali secara sepihak
- serts Perjanjian itn harus dilaksanakan
dengan iktikad baik.
Dengan adanya beberaps ketentuan
sebagainana tersebut di atas, maks bagi parsa
pihak vang akan melakukan hubungan hukuam

melalui suatu perjanjisn, maks paling tidak
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para pihak tersebut harus memperhstikan adanysa
beberapa ketentuan sebagalmana tersebut di
atas.

Selanjutnya mengingat dalam kegiatan
pembiayaan konsumen tersebut berdasarkan hasil
penelitian melibatkan adanya beberaps pihsak,
yaitu
1. Pihak perusahaan pembiayaan konsumen
2. Pihak konsumen
3. Pihak penjusl
4. Pihak perusahaan asuransi
Di bawah ini akan dikaji/dianslisis hubungan di
antara para pihak tersebut dalam kaitannya

dengan kegiatan pembiaysan konsumen.

2. 1.1 Anslisis terhadap hubungan hukum antara
pihak perusahaan pembiaysasan konsumen

' dengan pihak konsumen selaku peminjam
Berdasarkan hasil penelitian,
diketahui bahwa hubungan hukum santara
" perusshasn pembiayaan konsumen dengan
pihak konsumen selaku peminjam dituangkan
dalam suatn akta vang disebut akts

perjanjian pembiayaan konsumen.

Mengenai sampsi sejauhmana izt

akta perjanjian pembiayaan konsumen vyang

gmemuat klausula tentang hak dan kewajiban
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pars pihak (sebagai perwujudan dari
adanya hubungan hukum para pihak) telah
memenuhi ketentuan perundang-undangan

vang berlaku.

Dari hasil penelitian diketahui

bshws ada beberapa klausula perjanjian

vang isil/rumnusannya tidask mencerminksan
rasa keadilan dan bertentangan dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlakn
sehings dapat menimbulkan kerugian pada
pihak konsumen selsku peminjam.
Adspun igi/klsusula perjanjian
tersebut adalah
1. Klausula vyang menust mengenal c¢ara
pembaysaran
Pada bagian ini dinystakan bahwa bagil
‘konsumen yéng permsksud untuk membayar
atzy melunasi seluruh atau sisa hutang
pembiayﬁan yvang masih ada, baik vang
telah jatuh tempo, untuk seketika dan
sekaligus, maka pihak perusszhaan
pembiayaaﬁ konsumen berhak sepenuhnys
untuk menetapkan besarnya pelunasan di
muka vang harus dibayar pihak
konsumern, disertai hak untuk
mengenakan denda atan disconnt kepsada

pihak konsumen.
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MHengkajl isi klsusula
perjanjizn di stas, menurut pendapat
penulis bshwa adanya ketentuan semacam
itu vang mewberikan hak sepenuhnysa
kepada pihak perusahaan pembiayaan
konsumen untuk menetapkan besarnysa
pelunassn dan denda akan dapat
menimbulkasn kesewenang-wenangan pada
pihak perusahaan pembiaysaan konsumen
untuk menetapkan besarnya pelunasan
dan denda vang harus dipikul cleh
konsumen.

Jika ternyata besarnysa
pelunasan itu di luar perkirsan
konsumen, hal ini tentunya akan
menimbulkan kerugiasn pada konsumen
selaku peminjam.

Bila kits mengacu pada adanysa
2588 konsesnsualisme sebagsaimana
tercermin di dalam pasal 1320 sub 1
KUHPerdata dan Jjugs asas kebebasan
berkontrak dalam pasal 1338 XKUHPerdata
maks tentunysa adanyva klasusula vyang
memﬁerikan hak secars sepihak kepads
perusahaan pembiayasn konsumen hal ita

sangatlah bertentangan.
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Selanjutnya klausula perjanjian vyang
mengatur tentang asuransil

Fada bagian ini dinvatakan

bahwa untuk menjamin . hak dan
kepentingan pihak perusahasn
pembiayaan konsumen atas barang
Jjaminsan, maka pihak konsumen

berkewajiban untuk dan &atas . biaya
sendiri mengasuransikan barang jaminan
dengan sysrat-syarat dan kondisl vang
ditentukan oleh pihak perusahaan
asuransi vang ditunjuk oleh pihak
perusahaan pembiayaan konsumen.

Adanya klausula yvang wmenentukan
dengan siapa konsumen harus
mengasuransikan barangnya, demikian
puls mengenai asyarat-syaratnya vyang
menentukan adalah pihsak perusahsaan
pembiayazn konsumen. Hal ini sangatlah
bhertentangan dengan asas

konsensusalisme sebagaimsna tercermin

dalam pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata dan

asas kebebasan berkontrak sebagsimana
tercermin di dalam pasal 1338
KUHPerdata. Dsalam hal ini konsumen
tidak diberi kebebasan untuk

mengutarakan kehendsknys.
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Dengan demikian ketentuan Yyang
memuat klausuls sebagal tersebut
adalah tidak mempunyai kekuatan hukom.

Klausula yang wmengatur dalam hal

terisdinya wanprestasi vang

menyatakan
Konsumen dinyatakan wanprestasi
atauo lalai untuk memenuhi
kewajibannya, dan hal tersebut tidak
perlu dibuktiksn dengan Cars apapun,
akan tetapi cukup dengan terjedinys
salah satu atau lebih weadaan sebadail
berikut
1. Konsumen tidak atan gagal memenuhl
satnu atau iebih kewajiban
sebagaimana ditentukan dalam

perjanjian ini, khusus tetapi tidak

terbatas tidak melakukan pembayaran

angsuran hutang pembiayasan 2 (dua) |

kali berturut-turut dan/atsau,

5 Ppihak kedua melakukan perbusatan
vang seharusnysa tidak boleh
dilakukan menurut perjanjian ini
sebagaimana dimaksud pasal 4 gyat 1

(a) dan/atan

160




Pihak kedua melakukan perbuatan
varng seharuénya tidak holeh
dilaskukan menurut perjanjian inil
sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat 1
(b) dan/atan

Barang Jjaminan disita astau terancam
oleh suatu tindakan penyitaan pihak

lain sispapun adanysa, karens sebab

apapun Jjugs.

Pasal 4 ayat la dan 1b sebagaimana

dimaksud di astas adalah

"Konsumern sebagai peminjam atas barang

jaminan berkewsjiban untuk

8.

Merawat dan menjaga keutuhan barang
jaminan dari segala kemongkinan
rusak hilang stsu musnah satu dan
lsin hal atas resiko dan biaya
sendiri.

Tidzk memingjamhkan, menjaminksn,
atau membebani'dengan hek Jaminan,
menjual atau melskukan perbuatan-
perbuatan lain vang bertujuan

dan/atau berakibat beralihnya
barang jeminan tersebut kepada
pihak lain siapapun adanya dengan

bentnk dan cara apapun juga'.
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Mengkaji mengensail apa yang tertuang di
dalam klsusula perjanjian tersebut di
atas yang menyatakan bahwa untuk
terjadinya wanprestasi tidak
diperlukan adanys pembuktian dengan
cara apapun juga, akan tetapi cukup
terjadinya salah satu keadsan vyang
ditetapkan oleh pihak perusahaan
pembiayaan sebagsaimana diuraikan di
atas. Hal ini menunjukkan bahwa
klansula perjanjian tersebut sangatlah
bertentangan dengan teori wanprestasi
. sebagaimana yang diatur dalam KUH
Perdatsa.

Bila kitas melihat arti kata
wanprestasi menurut Abdulkadir
Muhammad wanprestasi itu berasal dari
ijstilah aslinya dalam Bahasa Belanda
"wanprestalie, artinya tidak memenuhi

kewajiban. Tidak dipenuhi kewajiban

itu ada dua kemunghlnan alasannysa
yvaitu
=y RKarens kesalahsn debitur, baik

karens kKesengajaan maupun karensa

kelalzian.
b) Karena keadaan menaksa (force
majeure) jadi dilluar kemanpuan
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debitur, debitur tidak bersalah.

T6¥
Untuk menentukan apakah seorang
debitur itua bersalah melakukan
wanprestasi dalam perikatan untuk
menyerahkan sesuatu yang tenggang
waktunya ditetapkan hal itu tidak
menimbulkan wasalah kafena hal itu
telah diatur dalasm pasal 1238 KUH
Perdata vang menyatakan debitur
dianggap lalai dengan lewatnya waktu
vang ditentukan.
Namun vang menjadi persoalan untuk
perikatan me lakukan perbuatan
sebsagaimana halnys untuk menjagsa
kentuhsn barang jaminan dari segala
kemungkinan rusak, hilang atau
musnahnya barangnya dalam perjanjian
pembiayaan konsumen.
Terjadinysa wanprestasi harus didshului
dengan adanya surat peringatan

{(sommatie) vyang dibuat secara resmi

oleh pengadilan. TT%

"'{6) Abdulkadir Muhammad, Qp. Cit., halaman 20.

"77) Ibid, halaman 22
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Anslisis terhadap hubungan hukum &antars
penjual dengan konsumen selaku pembelil

Dalam kaitannya dengan kegiatan
pemblayasan konsumen nunculnya pihak
penjual sebagail sysrat diadakannya
perjanjian pembiayaan konsumern " tidak
dapat dihindari, hal ini mengingat bahwa
tujuan dilakukannya pembiayaan terhadap
konsumen adalah untuk memberi kesempatan
kepada konsumen yang tidak memiliki dana
tunai untuk membeli barang.

Dengan melalui Jassa pembiayaan
dari perusahsan pembisyaan konsumen, maka
konsumen dapat wmembeli barang vang
pembayarannya dapaﬁ dilakuksan secara
berksala/mengangsur.

Mengenai bagaimana hubungan hukum
antara konsuﬁen selaku pembeli dengan
pihak penjual dsalanm kaitannysa dengan
kegiatan pembiayasn konsumen.

Berdassrkan hasil penelitian
diketahui bahwa hubungan hukumn itu

dilakukan atass dagar perjanjian jusal

beli.
Menurut pasal 1457 KUHPerdata jual

beli adalah suatu persetujuan dengan mansa

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk




menyerahkan suatu kebenaran dan pihak
vang lain untuk membayar harganya vang
telah dijanjiikan.

Lebih lanjut menurut pasal 1474
KUUHPerdata dikatakan kewajiban utams
penjual adalah menyerahkan barangnya dan
menanggungnya sedangkan kewajiban utama
pembeli menurut pasal 1513 KUHPerdata
adslah membayar harga barang pada waktu
dan di tempat sebagaimana ditetapkan
menurut persetujusan.

Bila ketentuan di atas kits

bandingkan dengan jual beli vang terjadi

dalam kegdiatan pembiayaan konsumen maka
berdasarkan hasil penelitian bahwa
pembayaran harga barang tidak langsung
dibayar oleh pembeli, akan tetapi
dilakukan oleh perusahaan pembizayaan
konsumen atas dasar adanysa perjanjian
pembiayaan hkonsumen Yang telah dibuat
sebelumnnys. Demikian puls mengensi
penyerahan barang kepada konsumen tidak
diikuti dengan penyerahan dokumen
pelengkap seperti BPKB, akan tetapi
berdasarkan perjanjian pembiayaan

konsumen vyang dibuat sebelumnya barang

diserahkan kepada konsumen sedangkan




dokumen pelengkapnya (BPEB) diserahkan
kepada perusahaan pembiayaan konsumen
vang akan dijadikan jaminan atas
pembayaran hutang pembiayaan.

Adanys pola jual beli sebagaimana

di atas, hal itu tidak menjadi masalah
mengingat adanya asas . kebebasan
perkontrak yang dianut dalam KUHPerdsata.
Nagmun demikian walaupun para pihak diberi
kebebasan untuk mengatur pola perjanjian

\ jual beli sebagaimanz tersebut di atas
I hubungan hukum antara penjusal dan
1 konsumen selaky pembeli tetap harus
| mengikuti ketentuan sebagalmana diatur
| dalam KUHPerdata yvang mengatur jual bell.
2.1.3 Ansalisis hubungan hukum antara perusaisaan
pembiayaan konsumen dengan pihak penjual

Berdasérkan hasil penelitian
diketahui bahwa hubungan hukum antara
perusahaan pemblaysaan konsumen dengan
pihak penjual itu terjadi atas dasar
subrogasi.

Dalam kaitsnnya dengan kegistan
pembiayasn konsumen, maka dilakukannya
pembayaran hargs barang Yyang dibeli
konsumen oleh pihak ketiga, vang dalam

hal ini adslah perusahaan pembiayaan
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konsumen, maksa menuruﬁ ketentusn hukum
vang herlaku skan mengakibathan
beralihnva hak-hak &1, berpintang
(penjnal) terhadap =i berutang (konsween)
kepads pihak ketiga {perussznaan
pembiayvasan konsumen ) mengenal subrogasi
ini telsh diatur di dalam KUHPerdata
mulai pasal 1400 sampai dengsn pasal
1403.

- Subrogasi ini dapat terjadi karena
persetujuan dan dapat puls terjadi karena
Undang-undang. Hal ini sebagaimana yang
dinyvatakan dalam pasal 1400 KUHPerdatsa

vang menyataksn

“Subrograsi atau penggantisan hak-
hak =i berpiutang oleh seorang
pihak ketiga yang membayar kepadsa
si berpiutang itu, terjadi baik
dengan persetujuan maupun demi

Undang-undang” .

Dalam hubungan hukum antars
perusahaan pembiayaan konsumen dengan
pihak ‘penjual, subrogasi itu terjadi
karens persetujuan. Hal ini terlihat dari
dibuatnya akta perjanjisn pembilayaan
konsumen vang dibuat sebelumnya sntara

perusshasn pemblayaan konsumnen dengan

pihak konsumen yang memuat mengenai hsl

itu.




Bils kita kaji lebih lanjut
mengenai subrogasi yand terjadi antara
penjual dengan perusahsaan pémbiayaan
konsumen, maka timbul persoalan vang

mehyanghkut mengenai cara pembuatan

_ persetujuan tersebut. Menurut pasal 1401

ayat 2 KUHPerdata dinyatakan bahwa

“Apabila si berutang meminjam
sejumlah uang untuk melunasi
utangnya dan menetapkan bahwa
orang ysng meminjami uwang itu shkan
menggantikan hak-hak si
berpiutang, maka agar  supaya
subrogasi itu sah, baik perjanjian
pinjsam uang, waupun tanda-tands
pelunasan harus dibuat dengan akta
otentik"”.

Dengan demikian bila kita mengacu

pada adanya ketentuan ini, maka untuk

sahnys subrogasi itu harus dibuat dengan

akta otentik yang berarti harus dibuat
oleh pejsbat yang berwenang atau notaris.

Padahal dalam kaitannya dengan kegiatan

- pembiayaan konsumen, subrogasi vang

terjadi  antara penjuﬁl dengan  pihak
perusahaan pembiayaan konsumen tidak
dilakukan dengan akta otentik,. akan
tetapi dengan skta di bawah téngan.
Dengan demikian dapat ditarik
suatu pengertian bshwa subrogasi vyang

terjadi antara penjual dengan perusahaan
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pembiayaan konsumen itu tidak mempunyai
kekuatan hukum karenaitidak sah.
Anslisis hubungan hukum antars konsumen
dengan perusahaan asufansi.
Berdasarkan ‘hasil penelitian
diketahui bahwa wmunculnya perusahaan
asuransi vang terliﬁat dalam kegistan
pembiayaan konsumen édalah dalam rangka
untuk memberiksan jaminan stas musnahnys
atan hilangnya barang vang dijadikan

jaminan Ssecars fiducia, sehubungan

dilakukannya pembiayaan

perjanjian
konsumen yvang dilakukﬁn antara perussahaan
pembiayaan konsumen déngan pihak konsumen
selaky peminjam. |

Dsn dari hasil penelitian lebih
lanjut diketshui bahwa hubungan hukum
antara konsumen dengasn pihak perusahaan
asuransi dilskukan atas dasar perjanjian
vang disebut perjanjian asuransi.

Mengkaji mengenai hubungan hukum
antars perussahaan asuransi dengsn pihak
konsumen vang dilakukan atas dasar
perjanjian asuransi dalam kaitannya degan
kegiatan pemblayaan konsumern. HMenurut
ketentuan yvang berlaku vaitu EKUHPerdsata,

maks hal itu memang:dimungkinkan sesuail
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dengan adanya asas kebebasan berkontrak,
maka orang bebas membuat perjanjian
dengan siapapun/dengan pihak RSPV,

sepanjang perjanjianiitu dibuat secars

sah menurut ketentuan passal 1320

KUHPerdata.

Nsmun yang menjadi persoalan dalam

hubungan hukum antara perusahasan asuransi

dengan pihak konsumen itu, mengenal cara
pembuataunnya/cars pengikatan hubungan
hukum tersebut, 5erdasarkan hasil
penelitian dilakukan ﬁtas dasar kehendak
dari pihak konsumen ifu akan tetapi &atsas
dasar kehendak pihak perusshaan
pembiayaan konsumen yang dituanghkan dalam
skta perjanjian pembiéyaan konsumen vyang
dibuat sebelumnysa. |

Dengan perusahaan asuransi mnana
dan syarat-syarat pemﬁuata isi perjanjian
semnanys vang menenfukan adalah atas
dasar kehendak perusahaan pembiayaan
konsumen.

Dengan demi?ian tidak ada
kebebasan bagi pihak konsumen  untuk
menentukan kehendaknya dengan perusahaan
ssuransi msna is harts mengikatkan diri

dan dengan syarat—syafat perjaniian yang
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1.

bagaimana 1a harus menutup perjanjian

ssuransi. Hal ini sangatlah bertentangan

" dengan ketentuan pasal 1320 sub 1

S

KUHPerdats mengenasi salah satu syarat
sahnya perjasnjian adalah adanya kata
sopakat/persesusian kehendak di  antara

itu pennlis

m

para pihak. Gieh karen
herpendapat hahwa CATra pengikatan
tmbungsn hukum sntsra  konsumen dengan
perusshaan asuransi perlu diperbaiki,
vaitu dengan memberikan kebebasan kepada
pihak. konsumen  untuk menentukan
pilihannya dengs pihak pefusahaan
asuransi mana ia harus mengikatkan diri,
dan dengan syarat-gyarat yang sesuail
derngan kehendak antara konsumen dan
perusshaan asuransi.
Anslisis terhadap dokumen-dokumen yang
diperlukan dalam perjanjian pembiayaan
konsumen

Berdasarkanlhasil penelitian dapsat
diketshni bahwa terdaspat adanya beberapa
dokumen vang diperlukan dalam perjanjian
pembiayaan konsumen yang secara garis
besar dapst dikelompokkan menjadi .
sebelumn

1) Dokumen vang diperiukan

terjadinya transaksi, vang meliputi :




23 Dokumen vang diperlukan setelah

terjadinya transaksi, vang meliputi

Mengkaji adanya beberapa dokumen vyang

Surat permohonan pengajuan

pembiayaan kongumen dengan

dilampiri

- Surat keterangan penghasilan
pemohon

- Foto copy KTP pemohon

- Foto copy Kartu Keluarga pemohon

- Rekening listrik pemohon

Akta perjanjian pembiayaan konsumen
yvang telah ditandatangani oleh kedus
belah pihak.

Dokumen—-dokumen mengena bukti
kepemilikan barang yang dijadikan
Jaminan secara fiducia, seperti

BPKB, faktur kendaraan bermotor.

Kwitasi pembelian barang/sepeda
motor
Akta perjanjian asuransi

Kwitansi pembayaran hutang angsuran

diperlukan dalam perjanjian pembiayaan i

konsumen, maka hal tersebut sangsatlah

penting, bila dilihat dari aspe hukum,

hal ini mengingat dalam hukum perdats,

keberadaasn dokumen-dokumen  tersebut
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2.

2.

gsangatlah penting. sebngal alat bukti,

apabila susatu saat terjadi sengketa di

antars Ppars pihak, maka bukti-bukti

berupa dokumer itn gsangatlah

menentukan adanysas hubungsn  hokum di

sntars para pihak dan sanpai seiauh

mapnga hubungan hukum di antara Ppars
pihak itu terjadi.

Anglisis terhadap perlindungan hmkum begl

konsumen Yang teriibat perjanjian pemblayaan
konsumen.
Mengkaji dari apa vang telah diperoleh

dzri hasil penelitian yang berksitan dengan

pelaksanaan perlindungan huknm bagi hkonsumen,

pads perjanjian pembiaysan konsumen,

berdasarkan hasil penelitisn menunjukkan bahwa

pelaksanaan perlindungan hukum tersebut

ternyata belum berjalan gsebagaimana vang

diharaphkan, hal ini terlihat dari proses atau

tahapan pelaksanasn kegiatan pembiayaan

konsumen, baik pada tahap pra transaksi maupurll

pada tahap transaksi.

2 2.1 Pada tahap pra transaksi

Pagz tehap ini, yaitu pada tahap sebelum
dilgkukannya pengihkatan atzn pensndatsnganal

akta perjanjiian, dimana pada tahap ini,
konsumen masih mencari-cari informasi mengenail
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ijasa pemblayasn yang akan dimanfaatkan dengan
harapan akan mendapatkan informasi vang benar,
jelaé dan jujur dari pihak perusahasn
pembiayaan konsumen, mengenai berapa besarnya
danai pembiayaan vyang bisa diperoleh, berapa
besarnya bunga yané harus dipikul, dan dalam
tenggang waktu berapa kali angsuran hotang
pembiayaan 1tu harus dibayar, serta syarabt-
syarat apa vang menjadi beban/kewajiban
konsumen selama tenggang waktu angsuran
berlangsung. Konmsumen vyang akan mengikatkan
diri dalam transaksi pembiayaan perlu
mengetahni, sehingga berdasarkan informasi yang
telah diperolehnya, konsumen akan dapsat
mempertimbangkannya satau memntuskannya serta
mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan
vang dapat menimbulkan kerugian.

Bari 'hasil penelitian vang dilakukan
ternyata informasi vang dihgrapkan vang
seharusnys dapat memberikan perlindungan pada
diri konsumen secara preventif ternyata hal itu
tidak didapati selurunhnys. Konsumen hanya
mendapat informasi vyang menyanghkut besarnya
dana1pembiayaan dan dalam tenggang waktu berapa
kaliiangsuran hutang pembiayaan tersebut harus
dila%ukan, sedangkan mengensi syarat-syarat

perjﬁnjian vang akan menjadi beban/kewajiban
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.2

.4

hkonsumen selama berlangsungnyva perjanjian,
Lonsumen tidak mendapatkan informasinya.

Mengkaji mengenai masalsh ini maks dapat
ditarik suatu pengertian bahwa kewajiban pelaku
usszha sebagaimana diamzsnatkan oleh Undang-
Undang MNomor 8 tahun 1999 vyang menyatakan
antara lain pelakn wusaha wajib meﬁberikan
informesi yang benar, jelas dan jujur mengensi
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta
membefi penjelasan penggunasan, perbaikan dan
pemeliharasn ternyata tidsak dilaksanakan
sepenuhnya.

Dengan demikian dapat digimpulkan bahwa
pelaksanaan perlindungan hukum pada tahap pra
transaksi, pada perjanjisn pemblayaan konsumen

belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Pads tahap transaksi

Pada | tahap ini ikatan pembiayaan
konsumen telah dilakukan yang ditandai dengan
ditsndatsnganinya akts perjanjian oleh para
pihak.

Berdasarkan hasil penelitian diketahul
bahws ikatan perjaniian pembiayaan konsumen itua
dituangkén di dalam sktz perjanjiian yvang telah
dibuat secara baku, oleh pihak perusahaan

pembiayaan konsumen.
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Mengkaji bentuk baku yang memuat syarst-
syarat perijaniisn apakah isi/klausula baku itu
telah sesuzi dengan ketentuan vang berlaku.

Dari hasil penelitian lebih lanjut diketshui

bahwsa syarat-syart perjaniian vang dibusat

secara baku itu ternyatas tidak mencerminkan
rasa keadilan bagi konsumen bahkan bertentangan
dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1889 tentang
perlindungan konsumen, khususnys vang
menvangkat mengensil ketentuan pencantuman
klausula baku_pada suatu transaksi,

Adapun klsusuls/syarast-syarat baku vyang
tidak mencerminkan rasa keadilan tersebut,
sehiﬁgga cenderung tidak memberikan
perl%ndungan kepada konsumen, bherdassrhkan hasil
peneiitian lebih lanjut antara lain adalah
1. Klausuls vang mengator mengenai CaTa

pembayaran.
Pada bagian ini syarat baku itu wmenyatakan
bahwa  apabila  pihak  kedus  (konsumen)

bermaksud untuk membayvar atau melunasi

seluruh atan sisa hutang pembiayaan yang

mésih ada, baik yvang telah Jatuh tempo,
méupun vang belum jatuh tempo untuk seketika
dén sekaligng, maka pihak pertama
(perusahaan pembiavaan)} berhak sepenuhnya

untuk menetapkan besarnyva pelunassan di  muka
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yang harus dibayar pihak kedus disertai hsak
untuk mengenakan denda atau discount kepads
pihak kedus.
Adznys klausula sebagaimansa tersebut

di atas vang memberikan hak sepenuhnya
kepads perusahasan pembiayaan konsumen untuk
menetapkan besarnya sissz hutang pembiayaan
berikut denda/discount yang harus dibayar
apabila konsumen bermaksud melunasi sisa
angsuran, hal 1ini tentunya =akan dapat
menimbulkan kesewenang-wenangan pada pihak
perusahsan pembiayaan, yang dapat berakibat
menimbulkan kerugian pada pihak konsumen.
Klzsusula yvang mengatur mengenai =asuransi.
Pada bagisn ini klasusula/syarat bakn itn
menyatakan

"Untuk menjamin hak dan kepentingan pihak
pertama atas barang jaminan, maka pihak
kedus berkewzjiban untuk dan atas biaya
sendiri mengasuransikan barang jaminsn
d@ngan syarat-sysrat dan kondisi vang
ditentukan oleh plhak pertama pada
perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh pihak
pertama.

ﬁelanjutnya pads ayat berikutnya
@inyatakan

"Pntuk keperlvuan sebagaimans dimzksud di

|
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atas pihak kedua menyatakan dengan ini
nemberi kuass vang tidak dapat
dicabut/dibatalkan karensz sebab atau alasan
dan dengan cara apapun Juga kepada pihak
pertama untuk mengurus dan mengajukan
claim/tuntutan penggantian asuransi dan
tindakan-tindakan lain vang diperlukan untuk
m?mperoleh uang penggantian asuransi
térsebut khusus tetapi tidak terbatas untuk
méngurus berita acara kepolisian atas hilang
atzas musnahnys barang jaminan, menerimz uasng
penggantian asuransi dan kemudian
memperhitungkannya dengan selnrnh atau sisa
hutang pembiayaan pihak kedua yang masih ada
setelah terlebih dehulu dikurangi dengan
biaya dan/atau ongkos-ongkos vyang telah

dikeluarkam oleh pihak pertamns untuk

menjalankan kuasa tersebut. Apabila hasil

persih uwang penggsntian asuransi tersebut
mélebihi sigsa hutang pembiayaan, maka
kelebihannva menjadi hak dan akan diserahkan
kepada pihak kedua, tetapi apabila kurang,
maka kekurangannya menjadi tanggung  Jjawab
dan harus dibayar oleh pihak kedua kepada
pihak pertama.

Adanva kizusalz baku aebagalmans

tersebut di atas yang merientukan syarat-
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syarat dan dengan perusahaan asuransi mana

pihak konsumen harus mengikatkan diri adalah

pihak perusahaan pemblayaan. Hal ini
sangatlah bertentangan dengai asss

konsensualisme sebagaimana yang tercermin

dalam pasal 1320:1 KUH Perdats dan jugs #S8S
kebebasan berkontrak sebagaimana tercermin

dalam pasal 1338 KUHPerdata.

Di samping itu adanya klausuls yang
menyatakan pemberian kuasza yang tidak dapat
dicabut dengan alassn dan dengsn cara
apapun.

Hal ini bertentsngan dengan ketentuan pasal
18 Undang-Undang Perlindungan konsumen yang
melarsng pencantuman kiauvsula bakn padsa
setiap dokuomen dan/atau perjaniisn vang
menyatakan pemberian kussa dari  konsumen
kepada pelaku usaha baik secara langsung
maupun tidak langsung antuk melskukan segals
tindakan sepihak vang herkaitan dengan
barang vang dibelil oleh konsumen Secara
Angouran.
Dalam hal terjadinva wanprestasi vang
menyatakan.

| Ronsumen dinvatsksn wanprestasi atau
1alai untuk memenuhi kewajibannya, dan hal

t%rsebut tidak perln dibuktikan dengan cara
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apapun, akan tetapi cukup dengan terisdinya

salah gatu atan lebih keadaan sebagail

berikut

i,

Konsumen tidak atau gagal memenuhi satu

atal lebih kewsdiban sebagaimana
ditentnkan dsalan perjanjian ini, khusus
tetapi tidsk terbatas tidak melakukan
pembayarsn &SNESUTan natang pemblayasan 2

{(dua) kali berturut-turut dan/atau,

2. Pihak kedun=z melakukan perbuatan vang

seharusnya tidak boleh dilskukan meriurut
perjanjisan ini sebagaimnans dimaksud pesal

4 ayat 1 (a) dan/atan

3. Pihak Lkedus melskukan perbuatan vang

seharusnya tidak boleb dilakukan menurut
perjanjian ini gebagaimansa dimakesud pasal

4 syat 1 (b) dan/=stsu

4. Barang jazminan disita atzn htersncam oleh

suzitn tindakan penyitaan pihak lain
sispaspun adanys, karens sebab apapun
jngs..

Passl 4 ayast 1 dan 2 sebagalmana dimsksud di

atas adalah

"Konsumer sebagai peminjam 3atas barang
jaminan berkewajiban untuk

z. Merazwat dzn menjags keutuhan barang

jaminan dari segeala kemunghkinan rusak
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pembuktian dengsan cars apapun juga,

. Hal ini menyniukkan hahwa

hilang ataun musnsh saty dan lazin hal stas

resiko dan biava sendiri.

b. Tidak meminjamhkan, menjaminkan, atan

membebanl dengan hak Jaminan, menijual

atan melskakan perbuatan—perbuatan lain

vang bertuinan dan/satsau berakibat

perslihnys barang Jaminan versebut kepada

. pihakllain sigpapun zdanya dengan bentuk

dan cara apapun Jugs’ .

Henghaldl mengenai apa yang tertuang di dalan

pelaksanaan perjanjisan tersebut di atas yang
menvatakan bahwa ~untphk terjadinyva

wanprestasi tidak diperliukan sdanya

akan

tetapi cukup terﬁadinéa salah satu keadaan
vang ditetapkan oleh pihak perusahaan

pembiayaan sebagaimans diunraikan di atas.

klansula

perjanjisan tersebut sangatlah bertentangan

dengan teori wanprestasl sebagaimana Yyang

diztur dalam KUH Perdszsts.

Bila kita melihat arti kata

wanprestasi menurut Abdulkadir Huhammad ,

wanprestasi itu bera=sal dari iztilah sslinya

dalzm Bahassa Belanda “wapprestatie” artinya

tidak memenuhil kewzjiban. Tidak dipenuhi

kewsnjiban itu ada dnaz kemungkinan alasannya

181




78) Abdur Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni,
hal. 20

1984,

yaitu

2} Karena kesalahan debitur, baik karens
kesengajaan manpian warena kelalaian.

by Karena keadaszn memaksa {force majeure)

di luar kemsmpusn debitur, debitur

jadi

tidak bersalah.78) .
Untnk menentukan apakah seorang debitur itu
bersalah melakuksan wanprestasi dalam

perikatan antuk menyvershkan sesuatu  vang

tenggang waktunya ditetapkan hal itu tidak

ménimbulkan ‘maesalah karens kel itu  telah

diastnr dalam pasal 1738 K§yH Perdata vang

menvatakan debitur dianggsp lalail dengan

lewatnya waktu vang ditentukan.

Namun yvang menjadi persoslan untnk perikatan

melakinkan perbuatan sebagaimans halnya untuk

menjaga keutuhsn barang Jjaminan dari aegala

kemungkinan rusak, hilang atau wmusnahnya

barang.

Terjadinya wasnprestasi harus didahului

dengan adanya surat peringatan ( sommatie)
i
ﬁang dibuat secara resml oleh pengadilan.

79)

79) Ibid, hal. 22
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Analigis terhadap faktor-Ffaktor yang menjadi kendala

dalan perlindungan mukum bagi komsumen yang terlibat

dalam perjanjian pembiayasn konsumen.

Mengkaji hasil penelitian mengenai Tfaktor-

faktor yveng menjadi kendala dalam perlindungan hukum

hagi konsumen yang terlibat perjanjian pemblayaan

-

konsumern.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa

gecara garis besar ada dua faktor vang menjadi

kendala dalam perlindungan hukum terhadap konsumen

vang terlibat perjanjisan pembiayaan konsumen,

vaitu :

1. Faktor vang berasal dari diri konsumen itu
gsendiri

Z2. Faktoﬁ vang berasal dari lusr diri konsumen
|

3.1. Faktor vyang berasal daril diri konsumen 1itu

gsendiri

Mengkaji faktor yang perasal dari diri
konsumen, bila kita mengacu pada apa vyang
dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa hukum
itu hanya akan dapat berjalan melalui manusisa,
manusialah yang menciptakan hukum, tetapi Juga
untgk pelaksansan daripada hukum vang telsh

dibusat, sebagaimansa halnya Undang-undang

Perlindungan Konsumen dan berbagai peraturan

perundangan lainnya vyang mengatur perlindungan
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hnkum bagi konsumen, hal itn masih diperlukan
adanyé campur tangan manusia.SOY'

Dengan demikisn bila pendapat ini
dikaitkan dengan faktor konsumen sebagal ss&lah
aatn faktor vang menjadi kendala dalam
perlindungan hukunm bagi konsumen, dapat ditarik
suatu pengertian, bahwa konsumen sebagai-
manusia yvang terkena sasaran dari pelaksdanaan
Undang-Undang perlindungan konsumen, merupakan
faktor yang sangat menentukan.

Berbicars mengenal konsumen sebagai
manusia vang terkena sasaran dari
dikeluarkannysa Undang-undang perlindungan
konsumen tersebut tentunys hal itu tidak dapat
dilepaskan dari berbagai aspek vang
melingkupinysa.

Sebagaimana kita ketahui dalam kehidupan
sosisl terdapat beberapa aspek variabel, di
antaranys adalah stratifikasi sosial, dan
budaya. Dengan demikian berbagai aspek tersebut
tentunya balk secara langsung, waupun tidak

langsung skan turut pula menentukan/memberikan
pengaruh padsa prilaku/sikap hkonsumen dalam

menanggapi pelanggaran hak vang menimpa

dirinya.

g0)Satjipto Rahardjo, Hukum dzn  mssvarskat, Angkassa,
Bandung, 1980, hal. 7O
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stratifikasi sosial
Stratifiksesi znsinl  adalah aspek

vertikzsl dari kehidupan snsial, perbedasn

kedudukan konsumer dengasn pelakuusaha

menyebabkan sulitnya mendapatkan hak-hak

wonsumen yang seharusnys ia dapatkan. Hal

i sebsgoimana yang dinystakan oleh Donald

—

irn

Black bahwa "law varies directly with
sératification“ 513

Dengan demikian gemakln rendsah
keduduksn sosisl seseofang, maks hnkompun
semskin tidak mampu memberikan perlindungan.
Budaya hukun

Dalzm melihst rezliia kehidupan huknm
dsri suatu nasyarakat, budaya nukum tidsk
dapat diabaikan karena secala konkrit budaya
hakum itu bersifat regpongif .

Sifat responsif budayva tmkum itn bisa
memberi pengarnh positif dalam arti
mendurkung pembangunan hukam, dan  sebaliknya
jugs bisa memberi pengzruh negatif.

Kehadirasn Undang-undang perlindungsn
honsumen Vang Secara normatif memberikan
perlindungsan terhadsp konsumen (termasuk di

dalamnyva konsumen vang terlibat perjanjilan

81) Donsld Black, Op. cit, hal., 4




peﬁbiayaan wonsumen) ternyata tidak serta
merta menimbulkan respon ‘positif dari
konsumern .

Berdasarkan hagil penelitian
diketahui bahwa respon/sikap dan pandangan
kopsumen itu dipengaruhil oleh
- Tingkat pendidikan _ .
~ Tinghksat ekoriomi/kesejahteraannya
- Tingkat pengetahuan akan adsnya hak-hsk

yvang dimiliki konsumen dan
- Nilai-nilai/budaya vang dianut di dalam
masyarakatl
Menggaris bawahi mengenal pengaruh budaya
hukum terhadap cars berfikir dan bertingkah
1akuy dari seorang maausis, adanyn nilsi-
nilsi vang werupakan budsya vang dianat
masyarakat Indonesia daengan corshk
ketimarannys VEng wengedepankan nilai-nilail
-kebersamaan {komunal} dan tidak menonjolkan
sifat individual. Hal ini akan  membawa
pengaruh pada sikap vang lebih mengutamakan
.kébersamaan daripada permusuhan.
i 3ikap permusuhan vang akan menjaﬁhkan
diri' dari rass kebersamasan oleh sebaglan
m%syarakat sejanh mungkin dihindari, coleh

kérena itua terjadi pelanggaran vang

dilakukan para pelaku usahs terhadap
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ko%sumen tidak dipandang sebagai suatu
pélanggaram hukum vang selalu harus dibawa
ke pengadilan. Pelanggaran tersebut
dipandang sepagal suatu hal vang biasa
terjadi di dalam masyarakat yarg bisa
dimaafkan.

A Bagi kaslangsan pelaku usaha pandangan
seperti itn merupakan peluang untuk
mengambil keuntungan varng sebesar-besarnya
dgngan melakukan pelanggaran demi
p%langgaran. Dengan demikian sikap dan
p%ndangan seperti itu kurang mendukung dan
mérupakan kendala bagili upays perlindungan

hﬁkum bagi konsumen.

Lebih 1lanjut bila kita mengacu pada
paradigma prilaku sosial dengan teori
gsosiologi prilaku {(behavioral sociology)
yang dipelopori oleh BF. Skinner menyatakan

bahwa perulangan tingkah laku tidak dapsat

dirumuskan terlepas dari efeknya terhadap
p#ilaku itu sendiri. 81§
Dengan demikian spabila pandangan

masvarakat 1tu dikaitkan dengsn teori ini
muks Jelas bshwa dengan diterimanya susatu

pelaﬁggaran sebagal sesuatn nal vyang bisa

81) BF. Skinner dalam buku Alimandan,

uan nerparadigma ganda, Rajawall Pers Jakarta,

Pengetah
1992, ha

1. 63.
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dimaafkan demi rasa kebersamaan, maka hal
itu merupakan reward,/ganjaran yang dapat
memberikan keuntungan bagi pelaku usaha
untuk mengulangi lagi perbuatannys.

3 2. Faktor yang berasal dari luar diri konsumen

Menghkaji mengenai faktor vang berasal
dari luar diri konsumen itu sendiri vang
menjadi kendala dalam upaya perlindungan makum
terhadap konsumen vyang terlibat perjanjian
pembiayaan konsumen.

Berdasarkan hasil penelitian  hal itu
diskebabkan oleh adanys sikap dan pandangan dari
para aparat terkalt vang tidak =tau kurang

teanggap dan kurang serius dalam menangani

masalah perlindungan hukum beagi konsumen.
Sabggaimans yang dinyatakan oleh Yahva

Harahap bahwa selama ini perlindungan konsumen

mernpakan cita-cita dslam bentuknya yang
82)

baru

normatif dan belum diwujudksn secara nyata.

Lebih lanjut mengutip pendapat Philips
Jamnes, vang mengatakén hahwa perlindungan
konsumen (consumer protection) selama ini tidak
1ain sekedar ungkapan pribahasa sajs vang

bertujuan untuk menggairashkan obsesil para

82) Yahys Haréhap, Op. cit, hal. 107
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politikus den pembust Undang-undang. Dari

obzesi ini  lahirlah sekedar institusi dan

hukuam. Tetapil institusi  dan hukum vang

dari obsesi tersebut, nvata-nyata

83)

ditelurkan
tidak mampn melindungi konsumen.

Yayasan Lembaga Konsumen belum pernah
tampil secars terbuka melakukan class action
terhadap terjadinya pelanggaran terhadap hak-

hak konsumen agar konsumen tidak menjadi

korban.

Dari sanaslisis lebih lanjut terhadap
pihak-pihak terkalt yang menangani masalah
perlindungan konsumen dapsat disimpulkan bahwa
sikap dan pandangan'mereka itu dipengaruhi pula

oleh beberspa hal antara lain

1

latar belakang

pendidikannya dan

tekanan~-tekanan keadaan

tekanan-tekanan keorganisasian

83) Philips Janes, dalam buku Yahya Harahap

189




BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian vang dilakukan terhadap
beberapa permasalahan vang dianghat dalam kaitannysa
dengan kegisatan pembiayaan konsumen, dan setela@

dilakukan analisa, maksa dapat ditarik suatu kesimpulan

sebagai beriknt

1. Mengenai mekanisme dan konstruksi hukum pembiayaaﬁ

wonsumen merta kesesualan dan ketidaksesuaian dengan

konstruksi pindam meminjiam dalam KUHPerdata dapstl

disimpulkan bahws
1.1 Mekanisme/proses keglatan pembiayaan konsumen
dilskukan melalui pentahapsan sebagal berikut
a. Tahsp Pra Transaksi
Pada tahap ini, masing-masing pihak wmasih
mencari keterangan/informasi dan melaknkan

+tawWwasr menawar.

Bagi perusahaan pembiayaan konsumen pada .

tahap 1ini di samping nenawarkan produk Jasa
penbiayaan kepada masyarakat, jugz mencari
informasi mengenai hemampuan pemochon
fésilitas pembiayvaan dan melakukan analisis
kredit seperti halnya vang dilakukau oleh
Bank dalam memberikan kredit kepada

nasabahnya. Hal 1ini untul melihat sampal
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sejauh mznza  konsumen {pemohon fagsilitas
pembiayaan) dapat mengembalikan pinjamannya.
Sedangksn bagi konsumen pada tahap 1ini jugs
mencari informasi/keterangan mengenai Jjasa
pembiayaan vang cocol/sesual dengan
kebutuhsnnys, baik mergenal besarnya dana
yang bissa diperoleh, besarnya bunga, tenggang
waktu angsuran, madpun mengenal gyarat-syarat
vang akan menjadi beban/kewaiibannya.

Tshap Transaksi

Pads tahsp ini masing-nasing pihak telah
sepakat untuk melskukan ikatan yang ditandai
derngan dilakukannys penandatanganan akta
perjaniian pembiayaan konsumen vang kemudian

diikuti penyerahan dans pembiaysan (yang atas

dasar kuasa dari honsumen dana tersebut
langsung diserahkan kepacdsa penjual),
selanintnya penjual akan menyverahkan

‘penguasaan barang Vag dibeli kepads konsumen
dan menverahkan dokumen kepemilikan barang
kepada perus;haan pembiayvaan gsebagal Jaminan
fiducis, .gehagai kontra prestasi untuk
gselanjutnya maks hkonsumen skan membayar
hutang pembiayaan (yang meliputi hutang
pokok, bungsa, ongkos/biaya materal dan pﬁjak}
secara berhala kepads perusahaan pembiayaan

k@nsumen sesuai jadwal vang telah ditentukén.

|
3
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1.2 Konstruksi hukum pembiaysan konsumen pada |

perjanjisn pemblayaan konsnomen memiliki unsur-

unsur vasng terdiri dari

- Adany= cmpat pihak vang teriibat sebagal

subyek hnkur perjanjisn valtu perusahaan
pembiasyvazn konsuamen, peninal, konsumen dan
perusahaan asuransi.

Adsnya obyek/prestasi yang skan dilaksanakah
vaitn penyersahan dana pembiayaan dan
pembayaran kemball hutang pembiayvaan tersebut
secara berkalsa.

Adanvys ketentuan dan ayvarat-syarat perjanjian
vang secara khusus mengatur mengenai

z. Cars pembaysran

b. Resiko atas barang

c. Penyerahan jaminan

d. Hak dan kewajiban atas barang Jjaminan

e. Asuransi

£. Wanprestasi

g. Berakhirnya perjanjian

h. Hukum vang berlaku dan vurisdiksi

pengadilan

Selanjutnya mengenal adanya kesesuaian dan
ketidakse§uaian konstruksi perjanjian
pembiayasn konsumen dengan pindam meminiam

vang diatur dalam KUHPerdata dapat disimpulkan

bahwa kedus konstriksi hukum tersebut tidak

idpntik.
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Mengenai hubungan hukum pihak—pihak dalam keglatan

pembilayaan kongumen darn perlindongan hukumnys bagil

konsumen dapat disimpulkan bahwa

2 .1 Hubungan hukum vang terjelin  di antars para

pihak dalam kegiatan pembiayaan konsumen yang

melipatkan adanvya beberapa pihak, pada dasarnva

merupakan rezlisasi dari perjesnjian Vang dibuat

oleh para pihak.
|

|
- Hubhngan huekum antara perusahaan pembiayasan

|
\ .- . .
dengan konsumen selaku peminjan terjalin atas

dagar perjanjian embisyaan kongumen.
¥ 3 J % Y

— Hubungan hukum antara peruszhasn pembiayaan

kornsumen dengan pihak penjusl terjalin atsas
dasar subrogasi.

- Hubungan hukum sntara penjual dengan konsumen

selaku pembeli terjslin atas dasar perjanjian

jual beli.

- Hubungan hukom antars perusahaan ssuransi

dengan hkonsumen terjalin atas dasar perjanjian

|
ssuransi.

2.2 Perlindungan hukum bagil konsumen varng terlibst

konsumen belumn dapat
-

yang diharapkan oleh para

perjanjian pemblayaan
berjalan sebagaimans

pembuat Undang-Undang.

Hsl ini terlihat dari masih belum berjalsnnya

beberapa hak yang diberikan oleh Undang-Undang

Perlindungan konsumen, seperti hak untuk
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mendspatkan informasi yang Dbenar, jelas dan
jujur, serta hak untuk mendapatkan advokasi,
perlindungan dan upaya penvelesaian sengketa
perlindungan konsumen Secal:i patut.

Adspun ﬁﬁngenai Faktor-faktor vang menjadi kendals

dalam Jpaya memberikan perlindungan terhadap

konsumen gapat disimpulkan bahwaada beberaps faktox

vang menjédi kendals antara lain

a. Ksrena faktor vang berasal dari diri konsumen itu
sendiri.
Hzl ini terkait dengan tinggi rendahnya tingkat
kegadaran hukum konsumen dan tinghkat
kesejahteraan/ekonomi konsumern.

b. Rarena faktor vyang berasal dari luar diri
konsumen itu sendiri. |
Hal ini terkait dengan faktor sosial buodaya yang
melinghkupi diri khonsumern, seperti -+ adanya
pandangsn di dslam masyarakat, vyang menganggap
bahwa berperkara di pengadilan merupskan  suatu
hal vang sedapat munghkin dihindari, mengingat hal
itn bertentangan dengan budaya orsng timur vang
lebih mengutamakarn kebersamaan | daripadsa
permusuhan, di samping itu kurang tanggap/hurang
seriusnya aparat terkait vang menanggapi

pengaduan konsumen Vang dirggikan.
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4.2 Saran-—-saran

Berdasarkan kesimpulan abtas hasil penelitian

saran vang

vang telah ditakukan, maka adz bheberapa

dapat diajukan antara lain

1. Pemerintah sebaiknys segers menge luarkan ketentuan

mengenal perjanjian pembiayasan honsumen yang lebih

spesifik, aehingga dapat dijadikan pedoman bagil paré

nelakukan kegiatan pembiayaan konsumern.

beperan aktif dalam

pihask dalsam

2. Pemerintah sebaiknya lebih

nemberikan penyuluhan hukum kepads masyarskat,

sehingga tingkat kesadaran hukum mesyvarakt

(khususnyé nasyarakat konsumern y akan hak-hak vyang

dimilikinya semakin meningkat.

3. Aparat terksit vyang menangani pengsdnan konsumen

sebaiknva untuk lebih meninghkatkan kesadarannysa akan

fungsi dan perannys dalam menjalankan

ketentuanfperundang—undangan yang berlaku.
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